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Menimbang

BUPATI MUSI BANYUASIN
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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263
ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821});
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang  Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
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10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur ~ Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2007 Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
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Menetapkan :

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
Nomor 11);

Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021 Nomor 268),

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.



10.

21

12.

13.

14.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat
Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026
yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala
Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada
tahun 2022 atau tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan kerja
Pemerintah Kabupaten periode | (satu) tahun.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang  memuat kebijakan  bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana Kkerja dan
anggaran satuan kerja PD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RKPD
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1
(satu) tahun.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program
prioritas nasional dan provinsi serta RPD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

(2) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:



BAB |
BABII
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

BAB VII

: PENDAHULUAN
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

: SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

. KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

: PENUTUP

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) menjadi:

a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan RAPBD tahun 2023,
b. pedoman penyempurnaan perangkat daerah; dan

c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD tahun 2023, untuk memastikan APBD tahun
2023 telah disusun berlandaskan RKPD tahun

2023.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(3) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka

ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana  ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 29 ,3unNl 2022
Pj. BUPATI MUSY/ BANYUASIN

Diundangk#n di Sekayu

pada ta?gg 29 JUun) 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
N MUSI BANYUASIN,

MU/SNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 38



KATA PENGANTAR

Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD) Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang
merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah
yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 serta mengacu pada
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-

2026.

——



RKPD Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 telah disusun melahui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat
desa dan kelurahan, kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan
Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Dokumen ini
Juga memuat (1) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023, (2) Hasil Reses
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin , (3) Hasil
Forum Perangkat Daerah, (4) Hasil Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah
dengan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Reses DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin, (5) Hasil Musrenbang RKPD, dan (6) Hasil Finalisasi Rancangan
Akhir RKPD Kabupaten Musi Banyuasin.




Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses

perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023, serta dalam rangka mendukung
keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan

kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 29 YoM 2022

Pj.BUPATI MUSJ] BANYUASIN,
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1.1. LATAR BELAKANG

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi Covid-19
yang menimbulkan dampak luar biasa (extraordinary) terhadap
kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem
keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran
covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan
ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan
dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif, hal ini
juga mempengaruhi tingkat perekonomian Kabupaten Musi
Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merespon dan
beradaptasi dengan dinamika pandemi COVID-19 dengan
berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara

komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut baik secara nasional
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maupun daerah ditujukan untuk melindungi kehidupan dan
penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 juga
ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan
secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan
jangka menengah.

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun
2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi
Covid-19 menuju pencapaian herd immunity. Pelaksanaan
vaksinasi, pemulihan daya masyarakat, perbaikan investasi, serta
pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada
pemulihan perekonoman yang relatif tepat. Meskipun terjadi
lonjakan varian Delta pada pertengahan Tahun 2021, namun
pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukan
tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut
selama tahun 2022 dan 2023.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut,
diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
didukung oleh peran masyarakat dan swasta diutamakan dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta
stabilitas ekonomi daerah sehingga tetap terjaga. Perencanaan
pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan
dalam mendorong perkembangan daerah, dengan adanya
perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam

pelaksanaan pembangunan. RKPD Kabupaten Musi Banyuasin
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Tahun 2023 mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas dan
Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”. Penetapan
tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, hasil forum konsultasi
publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu tema juga
mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi covid-19
serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD
ini mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang
No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun
secara simultan baik proses maupun perumusan subtansinya
dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 yang
dilaksanakan sebagai tindak lanjut bagi daerah yang tidak
memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada
tahun 2022 atau tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
tahunan (RKPD). RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
ini disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan

yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta
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atas-bawah dan bawah-atas, dengan berorientasi secara Holistik,
Integratif, Tematik dan Spasial (HIS).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2023-2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 serta
Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2023, telah disusun Prioritas Daerah RKPD tahun
2023 yang tetap mengacu pada program prioritas dalam RPD.
Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023,
mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang
mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu:
persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Proses Penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan
dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) mulai dari proses musrenbang Desa/Keluarahan,
Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang
Kabupaten serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk
mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD,
dilakukan penjaringan saran dan masukan dari stakeholder
melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok —
pokok pikiran DPRD juga menjadi masukan dalam penyusunan

RKPD yang diharmonisasikan dalam SIPD. Proses penyampaian
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usulan bottom up untuk penyusunan RKPD Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Proses Penyampaian Usulan Bottom Up Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023

Musrenbang Kecamatan

Dilaksanakan di Minggu ) ‘

ke-4 s/d Minggu ke-1 Dilaksanakan pada
tanggal

Maret 2022

(22 Feb — 5 Maret 2022)

Rapat Teknis

Musrenban
Dilaksanakan di Minggu RKPD €
. . ke-1 s/d Minggu ke-3
I?A'ilr?gzinkaekgn di Maret 2022 Dilaksanakan di
3 _ Mi ke- 4 April
Februari 2022 {17 — 28 Maret 2022) 5 égggu ©- 4 Apn

(18 — 27 April 2022)

Sumber: SE Arah Kebijakan Kab. Muba Tahun 2023, diolah

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang--Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
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sebagaimana telah beberapa kali dlubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 590);

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2023);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022
(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor
268).

24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023 — 2026 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

1.3. HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan
bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan
nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan daerah dan penganggaran terpadu Kabupaten Musi
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Banyuasin sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dokumen RKPD Tahun 2023 menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 serta Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Hubungan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
dengan dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran dapat

dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2.

Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran

- ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
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Sumber: Bappenas, diolah
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1. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2023 mengacu pada dokumen RKP 2023 terutama
menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan.
Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023
juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebijakan

Pemerintah Pusat yang akan diuraikan dalam Bab IV.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 — 2024, Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024 adalah :
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”. yang diwujudkan melalui sembilan Misi

Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan
berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
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5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian
bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya,;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya,

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan.

Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten
Musi Banyuasin tahun 2023 dapat lebih integratif dan
sinergis dalam mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional dan begitu juga

sebaliknya.

2. RKPD dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2023-2026

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026,
dirumuskan tujuan pembangunan daerah (goal) dan
sasaran yang akan dicapai dalam kurum waktu empat

tahun kedepan.
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Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis
tersebut maka perlu dirumuskan Tujuan
Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2023 — 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing;

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

(good governmence).

Berdasarkan Tujuan Pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, ada 11
(sebelas) sasaran Pembangunan Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2023 - 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan
Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;

2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh
tenaga kerja terampil,;

3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan
Perikanan  sebagai penopang pertumbuhan

ekonomi;
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4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM
dan Industri Pengolahan sebagai penopang
pertumbuhan ekonomi,

5. Peningkatan kesejahteraan para petani;

6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang
aktivitas masyarakat;

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;

9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2023-2026 telah ditetapkan tema pembangunan tahunan
yang akan dijabarkan dalam RKPD. Adapun Tema
Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
adalah :

“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas

Unggulan yang Berkelanjutan”
Untuk mendukung Tema Pembangunan Tahun 2023

tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) Prioritas Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai upaya
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pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

tercantum dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2023-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban
Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;

2. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas
Unggulan  untuk  Meningkatkan  Pertumbuhan
Ekonomi;

3. Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola

Pemerintahan.

Tabel 1.1.

Sinkronisasi Prioritas Daerah RKPD Kab. Muba
Tahun 2023 dengan RPD Kab. Muba
Tahun 2023-2026

PRIORITAS DAERAH RKPD ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPD
TAHUN 2023 TAHUN 2023

(PP.1) Peningkatan  Pendapatan dan

(PD.1) Meningkatkan Pengurangan Beban Masyarakat

Pendapatan dan Mengurangi
Beban Masyarakat dan
Menurunkan Angka Kemiskinan

(PP.2) Pengembangan dan Optimalisasi BLK
dan MVC

(PP.3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata
Kelola Kelembagaan Pertanian dan Perikanan
(PD.2) Meningkatkan

Produktivitas dan Hilirisasi

Komoditas Unggulan untuk (PP.4) Penumbuhan Hilirisasi Komoditas
Meningkatkan Pertumbuhan Unggulan
Ekonomi

(PP.5) Percepatan Pelaksanaan Program
TORA
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PRIORITAS DAERAH RKPD

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPD

TAHUN 2023 TAHUN 2023
(PP.6) Optimalisasi Perencanaan yang
Berbasis Satu  Data  Muba  untuk

(PD.3) Membangun Infrastruktur
Dasar yang Berkualitas dan
Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Infrastruktur Dasar antara
lain : Jalan Kabupaten, Air Minum, Sanitasi,
Pemukiman Kumuh dan Kawasan

(PP.7) Peningkatan Perencanaan,
Pengendalian, dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Hidup

(PD.4) Meningkatkan Kualiatas
SDM dan Tata Kelola
Pemerintahan

(PP.8) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas
SDM Pendidik dan Kependidikan

(PP.9) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas
SDM Tenaga Kesehatan

(PP.10)  Penyelenggaraan Tata  Kelola
Pemerintahan yang Baik disertai Percepatan
Implementasi Satu Data Muba

(PP.11) Peningkatan Akses Terhadap Layanan
Publik

Sumber: RPD Kab. Muba Tahun 2023-2026

Ada 5 (lima) isu strategis yang diangkat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2020-2024, yaitu :

(RPJMN)

1. Penurunan ketimpangan antar wilayah;

2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;

3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya

saing daerah;

4. Pengelolaan urbanisasi;

5. Pemanfaatan ruang.

BAB | PENDAHULUAN




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023, Ada 10 (sepuluh) isu strategis yang

diangkat, yaitu :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan;

2. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus
demografi;

3. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan produktivitas pertanian dan Nilai Tukar
Petani;

5. Pengembangan energi baru dan terbarukan;

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi;

8. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar;

9. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas
lingkungan;

10. Pengembangan sosial budaya dan olahraga.

Dengan memperhatikan gambaran kondisi Daerah dari

hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global,

nasional dan regional termasuk dampak dari pandemik

Covid-19 maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis

pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun

2023 adalah sebagai berikut :
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1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;

2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,;

4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk
Perekonomian;

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

6. Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19.

3. RKPD dan Dokumen RENJA Perangkat Daerah

RKPD mempunyai hubungan timbal balik dengan
RENJA Perangkat Daerah. Disatu sisi rancangan awal
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan
Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan Program Prioritas setiap Perangkat
Daerah dan disisi lain RENJA Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi selanjutnya terintegrasi kedalam

RKPD.
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4. RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD)

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA
dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKPD
diajukan kepada pihak Legislatif (DPRD) untuk dibahas
dan disepakati bersama. KUA dan PPAS yang telah
disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi
pedoman  Perangkat Daerah dalam  menyusun
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan

rancangan Perda tentang APBD tahun 2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dimaksudkan
untuk memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi
seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2023 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan
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Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026. RKPD juga akan
menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) Tahun 2023. Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah Tahun 2023 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Implementasi RKPD tidak hanya
akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun

investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai

berikut:

1. Menyediakan suatu acuan bagi eksekutif dan legislatif
Kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh Perangkat Daerah
dalam menentukan program prioritas serta kegiatan prioritas
pembangunan Tahun 2023 yang akan dibiayai dari APBD
Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan Kerjasama Pihak
Swasta;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Anggaran 2023;
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3. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan
baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
dan antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan
Pemerintah Pusat;

4. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi
kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan,
responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,

dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan : (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan
Lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen RKPD,
(6) Pendekatan Perencanaan Dan Pendekatan Kinerja
Berdasarkan PMDN 70 Tahun 2019 dan PMDN 90 Tahun 2019,

(7) Rujukan Kebijakan, (8) Inovasi Daerah.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Kondisi Umum Daerah, (2) Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan

(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan : (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan

(2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.
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V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini  menguraikan  penetapan  indikator  kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Daerah (IKD).

VII. PENUTUP

Bab ini menampilkan kesimpulan.

1.6. PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENDEKATAN KINERJA
BERDASARKAN PMDN 70 TAHUN 2019 DAN PMDN 90 TAHUN
2019

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam
perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab
permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah.
Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

BAB | PENDAHULUAN




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai
perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah.Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah
daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program
kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan
mempermudah  Pemerintah  Daerah dalam  melakukan
pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah
proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan
dan juga berdasarkan unit organisasi.Perencanaan
pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan
hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk
melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu
membuat indikator yang relevan. Dalam rangka tertib
perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan
daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi,
dan nomenklatur perencanaan pembangunandan keuangan
daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan
dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan
demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam

mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan
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publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah.

Seluruh Bisnis Proses dilakukan melalui SIPD berdasarkan
Permendagri 70 Tahun 2019 dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Serta

Pemutakhiran pada Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Gambar 1.3.
Pemanfaatan SIPD untuk Penyusunan RKPD

N
Rancangan . Rancangan
RKPD

Awal RKPD b
&//

DATA DAN
INFORMASI
1. Gambaran Umum

PRIORITAS

Daerah

2. Kerangka ekonomi
dan keuangan

3. Sasaran dan
Prioritas
Pembangunan

4. Rencana Kerja
dan Pendanaan

5. Kinerja
Penyelenggaraan

Sumber : PMDN 70/2019 dan PMDN 90/2019

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan money follows program dengan
cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang
dialokasikan dan bukan sekedar tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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1) Pendekatan HITS

Dalam penyusunan RKPD 2023 pendekatan perencanaan

yang digunakan adalah:

» Holistik : untuk mencapai sasaran program prioritas
daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya
dalam penanggulangan kemiskinan, program yang
dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan
langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan
masyarakat dan melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat
meningkatkan pembangunan di desa-desa sehingga
dapat membuat geliat pembangunan di desa lebih terasa
sehingga memacu penurunan angka kemiskinan di
Kabupaten Musi Banyuasin

» Integratif :  kegiatan pembangunan direncanakan
secara integrasi , harus jelas siapa melakukan apa serta
integrasi anggaran. Sebagai contoh dalam hal
Pencapaian Peningkatan Akses Pendidikan dan
Kesehatan yang Berkualitas, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melakukan program kegiatan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan
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program kegiatan pembangunan jalan serta Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melakukan
program kegiatan pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan.

» Tematik : merupakan pendekatan Perencanaan yang
difokuskan sampai dengan program prioritas

= Spasial : Kegiatan Pembangunan yang direncanaka
harus menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik.
Sebagai contoh dalam hal pembangunan Ruang Kelas
Baru, lokasi harus didukung dengan fasilitas pendidikan,
sumber daya air, dan terintegrasi dengan jalan yang ada
maupun yang direncanakan.

2) Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta

menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama

dan menciptakan rasa memiliki, melalui berbagai kegiatan

yaitu:

a. Rapat dengan stakeholder Kabupaten;

b. Musrenbang.
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3) Pendekatan Bottom Up dan Top Down

Pendekatan Bottom Up dan Top Down dalam penyusunan
RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk
memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2023 serta
proses perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin maka
usulan kegiatan dapat disampaikan melalui sistem
perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis
elektronik dan online yaitu SIPD yang terus mengalami
pengembangan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Musrenbang Sektoral (Ratek Triateral Meeting) yang
dihadiri oleh stakeholder untuk menfokuskan dan
mempermudah mefollow-up usulan dari Kabupeten/Kota
yang akan diinput melalui SIPD.

Usulan Kabupaten Musi Banyuasin untuk RKPD
Tahun 2023 yang diinput oleh melalui SIPD. Selanjutnya
usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten
dan sinkron dengan target RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin dan skala prioritas arah kebijakan RKPD
Tahun 2023 dapat diakomodir menjadi rencana kerja

Perangkat Daerah Tahun 2023.

Penggunaan aplikasi SIPD dan pemanfaatan
teknologi informasi secara sistematis dan aplikatif dalam
proses perencanaan pembangunan daerah dalam proses
perencanaan pembangunan daerah dalam mempercepat

terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

2. Usulan Masyarakat
Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pendekatan ini
yaitu:
a. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada
masyarakat dilakukan melalui media cetak, media

elektronik, media sosial (Facebook dan Instagram).

b. Masyarakat dapat menyampaikan usulan
pembangunan melalui datang langsung (tatap muka),

usulan/proposal.

c. Usulan dapat dilakukan juga dengan proposal dan
melalui reses DPRD yang nantinya diinput melaui

SIPD.
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4) Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan
Kabupaten Musi Banyuasin dan pertemuan tematik yang
dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
dengan mengikutsertakan unsur akademisi, praktisi dan
para ahli. Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada

pendekatan ini, yaitu:

a. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang
bersumber dari APBD-APBN-DAK melalui Sistem
Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP Kabupaten
Musi Banyuasin).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis
terhadap permasalahan dari hasil evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan yang bersumber
melalui APBD-APBN-DAK dilaksanakan melalui sistem

aplikasi online SIPP yang terdapat dalam menu pada

http://sipp.mubakab.go.id melalui sistem aplikasi ini
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mempermudah Bappeda untuk mengawal pelaksanaan

program/kegiatan secara efektif dan efisien.

b. Pusat Data dan Informasi melalui Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD Kab. Muba).

Sistem ini membantu menyediakan data untuk analisis
kinerja pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin
yang terdapat dalam menu pada

http:// musibanyuasinkab.sipd.kemendagri.go.id.

S) Pendekatan Politis

Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan
daerah dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-
program pembangunan yang ditawarkan masing-masing
Kepala Daerah. Selain itu, terdapat pokok-pokok pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap
permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh
berdasarkan hasil rapat dengan DPRD dan hasil reses. Ada
3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) pokok-pokok
pikiran dari 45 (empat puluh lima) anggota DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin yang telah diinput melalui aplikasi SIPD.
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1.7. RUJUKAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023 merujuk kepada beberapa hal yaitu :

1. Kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2020-2021;

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi
realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing instansi.
Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik
maupun keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk
masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik.
Capaian indikator kinerja utama serta standar pelayanan
minimal (SPM) juga menjadi kunci dalam penilaian kemajuan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2022;

Permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan khususnya program pembangunan daerah
(RPD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) serta
prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory.

Adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan
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capaian dari target tersebut (gap expectation) itulah yang

disebut permasalahan pembangunan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara
optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk
mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah
dan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan
daerah  dibuat dengan  sebaik-baiknya, dibutuhkan
pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan

kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang

dihadapi.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan kekuatan dan peluang yang
dimiliki  telah  berupaya  melaksanakan  fungsi—fungsi
Pemerintahan dengan sebaik-baiknya, namun pada sisi lain
pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dihadapkan pada
berbagai permasalahan dan tantangan yang akan
mempengaruhi pembangunan daerah serta berbagai isu
strategis daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyusin 2023-2026;
Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
masih dalam tahun pelaksanaan RPJP Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 dan
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pemilihan Kepala Daerah serentak ditetapkan pada bulan
Februari 2024, sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD
tahun 2023 mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2003-2026 serta berpedoman pada RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Tujuan dan
sasaran pembangunan dalam RKPD
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 berpedoman pada
tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 dengan Visi Pembangunan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025
adalah: “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025”.

4. Prioritas RPJPD 2005-2025;

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-
2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah: “MUBA Maju,
Mandiri dan Sejahtera 2025”. Sehingga dari penjabaran visi
RPJPD tersebut telah ditetapkan prioritas pembangunan dan

diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.
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5. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023;

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun
2023 disusun sebagai respon terhadap momentum
keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi
Covid-19 yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif
pada tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan sasaran
dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKP
Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan
Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021,
evaluasi kebijakan tahun 2021, forum konsultasi publik,
kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024,
dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi
perhatian

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023
dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP
Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda
Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-
2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai
koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi
pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan
efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan

jangka menengah.
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6. Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2023;
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah
RPJMD pada tahun keempat pelaksanaannya dan disinkronkan
dengan RPJMN 2020-2024. Namun pelaksanaan setiap program
dan kegiatan sangat membutuhkan konsistensi yang harus
secara cerdas disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang

tersedia.

Dengan pendekatan pembangunan wilayah, memperhatikan
keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah. Hal ini tidak
terlepas dari pemahaman bahwa  majunya  daerah

Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Dengan pendekatan pembangunan wilayah, memperhatikan
keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah. Hal ini tidak
terlepas dari pemahaman bahwa  majunya  daerah

Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2023 adalah “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua” yang
terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;

3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis

BAB | PENDAHULUAN




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lingkungan dan Tata Ruang;

4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.

7. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s);
Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin berkomitmen menjalankan konsep
pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi
yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air
bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta
peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan,
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadopsi strategi
melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job,

pro-poor, dan pro-environment”.

8. Prioritas RPD Tahun 2023-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023-2026, terdapat 3 (tiga) Tujuan Utama
Pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya

Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance).
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Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator
pencapaian tujuan yaitu: Angka Kemiskinan, Indeks Gini,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi,
Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Disamping itu, untuk
mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan
Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata
Kelola pemerintahan yang baik (good governace). Untuk
mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa prioritas

pembangunan setiap tahunnya.

1.8. INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari
pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar
pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan
konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi
Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan
bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Stratregi
inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya

saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka
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pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan

menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi
daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan
daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk
mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global,
perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang
kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis
pengetahuan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Musi
Banyuasin, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi
yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam
tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang
dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak
mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas
jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP
(Standard  Operating  Procedure) dengan tujuan untuk
mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan
pencapaian kinerja pelayanan publik dikategorikan sebagai

berikut:
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A. Smart Governance
Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
adalah good governance yang merupakan paradigma sistem
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
mengindahkan prinsip supremasi hukum, kemanusiaan,
keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas
dan akuntabilitas. Sasaran smart governance mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif dan terus
melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi,
adopsi teknologi yang terpadu

B. Smart Living
Cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada pradigma
kenyamanan, praktis, dan kreatif. Konsep smart living
merupakan pradigma gaya hidup manusia yang memiliki
kualitas hidup yang terukur (budaya).

C. Smart Society

Masyarakat cerdas berbasis teknologi digital. Pendekatan
pembangunan memaknai kerangka smart city semakin
menemukan relevansinya dimasa pandemic Covid-19. Ketika
protocol kesehatan harus dijalankan dan membatas tatap
muka, maka pola hidup ada perubahan yang luar biasa.
Perubahan pola interaksi terlihar dari berbagai aspek
kehidupan, peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan,

layanan public, bhakan silahturahmi. Pembatasan Sosial
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Berskala Besar (PSBB) sendiri memaksa masyarakat
melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak rumah. Oleh
karena itu, inovasi terkait perkembangan smart society
sangatlah dibutuhkan untuk lingkungan pada masa yang akan
datang.

Gambar 1.4.
Peta Sebaran Wifi Publik Area Pemkab Muba

Sekayu Water Front

Taman Agrobisnis Sekayu
Lampu Merah RumDin Bupati

Serasan laya
Depan Masjid Jami” An-Nur

Kayuara

¥

Sumber: Dikominfo Kab. Muba,diolah

D.Smart Environment
Keberlanjutan sumberdaya lingkungan yang mampu
memberikan kenyamanan keberlanjutan sumber daya baik fisik
maupun non fisik bagi masyarakat.suatu lingkungan yang
ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
Adapun perkembangan inovasi yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang juga telah
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terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Daftar Inovasi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
1 | Badan - E-planning Muba | Sistem  perencanan | Tersedianya e-Planning
Perencanaan (Sistem pembangunan Muba (Sistem Informasi
Pembangunan Informasi (e-Planning) adalah | Perencanaan
Daerah Perencanaan sebuah alat | Pembangunan Daerah)
Pembangunan penyampian usulan | yang handal untuk
Daerah) kecmatan yang | mendukung
merupakan hasil | Kabupaten Musi
musrenbang Banyuasin dalam
kecamatan, alat bagi | menyusun perencanaan
OPD dalam | pembangunan yang

menyusun Renja-PD, | berkualitas.
penyusunan RKPD
agar dapat
terselesaikan dengan
mudah, cepat, tepat
dan sesuai dengan
arahan yang
terkandung dalam
Permendagri No. 54

Tahun 2010.

- Satu Data Pengumpulan data | Penyediaan Data dan
Indonesia dari desa-desa dalam | Informasi = Pembangunan
Tingkat kecamatan sehingga | yang Akurat dan Terbuka.
Kabupaten data yang diperoleh

benar-benar data

yang akurat dalam
penentuan kebijakan
baik itu bantuan
social, perencanaan

pembangunan,
kesehatan mauun
pendidikan agar

tidak terjadi tumpang
tindih antara realita
dilapangan dan
perencanaan
kebijakan.
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No

INSTANSI/OPD

NAMA INOVASI

URAIAN

OUTCOME /DAMPAK

Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

- Sijempolan
Keren (Sistem
Jemput Bola
Pelayanan
Keluarga
Berencana)

pemerintah
Muba

Upaya
Kabupaten
dalam
mengendalikan
pertumbuhan
penduduk (LPP) telah
tertuang di dalam
RPJMD 2017 - 2022,

laju

yaitu dengan
memberikan prioritas
kepada kelompok
masyarakat di
pedesaan dengan
cara menurunkan
angka kelahiran
melalui Program
Jemput Bola

Pelayanan Keluarga
Berencana.

inovasi  Sistem
Jemput bola pelayanan
Keluarga Berencana
(Sijempolan Keren) yang
berkolaborasi dengan
bidan di desa sejak tahun
2020 dengan di tanda
tangani MOU antara
DPPKB dengan  Dinas
Kesehatan kabupaten

Musi Banyuasin yang
disaksikan oleh Kepala
BKKBN RI dan Bupati Musi
Banyuasin saat
penyerahan penghargaan
Manggala Karya Kencana.
ada beberapa indikator
penilaian yang digunakan
BKKBN. Salah satunya
adalah

menurunnya total fertility
rate atau TFR yang
terhitung bagus di Muba,
menurunkan kemiskinan,

Dengan

meningkatkan
kesejahteraan,
menurunkan stunting, dan
semua akseptor kb di
semua pedesaan, dusun

dapat terlayani KB. Maka
hasil inovasi Sijempolan
keren yaitu:

1. Menurunnya Angka
Kelahiran  Total/Total
Fertility = Rate (TFR)

dapat mencapai 2,33
pada tahun 2020 dan

ditargetkan menjadi
2,19 pada 2024.

2. Meningkatnya  Angka
Prevalensi Pemakaian
Kontrasepsi
Modern/Modern
Contraceptive
Prevalence Rate (mCPR)
65,29 persen pada
tahun 2020 dan
ditargetkan menjadi
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No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK

67,03 persen pada
tahun 2024.

3. Menurunnya
kebutuhan ber-KB yang
tidak
terpenuhi/UnmetNeed
7,88 persen pada tahun
2020 dan ditargetkan
menjadi 7,16 persen
pada2024

4. Menurunnya Angka
Kelahiran Menurut
Kelompok Umur 15-19
tahun/Age Specifc
Fertility Ratio (ASFR)
15-19 tahun, dengan
target 26 per-1.000
kelahiran pada tahun
2020 dan ditagetkan
menjadi 19 perl.000
kelahiran pada 2024.

5. Meningkatnya Indeks
Pembangunan Keluarga
(iBangga) sebesar 52,47
% pada tahun 2020
serta ditargetkan
menjadi 58,2 % pada
tahun 2024.

6. Meningkatkan Median
Usia Kawin Pertama
(MUKP) dari 20 tahun
pada 2020.menjadi 21
tahun pada 2024.
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No

INSTANSI/OPD

NAMA INOVASI

URAIAN

OUTCOME /DAMPAK

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

- KLINIK JAGUK
(Jasa Layanan
Aset Giat Usaha
Desa dan
Keuangan )

Klinik
JAGUK

konsultasi
singkatan
dari jasa layanan
asset, giat usaha
desa dan keuangan.
Klinik konsultasi
“JAGUK” adalah
inovasi berupa
layanan “One Stop
Services” dalam
bidang pengelolaan
keuangan dan asset
desa. Layanan yang
disediakan  berupa
penyediaan fasilitas
klinik konsultasi /
pendampingan /
bimbingan teknis.

Klinik JAGUK berhasil
meningkatkan kualitas
Pemerintahan Desa yang
terkendala penyusunan
pelaporan sehingga
Pemerintahan Desa bisa
menggunakan layanan
Klinik JAGUK sehari 24
jam pada saat dibutuhkan
jika menghadapi
permasalahan terkait
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa. Evaluasi
dilakukan secara internal
yang dilakukan

setiap 3 bulan sekali dalam
rapat evaluasi untuk
memantau perkembangan
Klinik JAGUK. Laporan
Realiasi APBDesa

sangat mempengaruhi
Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin yang
menyampaikan Laporan
tercepat di Indonesia
Tahun 2017 dan Tahun
2018. Laporan Kompilasi
Realiasi APBDesa Tahun
Anggaran 2020

sudah tersusun tanggal 5

Januari 2021 dan
disampaikan ke BPKAD
Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai
Lampiran

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin. LKPD

diserahkan Bupati

Musi Banyuasin ke BPK
Perwakilan Sumsel tanggal
8 Januari 2021, dan
merupakan tercepat di
Indonesia untuk ke 4
kalinya.
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No

INSTANSI/OPD

NAMA INOVASI

URAIAN

OUTCOME /DAMPAK

Rumah Sakit
Umum Daerah
Sekayu

- Terapi Holistik
Pasien Covid 19
RSUD Sekayu

Terapi holistik

merupakan sebuah
program terbaru dari
RSUD Sekayu. RSUD
Sekayu bersama
Pemerintah Musi
Banyuasin berupaya
terus meningkatkan

pelayanan. Terapi
holistik merupakan
pelayanann yang
diberikan oleh RSUD
Sekayu kepada
pasien yang bersifat
menyeluruh dan

komprehensif. Terapi
holistik merupakan
sebuah inovasi yang
bertujuan untuk
mempercepat proses
penyembuhan pasien

Covid-19 dan
menunjang
kesembuhan baik

fisik maupun mental
pasien.

Adapun Hasil Inovasi

Terapi Holistik adalaha :

1. Pemulihan Pasien
dengan cepat

2. Pasien Merasa Tidak
Bosan selama di isolasi

3. Suasana Tempat Isolasi
Mendukung dengan
suasana Outdoor dan
Free Wif

4. Setiap Hari Pasien di
Latih akan pemulihan
dengan sistem di
berjemur dengan udara
pagi yang sehat dalam
mendapatkan Oksigen
yang alami

- SIPENDI (Sistem
Pelayanan
Digitalisasi) di
RSUD Sekayu

SIPENDI (Sistem
Pelayanan

Digitalisasi) adalah
tranformasi digital
pada industri
kesehatan yang

diterapkan di RSUD
Sekayu antara lain
- Saroale

merupakan
inovasi
pelayanan
public system
pendaftaran
online,
whatsappdan
telegram yang
diterapkan
oleh RSUD
Sekayu pada
tahun 2019

Untuk penerapan Inovasi

SIPENDI di dalam
Pelayanan Kesehatan
bebasis Teknologi
Digitalisasi ini telah
melakukan Survey
Kepuasan Masyarakat

secara berskala dari survey
tersebut dengan Triwulan
sekali. Dari Survey tersebut
dapat disimpulkan
Berkurangnya keluhan
pasien karena pasien tidak
perlu menunggu sehingga
bisa tetap

melaksanakan aktiftas lain
dan masyarakat terbantu
dari pelayanan masuk
Rumah Sakit Sampai
pulang Rumah

Sakit dengan kemudahan
dan waktu yang singkat
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operasi secara
online

Terapi holistic
merupakan
sebuah
program
terbaru  dari
RSUD Sekayu.
Visite  dokter
yang semula
menggunkan
berkas rekam
medik, kini
telah dijadikan
berkas online.

Sidebat
merupakan
Sistem
Delivery Obat
yang

dilakukan oleh
RSUD Sekayu
guna  untuk
memudahkan
pasien  yang
berobatkhusu
snya pasien
yang rutin
mengambil
obat setiap
bulanya.
Kepuasan
Pasien, pasien
yang berobat
ataupun yang
berkunjung ke

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
Larajaket dengan mudah di akses
merupakan sistem Pelayanan
inovasi Digitalisasi nya dari
pelayanan angka IKM yang di
publik layanan | dapatkan berdasarkan
rawat jalan | standart yang diterapkan
tanpa kertas MENPAN-RB, maka
Sirensi pelayanan di RSUD Sekayu
merupakan masuk Kriteria " BAIK".
inovasi
pelayanan
public
penjadwalan
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ditangani lebih cepat

dan efisien serta
memudahkan

evaluasi dan
pemantauan pasien,
PSC 119 telah
bermitra dengan
berbagai pihak

seperti rumah sakit
daerah, puskesmas,
dan ambulans desa

agar dapat
menjangkau
masyarakat yang

sulit dijangkau akses
kendaraan.

. Tersedianya

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
RSUD Sekayu
dapat
mengentry
mesin system
kepuasan
masyarakat
guna
menyampaika
n pendapatnya
terhadap
pelayan yang
diberikan  di
rsud Sekayu.
S5 | Dinas - SIRENE MUBA . Tersedianya aplikasi
Kesehatan (Sistem Sirene Muba berbasis
Informasi android yang dapat
Emergency SIRENE MUBA diinstal oleh seluruh
Terpadu) merupakan solusi masyarakat melalui
untuk mengatasi Playstore
lanbannya . Terbentuknya Tim PSC
penanganan  kasus 119 Sirene Muba yang
kegawatdaruratan terlatih dan Profesional
terintegrasi dalam | 3. Terbentuknya Jaringan
satu aplikasi, PSC 119 Sirene Muba
sehingga mulai dari rumah sakit,
penanganan  kasus puskesmas, ambulans
gawat darurat dapat desa dan tenaga

kesehatan desa

. Tersedianya sarana dan

prasarana Sirene Muba

yang lengkap dan
beroperasi dengan
maksimal di wilayah
Kab. Muba

. Tersedianya layanan

gawat darurat dan non
gawat darurat medis pra
rumah sakit pada dinas
kesehatan secara gratis
yang beroperasional 24
jam

layanan
pemeriksaan Screening
Covid-19 yaitu
Pemeriksaan Genose
dan Swab Antigen
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No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
- SIDAYU 1. Inovasi SIDAYU
PERKASA PERKASA merupakan
(Sayangi Ibu dan inovasi yang inovatif,
Anak Sidorahayu tidak hanya sekedar
dengan berinovasi akan tetapi
Pemerlksaa.n SIDAYU PERKASA dalarp‘ inovasi tersebut
Secara Rutin dan memiliki keunggulan,
adalah pelayanan .
Akurat) manfaat, kesesuaian
asuhan antenatal . .
terintegrasi yang yang disesuaikan
S 2 dengan kebutuhan ibu
dapat memfasilitasi A
. hamil.
kemitraat antara 5 Dampak inovasi
dokter spesialis, |~ p

pelayanan  kesehatan

dokter umum, bidan melalui inovasi SIDAYU
maupun dulcun PERKASA yaitu
Sg?ﬁ?;n an Sl.:(:sn terdapat peningkatan
. yang Jeas, kualitas pelayanan
dilengkapi  fasilitas kesehatan yang
Ei;ﬁ;lkun§ magiirl diberikan oleh UPTD
o ra%n ni Puskesmas Sidorahayu
progra su mulai dari aspek
mewujudkan making kehandalan daya
pregnancy safer. tanggap serta jaminan
pelayanan.
3. Menurunkan angka

kejadian AKI dan AKB
di wilayah kerja UPTD
Puskesmas Sidorahayu.

- MUBA Dengan adanya inovasi
BERGERAKS Muba Bergeraks ini dan
(Musi Banyuasin kerjasama  dari  pihak
Beraksi dengan terkait sehingga banyak
Gerakan Tidak MUBA BERGERAKS | hasil yang didapat
Berak merupakan program | seperti:

Sembarangan) Pemkab Musi | - Mendapatkan
Banyuasin dalam penghargaan dari MURI
meningkatkan Museum Rekor
kualitas kesehtan Indonesia 2019-2020
masyrakat dan upaya dengan kategori
mencetak  generasi pembongkaran bong
penerus yang cerdas serentak dan terbanyak
dan memiliki daya | - Penggunaan jamban
saing tinggi. sehat meningkat

- Jamban terapung/bong
berkurang

- Kasus penyakit diare
menurun
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No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
6 | Dinas - PERAWAN dan 1. Pemenuhan pangan
Ketahanan Tampan keluarga perumah
Pangan (Peranan Wanita tangga
dan Ketahanan 2. Penambahan
Pangan) pendapatan per anggota
per rumah tangga
3. Pemanfaatan lahan
tidur dan perkarangan
4. Jumlah anggota
kelompok
S. Kontribusi penurunan
angka kemiskinan
kabupaten musi
PERAWAN dan banyuasin
TAMPAN (Peranan | 6. Skor PPRH  tingkat
Wanita dan konsumsi
Ketahanan Pangan)| 7. Skor PPH tingkat
adalah konsumsi
pemberdayaan 8. Skor PPH tingkat
kelompok wanita tani ketersediaan
(KWT) yang
merupakan 2018 :
masyarakat miskin | 1. Masih tergantung dari
yang siap bekerja luar

memanfaatkan lahan | 2.
perkarangan yang | Rp.486.000,/orang/rumah
tidak terpakai dengan | tangga/perbulan

ditanami sayuran | 3. —
protein hewani untuk | 4. O orang
mencukupi 5. 16,52%

kebutuhan pangan | 6. 85.5
rumah tangga dan | 7.96.8

membantu
perekonomian 2019 :
keluarga. 1. Kebutuhan pangan
tercukupi dari
perangkat dan demplot
2.
Rp.750.000,/orang/rumah
tangga/bulan
3. Perkarangan rumah
seluas 96.000m2 kebun
percontohan (demplot)
seluas 11.500m?2
4. 690 orang
5. 16,41%
6. 86.9
7. 96.9
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SIP OK MUBA (Sistem
Informasi Pelayanan
Online
Kependudukan Musi
Banyuasin)
merupakan
pelayanan
administrasi
kependudukan
(aminduk)
mempermudah
masyarakat
pengurusan
dokumen
kependudukan di
Kantor Dinas
Kependudukan dan

untuk

dalam

Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi
Banyuasin.

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
7 | Dinas - SIP OK MUBA Sejak pandemi Covid-19
Kependudukan (Sistem kelompok rentan (lansia,
dan Pencatatan Informasi disabilitas, dan masyarakat
Sipil Pelayanan miskin) dapat dijangkau
Online melalui
Kependudukan penyediaan akses yang
Musi Banyuasin) lebih memadai
melalui inovasi SIP OK

MUBA. Masyarakat yang
membutuhkan pelayanan
adminduk tidak perlu lagi
datang ke kantor

Disdukcapil MUBA.
Pelayanan dapat diakses
melalui  website  Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Musi
Banyuasin dengan memilih
jenis layanan ‘“Pelayanan
Online’. Masyarakat
terhubung langsung
dengan WhatsApp petugas
terkait dan nantinya dapat
mencetak sendiri hasil file
pdf dokumen
kependudukan yang
dikirim petugas pelayanan.

Inovasi ini dapat
memangkas birokrasi
sehingga pelayanan
semakin cepat, mudah,
efisien, dan mampu

meningkatkan kepemilikan
dokumen kependudukan.
SIP OK MUBA
menghasilkan outcome
positif yang dapat dilihat
dari jumlah

pelayanan adminduk yang
meningkat dari tahun
sebelumnya ketika belum
menjalankan pelayanan
online. Dapat di

lihat dari Cetak KK yang

sebelumnya 25.237
menjadi 43.150 setelah
diterapkannya SIP OK

MUBA. Cetak SKDWNI ya
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ng sebelumnya  8.044
menjadi 9.127  setelah
diterapkannya SIP OK

MUBA.
- PESONA MAS 1. Meningkatnya

PANDU persentasi perekaman
(Penguatan KTP-elektronik di
Operator Kabupaten MUBA, yaitu
Kecamatan pada Tahun 2017
Solusi Andalan mencapai 85,24%, pada
untuk Tahun 2018 mencapai
meningkatkan 98,76%, 2019 mencapai
Kualitas 99,93% dan pada 2020
Pelayanan mencapai 100,02%.

Adminduk) 2. Penggunaan Fitur

Request Update NIK
sebanyak 412 record
dan tahun 2020

PESONA MAS PANDU
(Penguatan Operator

Kecamatan Solusi sebanyak 279.
Andalan untuk .
. 3. Penggunaan Fitur
meningkatkan
. Kedatangan sebanyak
Kualitas Pelayanan
Adminduk) 3.898 record dan tahun
. 2020 sebanyak 1.703.
merupakan solusi
4. Berdasarkan catatan
andalan untuk
. manual petugas tahun
meningkatkan

2019, Fitur Pencarian
KTP-elektronik diakses
sebanyak 1.790.
Berdasarkan data
record pada 2020
sebanyak 22.518.

S. Indeks Kepuasan
Masyarakat sebelumnya
83,71 meningkat
menjadi 83,77 pada
tahun 2020.

6. Mendapatkan
penghargaan Dukcapil
Hebat dari Menteri
Dalam Negeri dan
Predikat Penyelenggara
Pelayanan Publik
Kategori “Sangat Baik”
dari MenpanRB pada
2020.

kualitas  pelayanan
adminduk dengan
fitur penerimanaan
kedatangan, Fitur
Pencarian status KTP
elektronik dan Fitur
Request Update NIK.
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berbentuk digital /
elektronik dan sangat
mudah untuk
diakses oleh
masyarakat adapun
dengan cara akses

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK

8 | Dinas - SI RANDIK SI RANDIK (Sistem | - Menyediakan Pelayanan
Perhubungan (Sistem Informasi Kendaraan | Pengujian Kendaraan

Informasi Berbasis Online | Bermotor secara
Kendaraan Terintegrasi Computerize dalam bentuk
Berbasis Online | Berkeselamatan Database untuk
Terintegrasi merupakan system | mempermudah dalam
Berkeselamatan | aplikasi yang | pelaksanaan pengujian dan
berbasis online | meningkatkan kualitas
untuk hasil Pengujian Kendaraan
mempermudah Bermotor.- Hasil Uji dapat
dalam memberikan | dilihat melalui layar (Lulus
pelayanan kepada | Uji / Tidak Lulus Uji).
masyarakat  dalam
pengurusan uji
berkala kendaraan
wajib uji.

9 | Dinas - IMuba (Buku IMuba (Buku Dengan adanya Aplikasi
Perpustakaan Elektronik) Elektronik) iMuba masyarakat mudah
dan Kearsipan membaca buku sehingga

merupakan bentuk .
. . perekonomian masyarakat
inovasi pelayanan .

. . . meningkat
public di bidang ; .
pendidikan yang seperti desa Bukit Jaya

yang berhasil menerapkan
literasi Berbasis Inklusi
Sosial. Dalam pembuatan
Pupuk

Kandang dan Penanaman
tanaman daun kelor yang

iMuba (Perpustakaan bl(zrl:ha&at buat hpbat—

elektronik) dengan obatan seningga

cara mendownload di menambah penghasilan .

Paly Store Android Masyarakat desa Bukit
Jaya.

10 | Badan Pengelola | - Si Pissat (Sistem 1. Mengurangi resiko
Keuangan dan Informasi pengembalian  berkas
Aset Daerah Pelayanan SP2d SP2D yang dikarenakan

Satu Jam Si Pissat (Sistem adanya kesalahan
Tuntas) . nomor rekening atau
Informasi Pelayanan .
SPoD  Satu . Jam nama bank tujuan.
Tuntas) merupakan 2. BUD' Qapat memantau
sbentuk inovasi kondisi keug ngan kas'
pelayanan dalam daerah terkini mela'lul
penerbbitan Surat rekening koran setiap
Perintah  Pencairan waktu,
Dana (SP2D) 3. Kontrol terhadap

transaksi Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD)
di Bank secara online
oleh Bendahara Umum
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Daerah (BUD) atau
Kuasa Umum Daerah.

4. Memudahkan Kas
Umum Daerah (kasda)
dalam melakukan
integrasi dengan
aplikasi pengelolaan
keuangan eksternal

yang sudah digunakan
di BPKAD Kab. Muba.
5. Memudahkan dalam

rangka melakukan
rekonsiliasi data
pencairan SP2D ke
rekening penerima
SP2D.

6. Memudahkan
administrasi Bank dan
Kas Umum Daerah
(kasda) dalam proses

pencairan Surat
Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan
penerimaan
pendapatan.

7. Mengurangi resiko
kesalahan pengakuan
pendapatan yang
dikarenakan adanya
kesalahan nama

rekening atau Satuan
Kerja Perangkat Daerah

penerima.
- Aplikasi Sistem Aplikasi Sistem | Tersedianya :
Akuntasi Akuntasi Persediaan | 1. Laporan Saldo Barang
Persediaan (ASAP) merupakan Persediaan (output
(ASAP) system akuntansi ASAP)
persediaan sendiri | 2. Laporan Mutasi Barang
mempunyai peran Persediaan (output
penting dalam ASAP) Daftar Transaksi
kegiatan Persediaan  Pembelian
pemerintahan yang (output ASAP)
berhubungan dengan
pencatatan data,

penyimpanan data,
sampai penyusunan
laporan barang
persediaan.
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NAMA INOVASI

URAIAN

OUTCOME /DAMPAK

- Sistem
Rekonsiliasi Aset
(SEREKAT)

Sistem Rekonsiliasi
Aset (SEREKAT)
merupakan  system
yang menyediakan
layanan alam hal
pelporan asset secara
digital dan online,
dimulai dari tiap
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) agar
dapat tersaji
gambaran seluruh
asset daerah.

Hasil inovasi ini adalah
berupa sebuah Aplikasi
pelaporan secara digital
dan online yang dapat
digunakan seluruh

relasi dan jaringan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam
wilayah kecamatan Musi
Banyuasin, sehingga OPD
dapat dengan  mudah
memonitoring laporan
asset OPD masing-masing
dan dapat membaca
gambaran seluruh

asset daerah.

11

Dinas
Perkebunan

- Penguatan
Kelembagaan
Petani Karet
Rakyat (UPPB)

Penguatan

Kelembagaan Petani
Karet Rakyat (UPPB)
dengan aspal karet
guna meningkatkan
kesejahteraan petani
khususnya pekebun
pemerintah
Kabupaten
Banyuasin

Musi

Daerah ini
bentuk
program
dalam

Hasil Inovasi
sebagai
mendukung
nasional
meningkatkan
kesejahteraan pekebun
dengan harga jual kelapa
sawit yang dulu anjlok
sekarang berangsur naik.

- Peremajaan
Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit
Rakyat / replanting

Daerah ini
bentuk
program
dalam

Hasil Inovasi
sebagai
mendukung
nasional
meningkatkan
kesejahteraan pekebun
dengan harga jual kelapa
sawit yang dulu anjlok
sekarang berangsur naik.

12

Dinas Tanaman
Pangan
Holtikultura dan
Peternakan

- YANKESWANLIN
G (Pelayanan
Kesehatan
Hewan Keliling)

YANKESWANLING
(Pelayanan
Kesehatan Hewan
Keliling) merupakan
bagian kegiatan
pelayanan kesehatan
di Pusat Kesehatan
Hewan
(PUSKESWAN)
melalui mobil
pelayanan kesehatan
hewan keliling yang
bias secara langsung
dating ke desa — desa

2. Kegiatan

3. Kegiatan

1. Kegiatan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit hewan
meningkat dari tahun
2019 dengan nilai 1.680
ke tahun 2020 dengan
nilai 2.401.

vaksinasi

rabies meningkat dari

tahun 2019 dengan nilai

974 ke tahun 2020

dengan nilai 1.656

vaksinasi

jembrana meningkat
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nonspasial mengenai
penanaman modal
serta data terkait

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
atau lokasi dari tahun 2019 dengan
berkumpulnya nilai 1.284 ke tahun
masyarakat di 2020 dengan nilai 1.581
beberapa kecamatan.

13 | Dinas - KEPOIN MUBA KEPOIN MUBA | - Peningkatan investasi
Penanaman (Kenali Potensi (Kenali Potensi Musi PMDN melalui peran
Modal dan Musi Banyuasin) | Banyuasin) UMKM
Pelayanan merupakan layanan | - Terciptanya kenyamanan
Terpadu Satu informasi  investasi investasi, ease of doing
Pintu yang didukun dengan business

Sistem Informasi | - Meningkatnya

Geograf (SIG) kepercayaan (trust)
penanaman  modal masyarakat terhadap
dalam bentuk peta Pemerintah terutama di
temati yang bidang pelayanan
menyajikan data dan perizinan dan non
informasi spasial dan perizinan.

14

Satuan Polisi
Pamong Praja

- Pelayanan
Terpadu (PADU)
Satuan Polisi
Pamong Praja

Pelayanan Terpadu
(PADU) Satuan Polisi
Pamong Praja adalah
untuk meningkatkan
pelayanan publik,
dimana masyarakat

dapat langsung ke
pos pelayanan
terpadu yang

berlokasi di Kantor
Stuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten
Musi Banyuasin
untuk  melaporkan
gangguan ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat,
perlindungan
masyarakat,
pelanggaran  perda
serta kebakaran kota
dalam Kabupaten
Musi Banyuasin

Pelayanan Terpadu (PADU)

SATPOL PP bersama
Pemerintah Daerah dan
Masyarakat merupakan

salah satu wujud

kerja nyata yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten  Musi
Banyuasin dalam rangka
upaya untuk

pelaksanaan sasaran
strategis Satuan  Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Musi Banyuasin dan salah
satu wujud nyata

dalam rangka untuk
pelaksanaan Visi dan Misi
Kepala Daerah dimana
Satuan Polisi Pamong Praja
masuk kedalam

misi 1 (satu) meningkatkan
tata kelola pemerintahan
yang baik melalui
peningkatan kualitas
birokrasi yang bersih
dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat dan misi 1l
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No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
(tiga) Meningkatkan
Kemandirian Ekonomi,
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Penanggulangan
Kemiskinan sebagai
pendorong misi 1 (satu).

15 | Dinas - Muba Siaga 112 | Muba Siaga 112 | Terlaksanaya Panggilan
Komunikasi dan adalah layanan | Kedaruratan di Musi
Informatika dukungan untuk | Banyuasin dan  Proses

mewujudkan Pelayanan Masyarakat
Pelayanan Maksimal | yang tepat, responsive,
pada Masyarakat | Terintegrasi dan Berkulitas
yang bertujuan | Mutu yang Baik
memberikan layanan
informasi kepada
publik, baik darurat
maupun non darurat.
- Radio Gema Pemuatan Konten
Randik Mengenai Literasi untuk
penigkatan Minat Baca
Radio Gema Randik Masyarakat Musi
Banyuasin, Penguatan
merupakan satu- .
. Kerjasama antar Lembaga
satunya Radio yang| ,. 7.
di Lingkungan Kabupaten
telah menggema dan . .
. Musi Banyuasin (Talkshow
menemani
. | Bersama, Pemuatan
masyarakat Musi
Banyuasin, menjadi Konten
>, . | Informasi Publik,
sumber informasi :
Penyebarluasan Informasi
terpercaya dan
il s Pembangunan) dan
memiliki kredibilitas .
tingoi dalam  hal Terciptanya konten
g8 . Edukasi berkualitas yang
penyampaian . . .
. ., | tersinergi antata Dinas
Informasi Terkait ; .
dengan Komunikasi dan
. Informatika Kabupaten
Pemerintahan . . -
Musi Banyuasin dan Dinas
Pendidikan dan
kebudayaan di Kabupaten
Musi Banyuasin.
16 | Sekretariat - Aplikasi Report Aplikasi report | Aplikasi report ((monitoring
Daerah (Monitoring & (monitoring dan | dan reporting UKPBJ Kab.
Reporting UKPBJ | reporting UKPBJ | Musi Banyuasin) dapat di
Kabupaten Musi | Kab. Musi il::és/;nelalm
Banyuasin) Banyuasin) b: .
(Bagian dipresentasikan Ipse.mubakab.go.id /report.
Pengadaan dalam bentuk sistem
Barang dan informasi yang
Jasa) efektif, proporsional
dan akuntabel dan
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Pajak dan
Retribusi
Daerah

Daerah Keliling
(PAPA DARLING)

Daerah Keliling (PAPA
DARLING)

merupakan inovasi
yang pada dasarnya
dilaksanakan karena
kesadaran wajib

pajak yang masih
kurang. PAPA
DARLING
menyediakan
layanan  sosialisasi

dan konsultasi pajak
daerah, pendaftaran

di tempat,
pembayaran host to
host ditempat,
platform aplikasi

papa darling antara
lain ESPPT PBB, E-
SPTPD, E-BPHTB,
cek piutang PBB dan
dashboard realisasi.

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK

memberikan

kemudahan bagi

Pemerintah  Daerah

maupun masyarakat

untuk mengaksesnya

secara lebih efektif

dan efsien.

- Bantuan Hukum | Bantuan hukum | Terbantunya masyarakat
(BANKUM) Bagi adalah jasa hukum | yang menghadapi
Masyarakat yang diberikan oleh | permasalahan hukum,
Miskin) (Bagian pemberi bantuan | utamanya rakyat miskin,
Hukum) hukum secara Cuma | melalui program inovasi

— Cuma  kepada | Bantuan Hukum yang
penerima bantuan | diselenggarakan oleh
hukum. Penerima | Bagian Hukum Sekretariat
bantuan hukum | Daerah Kabupaten Musi
adalah orang atau | Banyuasin
kelompok orang
miskin.

17 | Badan Pengelola | - Pelayanan Pajak | Pelayanan Pajak | Terlaksananya pelayanan

yang prima bagi wajib
pajak daerah dan
menyediakan pelayanan
pajak daerah yang

menjangkau seluruh
desa/kecamatan di
Kabupaten Musi
Banyuasin yang telah

terintegrasi dengan semua
aplikasi

pelayanan pajak daerah
guna mempercepat
peningkatan PAD

18

Dinas Kelautan
dan Perikanan

- PAKAM NIAN
(Pakan Alternatif
Mandiri
Perikanan)

PAKAM NIAN (Pakan
Alternatif Mandiri
Perikanan) dengan

penggunaan maggot.
Pemanfaatan maggot
sebagai sumber
pakan alternatif

Pakan ikan berkualitas,
harga terjangkau yang
dapat diproduksi sendiri
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Inspektorat
menyediakan
layanan baru berupa
Klinik Konsultasi
bagi Perangkat
Daerah untuk
mendapatkan solusi
dari sisi pengawasan
ketika menghadapi
permasalahan dalam
tupoksinya tanpa
harus menunggu
jadwal kegiatan
audit.

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
mampu mengurangi
biaya produksi
budidaya ikan yang
secara lansung akan
meningkatkan
penghasilan
masyarakat
pembudidaya ikan.
19 | Inspektorat - Klinik KPK Perangkat Daerah yang
(Konsultasi semula menjadi obyek
Pelaksanaan audit berganti sebagai
Kegiatan) subyek yang diharapkan

aktif

memanfaatkan layanan
ketika menghadapi
permasalahan yang perlu
dikonsultasikan kepada
Inspektorat selaku

APIP. Dari sisi APIP inovasi

ini akan meningkatkan
kapabilitas yang berguna
dalam pemeringkatan

(leveling) APIP.

Sehingga melalui inovasi
Klinik Konsultasi
Pelaksanaan Kegiatan
(Klinik KPK) dapat
diperoleh keuntungan dari
kedua belah pihak baik
pemberi layanan, dalam hal
ini Inspektorat selaku APIP
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten

Musi Banyuasin maupun
penerima layanan dalam
hal ini yang utama adalah

Perangkat Daerah di
lingkungan
Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin maupun
pihak-pihak lain seperti
APIP lainnya, masyarakat
dan lain

sebagainya.
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20 | Badan - OSS BKPSDM OSS BKPSDM MUBA | Terlaksananya Pelayanan
Kepegawaian MUBA (One Stop | untuk administrasi kepegawaian

Umum dan
Penataan Ruang

Karet

ini diharapkan dapat
membantu

meningkatkan
perekonomian
masyarakat terutama
petani karet di

dan Sumber Service Badan mempermudah yang baik sehingga dapat
Daya Manusia Kepegawaian pelayanan mendukung terciptanya
dan administrasi Kinerja
Pengembangan kepegawaian kepada | Pegawai yang semakin
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara | meningkat
Manusia yang datang ke
Kabupaten Musi | kantor Badan
Banyuasin) Kepegawaian dan
pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Musi Banyuasin.
Layanan SMS
Broadcast dimana
Identitas pengirim
SMS yang muncul
pada layar ponsel
penerima SMS
merupakan Nama
Perangkat Daerah
dari pengirim yang
sudah dikonfgurasi.

21 | Dinas - Limbah Menjadi | Mengembangkan 1. Nilai Jual Limbah
Perdagangan Berkah limbah getah gambir Gambir yang semula Rp.
dan Wirausaha IRT sebagai bahan 0,- menjadi Rp. 50.000
Perindustrian pewarna alami yang per Derigen(30 Liter)

selanjutnya  secara | 2. Tumbuh wirausaha (ibu
bersamaan ibu pengrajin kain)
digunakan  sebagai sekarang hingga 130
gerakan orang ( 110 KK)
pemberdayaan  ibu | 3. Memberi tambahan
ibu rumah tangga pendapatan kisaran
yang tidak memiliki Rp.1.500.000 hingga
mata pencaharian Rp.3.000.000 per bulan
dengan bagi pengrajin
memanfaatkan
limbah tersebut
sebagai pewarna kain
jumputan.

22 | Dinas Pekerjaan | - Teknologi Aspal | Teknologi Aspal Karet | 1. Teknologi Aspal Karet

Berbasis Serbuk Karet
(SKAT)

2. Teknologi Aspal Karet

Berbasis Lateks
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Kabupaten Musi
Banyuasin.

23 | Dinas - Sistem Informasi | Sistem informasi | Mendorong pemberdayaan
Lingkungan Lingkungan (SIL) | Lingkungan  Hidup | fungsi kontrol masyarakat
Hidup merupakan  Sistem | terhadap upaya

Informasi yang di| perlindungan dan
jadikan acuan untuk | pengelolaan lingkungan
memberikan yang pada akhirnya akan
gambaran perubahan | meningkatkan pelaku
yang sedang terjadi. | pengelolaan usaha dan
Sistem Informasi | pemanfaatan lingkungan
Lingkungan (SIL) ini | yang lestari.

mancakup beberapa

aspek didalamya

yaitu: layanan

lingkungan Satu

Platform  Informasi

Lingkungan,

Monitoring

Lingkungan,

Berbasis MAPS,

Search Engine

Prusahaan / Pelaku

Usaha, Monitoring

dan Prizinan

Lingkungan Online,

Center dan big

data,Komunikasi dan

Konsultasi

24 | Dinas Pemuda, - Sistem Informasi 1. Terlaksananya
Olahraga dan Pemuda dan Sistemn Informasi Penggunaan Sarana,
Pariwisata Olahraga Pemuda dan Prasarana dan Fasilitas

(SIPORA) Olahraga  (SIPORA) Penunjang Olahraga
memberikan oleh masyarakat;
. 2. Terlaksananya
pelayanan dibidang .
olahraga diharapkan penyediaan ruang
dengan adanya makan . , yans
Sistem Informasi representatif .bagl atlet
Pemuda dan yang memadai;
Olahraga  (SIPORA) 3. Terlaksananya event -
ini dapat event lokal olahraga
meningkatkan kemasyarakatan ;
. 4. Terwujudnya
prestasi olahraga .
Pusat Pendidik Dan Pembl'lgtan Rekening
Latihan Pelajar %{?ridln untuk h.para
e sehingga
Daerah (PPLP-D) Mempermudah Akgsis
Pembiayaan
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No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK
Pelaksanaan Kegiatan
Olahraga;
5. Tersedianya Aplikasi
SIPORA sebagai Akses
Informasi Kegiatan
Olahraga dan PPLP-D di
Kabupaten Musi
Banyuasin.
25 | Kecamatan - Sekolah Lewat Sekolah Lewat Radio | 1. Terlaksananya proses
Bayung Lencir Radio (SELERA) (SELERA) menjadi kegiatan belajar
Solusi terbaik untuk mengajar daring yang
peserta didik dalam efektif dan efsien,
mengikuti proses | 2. Tercapainya proses
pembelajaran Daring. penilaian harian,
Inovasi Sekolah penilaian tengah
Lewat Radio semester dan penilaian
(SELERA) ini akhir tahun peserta
disiarkan sesuai didik.
dengan jam pelajaran
disekolah.  Adapun
mengenai sebaran
siswa di kecamatan
Bayung Lencir
tersebar pada
seluruh desa dalam
wilayah  Kecamatan
sehingga walaupun
Kondisi Pendemi
Covid 19 siswa
sekolah dapat
menerima pelajaran
melalui Bayung
Radio pada Frekuensi
FM 91,5 MHz.
26 | Kecamatan - Go Layanan Aplikasi  pelayanan | aplikasi yang akan
Lawang Wetan Digital Lawet Elektronik ini dapat | digunakan untuk
dimanfaatkan  oleh | membantu kinerja dalam
Pemerintah untuk | melakukan pelayanan
mempermudah perizinan dan non
melakukan perizinan terhadap
pelayanan surat dan | masyarakat dengan cepat
penyebaran berita | dan efsien
seputar kecamatan.
Dan bagi Masyarakat
dapat melakukan
permohonan
pembuatan surat dan
melihat berita
seputar kecamatan.

BAB | PENDAHULUAN




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No | INSTANSI/OPD NAMA INOVASI URAIAN OUTCOME /DAMPAK

Dalam penerapannya
aplikasi terintegrasi
dengan aplikasi
kependudukan dan
pencetakan surat
yang sebelumnya
sudah ada. Terkait
dengan implementasi

dan sinkronisasi
data, aplikasi
menggunakan

kombinasi database
online dan ofine demi
menjaga keamanan
data penduduk.

Sumber: Perbup Penerapan Inovasi Nomor 18 Tahun 2020
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BAB II

GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
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2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Bedasarkan data BPS, Kabupaten Musi Banyuasin secara

astronomis terbentang pada garis koordinat 103°00’ dan 105°40’ Bujur

Timur dan antara 1930’ dan 4900’ Lintang Selatan. Kabupaten Musi

Banyuasin memiliki

luas wilayah sebesar 14.265,96 Km?2 dan

merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut:

BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Provinsi Jambi
Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas
dan Kabupaten Musi Rawas Utara
Berbatasan dengan Kabupaten  PALI
(Penungkal Abab Lematang Ilir)
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Secara administratif, Kabupaten Musi Banyuasin terbagi kedalam
15 Kecamatan, 230 Desa dan 13 Kelurahan. Dari 15 Kecamatan
tersebut, kecamatan di Kabupaten Musi Banyusin yang memiliki Desa/
Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dengan 27 Desa/
Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Keruh menjadi Kecamatan
dengan jumlah Desa/ Kelurahan paling sedikit di Kabupaten Musi

Banyuasin yakni sebanyak 11 Desa/ Kelurahan.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Kecamatan JuI: izl:a];:ia/ Luas ( Km?) Pers(i/zl)tase
1. Sanga Desa 19 317,00 2,22
2. Babat Toman 14 1.291,00 9,05
3. Batang Hari Leko 16 2.107,79 14,77
4. Plakat Tinggi 15 247,00 1,73
5. Lawang Wetan 15 232,00 1,63
6. Sungai Keruh 11 330,12 2,31
7. Jirak Jaya 12 298,88 2,09
8. Sekayu 14 701,60 4,92
9. Lais 16 755,53 5,30
10. Sungai Lilin 15 374,26 2,62
11. Keluang 14 400,57 2,81
12. Babat Supat 16 511,02 3,58
13. Bayung Lencir 23 4.847,00 33,98
14. Lalan 27 1.031,00 7,23
15. Tungkal Jaya 16 821,19 5,76
Jumlah 243 14.265,96 100,00

Sumber: BPS, 2022

BAB I GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH
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Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Menurut Kecamatan (%)

5.76 2.22
7.23

9.05

14.77

1.73
1.63

33.98 2.31
2.09
4.92
5.30
3.58 2.812:62
Sumber: BPS, 2022
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Legenda:
7 Kec.BabatSupat  }] Kec. Lawang Wetan
7 Kec.BabatToman )] Kec. Plakat Tinggi
&7 Kec. Batanghari Leko ;) Kec. Sanga Desa
77 Kec.Bayung Lencir @]} Kec. Sekayu
@7 Kec. Jirak Jaya &7 Kec. Sungai Keruh
7 Kec. Keluang &7 Kec. Sungai Lilin
a7 Kec. Lais 7 Kec. Tungkal Jaya
@7 Kec. Lalan

leduks\ Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, 2020

Sumber: Produksi Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, 2020

Terdapat beberapa kali

Kabupaten Musi

pemekaran jumlah kecamatan di

Banyuasin yang diakibatkan karena terdapat

pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Pada

tahun 2010, terjadi penambahan kecamatan sebanyak 3 kecamatan.
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Pemekaran berikutnya terjadi pada tahun 2013 yaitu penambahan
sebanyak 4 desa. Sepanjang tahun 2014-2017 tidak terjadi perubahan,
hingga pemekaran terbaru dilakukan pada tahun 2018 yaitu
penambahan satu kecamatan dan tiga desa menjadi 15 kecamatan, 230
desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi
Banyuasin terus berkembang dengan wilayah terluas adalah Kecamatan
Bayung Lencir dengan luas 4.847 Km2 dan wilayah terkecil adalah

Kecamatan Lawang Wetan dengan luas 232,00 Km?.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas 3 (tiga) bagian wilayah
berdasarkan kemiringan lahan yakni dataran rendah, bergelombang dan
berbukit. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat
Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai
Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-
rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan topografi
dan ketinggian di wilayah berkisar antara 14-37 meter di atas
permukaan laut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan
berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 37 meter di atas permukaan
laut. Jika dilihat dari topografi wilayahnya, ada 40 desa berada di lembah

daerah aliran sungai, dan 203 desa berada di dataran.
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Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Banyuasin
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Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 — 2036

Kondisi fisik dasar Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah
rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai
Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai
Musi yang berada di bagian timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air
laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau
kecil. Kondisi ini berguna bagi kegiatan irigasi/pengairan pertanian
sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan
sungai-sungai tersebut. Sedangkan guna memenuhi keperluan
penduduk dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut
dapat pula dimanfaatkan untuk pengambilan air baku PDAM.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri
dari empat macam meliputi Organosol (berada di dataran rendah atau

rawa-rawa yang sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan);
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Glei Humus (berada di dataran rendah dan rawa rawa dan banyak
digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa
seperti pada Bayung Lencir, Lais dan Lalan); Alluvial (berada di
sepanjang sungai seperti Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais,
Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang dan Sanga Desa); dan Padzolik
(berada di daerah berbukit — bukit yang sebagian besar terdapat di
daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batang Hari Leko,
Lais dan Sungai Lilin). Berdasarkan kondisi jenis tanah tersebut, maka
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan mempunyai jenis
tanah yang tidak peka terhadap erosi dan sangat berpotensi untuk
pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

Kondisi jenis tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
diidentifikasi bahwa pada kedalaman efektif tanah > 90 cm, sangat ideal
untuk pertumbuhan tanaman pada tanah yang berdrainase baik.
Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa tanaman tahunan
maupun tanaman semusim memberikan hasil yang memuaskan pada
tanah berdrainase baik dengan kedalaman zona perakaran efektif tanah
> 90 cm. Berdasarkan pengalaman ini maka kemudian kedalaman efektif
tanah > 90 cm dijadikan patokan untuk batas minimum tanah klas 1
dengan tingkat pengelolaan yang standar.

Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat
memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-
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lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan
yang kedalaman efektifnya antara 60 hingga 90 cm.

Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin
dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan
tanah yang penyebarannya paling luas berupa Hutan dengan luas
535.421,57 Ha atau 37,53% dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin.
Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu
berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91% dari luas
Kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63 Ha atau
8,92% dari luas wilayah Kabupaten disusul kebun campuran dengan
121.538,79 Ha atau 8,52% dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
merupakan penggunaan terbesar keempat. Sedangkan jenis penggunaan
lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan

keempat penggunaan diatas.
2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Per hari

S

i

KARUPATEN MESATARA

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 — 2036
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Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim
tropis basah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin pada
tahun 2021, variasi curah hujan antara 60,0 — 587,5 mm sepanjang
tahun 2021. Curah hujan paling banyak pada bulan Desember 2021.
Hari hujan pada tahun 2021 menunjukkan variasi antara 6-23 hari,
dengan hari hujan paling banyak pada bulan November dan

Desember 2021.

Secara garis besar arahan pemanfaatan kawasan lindung dan
kawasan budidaya tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup
untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengidentifikasiannya
di lakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain
ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-
kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam

dan taman nasional.

Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi untuk di
budidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan
buatan. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial
mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan
tergolong tinggi dan sangat tinggi, baik untuk pengembangan kawasan
pertanian maupun perkotaan yang berdasarkan analisis spasial arahan
pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin luas

kawasan budidaya sebesar 1.326.112.732 Ha.
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Berdasarkan pada letaknya, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki
sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya
air tanah. Sumber daya air permukaan tersebut yakni berupa sungai,
danau, rawa-rawa dan perairan laut. Berdasarkan pola aliran sungai dan
sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan
menjadi wilayah dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada
daerah rawa mempunyai pola aliran rectanguler (cabang sungai tegak
lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya
dendritik (menjari). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada
sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara
signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan
sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan

Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik
keberadaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan,
sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya
langka selain disebabkan menurunnya curah hujan juga disebabkan
batuan penyusunnya umumnya kedap air sehingga pemunculan mata
air langka di daerah ini. Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada
di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan DAS Musi memiliki
debit rata-rata 763 m3/detik, sedangkan DAS Air Lalan seluas 8.30 km2
memiliki debit rata-rata 196,8 m3/detik. Berikut ini merupakan sungai
yang mengalir di wilayah Kab. Musi Banyuasin beserta debit rata-rata

hariannya adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Panjang Luas Debit
Nama DAS Sunga1 (KM) | DAS (Ha) (M3/ dtk)

Sungai Ibul ( Anak Sungai Musi ) 14.500

Sungai A. Calik ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 57 96.400 28
Sungai Dawas ( Anak Sungai A. Calik ) 50 6.500 1,6
Sungai Supat ( Anak Sungai A. Calik ) 32 22.600 5,1
Sungai Keluang ( Anak Sungai A. Calik ) 19 9.400 2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik ) 82 149.500 33,6
Sungai Lalan ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 243 830.300 196,8
Sungai Merang ( Anak Sungai Lalan ) 66 83.900 24.4
Sungai Bohar ( Anak Sungai Lalan ) 20 10.000 2,2
Sungai Medak ( Anak Sungai Lalan ) 72 108.300 25,7
Sungai Tungkal ( Anak Sungai Lalan ) 25 5.900 1,9
Sungai Serdang ( Anak Sungai Lalan ) 34 8.300 2,4
Sungai Meranti ( Anak Sungai Lalan ) 28 15.100 4,4
Sungai Kepahiang ( Anak Sungai Lalan ) 16 13.300 3,9
Sungai Mangsang ( Anak Sungai Lalan ) 18 7.400 1,8
Sungai Mendis ( Anak Sungai Lalan ) 19 3.900 0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi) 176 374.600 103,9
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko) 63 71.300 16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko) 38 26.400 8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko) 38 20.100 8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko) 19 12.700 5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko) 19 11.600 4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko) 13 5.300 2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko) 15 10.200 4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko) 25 21.900 5,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Banyuasin
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
1. Kawasan Lindung
" Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung
Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233 (enam belas ribu
dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di :
- Kecamatan Batanghari Leko

- Kecamatan Sanga Desa
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. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
yaitu Kawasan Rawa Gambut Muara Medak dengan luas kurang
lebih 24.768 (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh

delapan) hektar berada di Kecamatan Bayung Lencir.
. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi:
- Kawasan Sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari
Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih

11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar;

- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30
(tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar
kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima)

hektar.
. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

terdiri atas:
1. Suaka Margasatwa

- Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas kurang
lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga)
hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan

Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya.
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- Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang lebih
47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan
Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung
Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.

- Suaka Margasatwa (SM) Buaya Senyulong seluas kurang
lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh

satu) hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir .

2. Taman Nasional
Taman Nasional Sembilang dengan luas kuarang lebih 2.906
(dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di Kecamatan

Lalan.
3. Taman Nasional Laut

Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas
kurang lebih 214 (dua ratus empat) hektar yang terletak di

kecamatan Lalan.
. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:

- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di
Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung
Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Sungai Keruh,
Kecamatan  Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa,

Kecamatan Sekayu.
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- Kawasan rawan banjir terletak di kecamatan Lais, Kecamatan
Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman,
Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.

- Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor
didinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan
Sanga Desa.

- Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti
misalnya di Kecamatan Sekayu.

2. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya meliputi :
a) Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan perutukan hutan produksi, meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih
94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan
puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan

Kecamatan Bayung Lencir.

- Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719
(empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar
yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan
Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan,
Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi,
Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh,

Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.
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Hutan Produksi Konveksi (Hpk) dengan luas kurang lebih 66.
408 (emam puluh enam ribu empat ratus delapan) hektar
yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan
Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan
Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa,

Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

1.
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Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih
125.062 (seratus dua puluh lima ribu enam puluh dua) hektar
yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang
Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa,
Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan

Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.

. Kawasan budidaya tanaman hortikultura terdiri dari tanaman

sayur — sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 (tiga ribu tiga
puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman,
Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan
Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais,
Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan
Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah — buahan dengan
luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua)

hektar yang tersebar dibeberapa kecamatan.




g TR ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman
tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh
satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh

wilayah kecamatan.
c) Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman
tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh
satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh

wilayah kecamatan.
d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan  peruntukan  peternakan adalah  peruntukan
pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan
Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai
Lilin sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung

Lencir.
e) Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan
tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan
tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan

Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan
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Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa,
Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan

Kecamatan Lalan.
2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan
budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman,
Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan

Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Kawasan pengembangan sarana dan prasarana perikanan
berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan

Kecamatan Sungai Lilin.
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan  peruntukan  pertambangan adalah kawasan
pertambangan batubara, yang berada di wilayah pertambangan

yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.
Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah industri kecil yang berupa
industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman,
Sekayu dan Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di
Kecamatan Sanga Desa, Sekayu dan Keluang. Industri kimia dan

logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
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h) Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

1. Danau Ulak Lia/Ulak Lia Lake, Kelurahan Balai Agung,

Kecamatan Sekayu,;

2. Danau Konger/Konger Lake, Desa Sungai Dua, Kecamatan

Sungai Keruh;
3. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga Desa;

4. Sungai Kubu /Kubu River, Desa Karang Agung, Kecamatan

Lalan;

5. Agro Wisata Perkebunan Gambir/ Gambir Estate, Desa Toman

Kecamatan Babat Toman;

6. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit, Kecamatan

Babat Toman;
7. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;
8. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung Lencir;
9. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;
10. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

) Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta pusat

pemerintahan

Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta pusat

pemerintahan meliputi :
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1. Kecamatan Sekayu

2. Kecamatan Sungai Lilin
3. Kecamatan Bayung Lencir
4. Kecamatan Babat Toman
J) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman, meliputi :
1. Permukiman Perkotaan

Permukiman perkotaan sebagaimana seluas kurang lebih
22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar
dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan
perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan

kawasan perkotaan Babat Toman.
2. Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan di seluruh kecamatan dengan luas
kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh

dua) hektar terletak di:

- Kecamatan Sekayu; - Kecamatan Keluang;

- Kecamatan Babat Toman; - Kecamatan Bayung Lencir;

- Kecamatan Batanghari Leko; - Kecamatan Plakat Tinggi,

- Kecamatan Sanga Desa; - Kecamatan Lalan;

- Kecamatan Sungai Keruh; - Kecamatan Lawang Wetan,;

- Kecamatan Lais; - Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- Kecamatan Sungai Lilin; - Kecamatan Babat Supat.
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Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
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Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 — 2036

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi
bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana

Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;
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2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemi; (C)
Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror.
Adapun potensi bencana di Kabupaten Musi Banyuasin
disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jenis, Jumlah Kejadian dan Realisasi Bencana
di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Jenis Bencana

Banjir 10 11 6 24 16
Banjir jalan - 1 - - 1
Banjir Bandang - - - - 1
Banjir dan tanah ) . 1 ) .
longsor
Angin Kencang - 1 - - 5
Angin Kencang + ) . ) ) 5
Pohon Tumbang
Tanah Longsor 2 3 2 3 1
Angin Puting Beliung 2 - -
Orang Tenggelam 7 3 6 10 3
Ledakan (Kebakaran)
tempat Pengeboran 1 - - - -
Minyak
Kebakaran Rumah 4 1 - - -
Karhutbunlah - 70 115 7 2
Pohon Tumbang - - 1 - -
Rumah Roboh - - - 1 -
Orang Hilang - - - 1 1
Pemakaman Covid-19 - - - 23 181

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Banyuasin, diolah

Pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek

yang mempengaruhinya.
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2.1.4. Aspek Demografi

Berdasarkan Data Hasil Sensus Penduduk tahun 2021,
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah penduduk
sebanyak 644.832 jiwa. Angka ini terus meningkat dari 2020 dengan
jumlah penduduk sebanyak 622.206 jiwa, maka Kabupaten Musi
Banyuasin memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,31 persen.
Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk
salah satu kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi

Sumatera Selatan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata tidak
diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Apabila dilihat dari
persebarannya, Kecamatan Sekayu merupakan daerah dengan jumlah
penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak
93.424 jiwa atau 14,50 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten
Musi Banyuasin. Sedangkan Kecamatan Jirak Jaya merupakan daerah
dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 19.664 jiwa atau 3,00

persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun
2021 tercatat sebesar 43,91 jiwa/km? meningkat dibandingkan tahun
2020 yang tercatat sebesar 43,61 jiwa/km?. Dengan luas wilayah sebesar
14.265,96 km?, maka setiap 1 km? rata-rata ditempati penduduk
sebanyak 43 orang pada tahun 2021. Sebaran kepadatan penduduk di

Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai
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Lilin dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Musi
Banyuasin sebesar 170,02 jiwa/km?, diikuti oleh Kecamatan Sekayu dan
Kecamatan Lawang Wetan dengan masing-masing kepadatan penduduk
sebesar 133,16 jiwa/km? dan 116,51 jiwa/km?. Sementara kepadatan
penduduk terendah berada di Kecamatan Batang Hari Leko (10,48
jiwa/km?), Kecamatan Bayung Lencir (16,21 jiwa/km?), dan Kecamatan

Babat Toman (29,02 jiwa/km?).

Tabel 2.4
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Laju
Jumlah Kepadatan
Jumlah Pertumbuhan
Kecamatan Penduduk Penduduk
Desa / Penduduk Per
(jiwa) (Jiwa/Km?2)
Kelurahan Tahun (%)
1. Sanga Desa 317,00 19 34.709 2,53 109,49
2. Babat Toman 1.291,00 14 37.468 2,61 29,02
3. Batang Hari Leko 2.107,79 16 22.085 2,69 10,48
4. Plakat Tinggi 247,00 15 27.712 2,18 112,19
5. Lawang Wetan 232,00 15 27.031 2,34 116,51
6 Sungai Keruh 330,12 11 24.489 2,59 38,93
7 Jirak Jaya 298,88 12 19.664 2,57 46,71
8. Sekayu 701,60 14 93.424 2,16 133,16
9 Lais 755,53 16 54.853 2,01 72,60
10. Sungai Lilin 374,26 15 63.631 2,02 170,02
11. Keluang 400,57 14 33.857 2,02 84,52
12. Babat Supat 511,02 16 36.112 2,12 70,67
13. Bayung Lencir 4.847,00 23 78.567 2,74 16,21
14. Lalan 1.031,00 27 40.232 2,26 39,02
15. Tungkal Jaya 821,19 16 50.998 2,30 62,10

Jumlah 14.265,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah
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Tabel 2.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Jenis Kelamin (; Rasio
Kecamatan Jumlah Jenis

Sekayu 47.343 46.081 93,424 103.00

2. Lais 28.146 26.707 54,853 105.00
3. Sungai Keruh 12.560 11.929 24,489 105.00
4.  Batang Hari Leko 11.587 10.498 22,085 110.00
5. Sanga Desa 17.743 16.966 34,709 104.00
6. Babat Toman 19.244 18.224 37,468 106.00
7. Sungai Lilin 32.661 30.970 63,631 105.00
8. Keluang 17.321 16.536 33,857 105.00
9.  Bayung Lencir 41.460 37.107 78,567 112.00
10. Plakat Tinggi 14.085 13.627 27,712 103.00
11. Lalan 21.175 19.057 40,232 111.00
12.  Tungkal Jaya 26.613 24.385 50,998 109.00
13. Lawang Wetan 13.821 13.210 27,031 104.00
14. Babat Supat 18.373 17.739 36,112 104.00
15. Jirak Jaya 10.211 9.453 19,664 108.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2021 sebesar 106,00 persen, yang artinya terdapat
106 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Kabupaten
Musi Banyuasin. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk laki-
laki sebesar 51,52 persen, sedikit lebih banyak dibanding persentase
penduduk perempuan sekitar 48,48 persen. Dari Hasil Sensus
Penduduk Tahun 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level

kecamatan secara umum selaras dengan level Kabupaten Musi
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Banyuasin, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk

perempuan.

2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas
untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat
kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi.
2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.5.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada
periode tertentu. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir yaitu tahun
2017 sebesar 56.020,03 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 60.861,46
milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 66.089,04 milyar rupiah,
tahun 2020 sebesar 65.943,88 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar
72.640,74 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin
dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 yaitu
tahun 2017 sebesar 41.341,25 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar
42.670,21 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 44.620,40 milyar rupiah,
tahun 2020 sebesar 44.604,66 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar

46.128,39 milyar rupiah.
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Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan
ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif setelah sempat
mengalami perlambatan pada tahun 2013 dan tahun 2015. Pada Tahun
2019 ekonomi Musi Banyuasin tumbuh sebesar 4,57 persen dan kembali
turun hingga negatif pada tahun 2020 sebesar - 0,04 persen dikarenakan
dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi

Musi Banyuasin kembali meningkat sebesar 3,42%.

Gambar 2.6
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2012-2021 (%)
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Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2022, Diolah

Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha,
sedangkan kontraksi terjadi pada 1 (satu) lapangan usaha. Lapangan
usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi
dan Komunikasi sebesar 9,35 persen, sektor Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 7,78 persen dan sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,75 persen. Sektor

Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga
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tumbuh 2,70 persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan tumbuh sebesar 4,21 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha
Transportasi dan Pergudangan merupakan satu - satunya Lapangan
Usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,33

persen.

Masing-masing lapangan usaha (sektor) memberikan kontribusi
yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi
Banyuasin. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi
Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha
Tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian
sebesar 53,67%. Selanjutnya sektor yang memiliki kontribusi terbesar
kedua yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar
11,69%. Sektor industri pengolahan menempati urutan ketiga dengan
kontribusi sebesar 10,69%. Sedangkan sektor yang memberikan
kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi
Banyuasin adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
dan daur ulang sebesar 0,02%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,04%,
serta sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05%. Hal yang harus
mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih
memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya

mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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Tabel 2.6
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten
Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Periode 2017-2021 (%)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kategori 2018 2019 2020* 2021%*
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan
A 12,74 11,70 11,19 12,00 11,69
B Eertambang""n dan 54,18 54,87 55,36 52,43 53,67
enggalian
C Industri Pengolahan 9,19 9,93 10,17 10,95 10,69
D Pengadaan Listrik dan 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
Gas
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,32 8,02 7,79 8,09 7,85
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil 4,57 4,68 4,81 5,03 4,97
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H Pergudangan 0,28 0,29 0,30 0,31 0,28
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
I 0,15 0,16 0,18 0,19 0,18
Informasi dan
J Komunikasi 0,23 0,25 0,26 0,31 0,30
Jasa Keuangan dan
K Asuransi 1,99 1,94 1,88 1,95 1,84
Real Estat
L cal state 1,88 1,08 2,06 2,22 2,19
M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Administrasi
Pemerintahan,
o Pertahanan dan Jaminan 3,57 3,35 3,13 3,43 3,32
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1,91 1,85 1,83 1,96 1,91
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Q 0,34 0,33 0,34 0,39 0,39
RSTU |Jasalainnya 0,54 0,55 0,58 0,63 0,60

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
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Tabel 2.7
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin

Kategori

Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Uraian

44.620,40

Pertanian, Kehutanan,
A dan Perikanan 5.596,46 5.632,86 5.721,21 5.862,32 6.109,33
Pertambangan dan
B Penggalian 24.944,13 | 25.588,54 | 26.823,40 | 26.379,81 | 27.093,26
C Industri Pengolahan 2.845,44 3.169,24 3.435,11 3.478,64 3.570,99
D Pengadaan Listrik dan 9,94 10,37 10,89 12,31 13,10
Gas
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 5,81 6,27 6,51 6,96 6,99
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 2.813,48 2.890,10 3.026,09 3.103,38 3.216,27
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil 1.281,11 1.333,30 1.393,26 1.388,14 1.495,77
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H Pergudangan 86,95 95,00 102,75 101,38 101,05
Penyediaan Akomodasi
I dan Makan Minum 42,87 46,95 52,29 52,13 55,61
Informasi dan
J Komunikasi 88,71 98,76 1 10,14 125,74 137,50
Jasa Keuangan dan
K Asuransi 726,62 746,92 768,24 791,56 813,94
L Real Estate 621,71 678,66 727,39 761,01 819,92
M,N Jasa Perusahaan 12,72 13,63 14,80 14,87 14,97
Administrasi
Pemerintahan,
0 Pertahanan dan Jaminan | 1,195 25 1.235,87 1.248,12 1.299,99 1.380,82
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 731,30 767,00 802,22 818,57 872,19
Jasa Kesehatan dan
Q Kegiatan Sosial 122,11 126,58 134,61 147,57 159,05
R,S,T,U Jasa lainnya 216,64 230,16 243,37 260,27 267,63

44.604,66

46.128,39

PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 41.341,25 42.670,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
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Tabel 2.8
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Kategori

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Uraian

2020*

2021**

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO

56.020,03 60.861,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

66.089,04
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65.943,88

Pertanian, Kehutanan,
A dan Perikanan 7.137,78 7.119,72 7.371,60 7.911,97 8.493,84
Pertambangan dan
B Penggalian 30.352,65 | 33.392,11 | 36.682,99 | 34.574,36 | 38.989,39
C Industri Pengolahan 5.150,33 6.043,90 6.695,83 7.221,34 7.767,15
D g‘:;gadaan Listrik dan 27,41 28,14 28,39 33,15 36,24
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 10,12 11,44 12,14 13,26 13,79
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 4.659,23 | 4.881,36 | 5.125,04 5.336,63 5.704,89
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil 2.560,76 2.846,87 3.175,05 3.318,61 3.613,09
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H Pergudangan 155,77 178,24 200,56 201,61 201,65
Penyediaan Akomodasi
I dan Makan Minum 85,93 99,91 119,31 122,68 131,37
Informasi dan
J Komunikasi 128,72 149,64 174,02 202,29 221,44
Jasa Keuangan dan
K Asuransi 1.115,35 1.182,11 1.238,61 1.284,94 1.335,06
L Real Estate 1.055,13 1.204,69 1.355,54 1.462,02 1.593,72
M,N Jasa Perusahaan 20,96 23,98 27,52 28,55 28,87
Administrasi
Pemerintahan,
o Pertahanan dan Jaminan | 199914 2.037,72 2.071,30 2.264,15 2.409,79
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.067,77 1.125,20 1.206,20 1.290,31 1.384,73
Jasa Kesehatan dan
Q Kegiatan Sosial 191,45 199,92 225,73 259,73 283,13
R,S,T,U | Jasalainnya 301,55 336,52 379,21 418,28 432,58

72.640,74
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Tabel 2.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Periode 2017-2021 (%)

Komponen 2020*
Pengeluaran Konsumsi 72,34 72,00 70,37 70,54 66,53
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi 181 1.87 1.97 1.87 1.80
LNPRT b b b b b
Pengel.uaran Konsumsi 6.34 6,35 6,35 6,12 5,08
Pemerintah
Pembentukan Modal 34,08 32,78 30,07 31,12 28,25
Tetap Bruto
Perubahan Inventori 0,22 -1,00 0,16 -0,89 0,02
Eljéfksﬁ’or Barangdan | 1470 | 1901 -8,93 8,76 2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
Berdasarkan Tabel 2.9 diatas terlihat bahwa selama periode
2017- 2021, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten
Musi Banyuasin sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor
barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif
lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 s.d. 60 persen
permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar
negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Di sisi lain, pengeluaran
untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan
kontribusi sekitar 30 s.d. 35 persen. Proporsi konsumsi akhir
pemerintah berada pada rentang 6 persen yang menunjukkan bahwa

peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.
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Tabel 2.10

Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

2017 2018

Komponen 2019 2020* 2021**
Pengeluaran Konsumsi 40.522,20 43.823,11 46.313,80 46.515,45 48.325,52
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
LNERT 1.012,34 1.137,73 1.299,67 1.232,91 1.306,02
Pengeluaran Konsumsi 3.552,52 2.886,85 4.181,84 4.037,52 4.346,33
Pemerintah
Pembentukan Modal 19.091,17 19.949,57 19.790,52 20.523,03 20.521,82
Tetap Bruto
Perubahan Inventori 123,20 -606,79 104,53 -587,47 -15,40
Net Ekspor Barang dan Jasa -8.281,39 -7.308,00 -5.879,36 -5.777,56 -1874,34

‘ PDRB 56.020,03 ‘ 60.861,46 65.811,00 65.943,88 ‘ 72.640,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.11

Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Komponen
Pengeluaran Konsumsi 26.319,80 27.484,04 28.392,65 27.961,97 28.541,93
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
LNPRT 723,17 783,14 852,34 817,05 834,78
Pengeluaran Konsumsi 2.755,57 2.802,97 2.937,74 2.803,78 2.922,94
Pemerintah
Pembentukan Modal 13.701,14 14.091,52 13.84,00 14.258,45 13.833,72
Tetap Bruto
Perubahan Inventori 706,29 -500,77 9491 -586,19 12,39
Net Ekspor Barang dan Jasa -2.864,72 -1.990,69 -1.506,24 -650,40 -17,37

41.341,25

42.670,21

44.620,40

44.604,66

46.128,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
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2.1.5.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita
adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah.
Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang
diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan
pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah
seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi

pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat
dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi
rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator
penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting
yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus

menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) PDRB per
kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Musi
Banyuasin terus menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB
per kapita sebesar Rp. 85.017,39 Miliyar lalu meningkat menjadi
Rp. 101.488,07 Miliyar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per
kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor

inflasi.
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PDRB per kapita Atas Harga Konstan (ADHK) dengan migas
Kabupaten Musi Banyuasin juga menunjukkan tren yang meningkat.
Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 64.647,20 Miliyar lalu
meningkat menjadi Rp. 68.057,05 Miliyar pada tahun 2020. Kenaikan
angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih

dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.12
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas
Periode 2016-2020 (dalam Miliyar rupiah)

PDRB Per Tahun

Kapita 2018 2019

ADHB 85.017,39 | 88.950,20 | 95.300,78 | 102.135,05 | 101.488,07
ADHK 64.647,20 | 65.642,82 | 66.815,75 | 68.957,08 | 68.057,05

Sumber : BPS, 2021. Diolah

2.1.5.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar
penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna
tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat
ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Berdasarkan data BPS, bahwa indeks gini di Kabupaten Musi
Banyuasin periode Tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Secara
umum selama periode tersebut ketimpangan pendapatan antar

penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung meningkat.
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Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di
Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran
penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin,
perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan
pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga
komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan

kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin
dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021
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Sumber : BPS, 2022

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, indeks
gini Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik atau dengan kata lain bahwa
tingkat ketimpangan di Kabupaten Musi Banyuasin lebih rendah
dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021,
tingkat ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,326
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,321. ketimpangan ini harus
terus dikurangi dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat

terhadap hasil-hasil pembangunan.
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2.1.5.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan  merupakan  persoalan multidimensi yang
menyangkut aspek ekonomi, politik, dan  sosial-psikologis.
Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di
Indonesia. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi
Banyuasin dari tahun 2007-2021 terus menunjukkan tren yang
menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35%
dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat
kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi
15,84% pada tahun 2021 atau turun sebesar 17,76%.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2007 - 2021
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Sumber : BPS, 2021.
Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 17
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi

Banyuasin telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak
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20,55% tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata
perubahan setiap tahunnya sebesar 1,209%. Pada tahun 2004,
persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar
36,39%. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15,84%. Hal ini menunjukkan
bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Musi
Banyuasin selama ini sudah cukup berhasil menurunkan angka
kemiskinan. Namun, tetap diperlukan upaya dan kerja keras optimal
untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Provinsi

Sumatera Selatan 1 digit.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

Ogan Komering Ulu 12,62[12,75[12,77[12,61(12,95[13,29[13,22 11,96 [12,31 11,19 (11,58 (12,28 13,17 14,64 [15,69| 17,59| 17,80| 15,69| -0,13| 8 3,07 0,181
Ogan Komering llir 14,68|14,73[15,01 [15,28 15,75 16,03 [17,08[15,30[15,82 14,53 [15,06 15,98 [16,17 [17,67 [22,50| 24,47| 25,93| 22,50 -0,05| 14 7,82 0,460
Muara Enim 12,32]12,32[12,41[12,56 13,19 (13,56 [14,54 [13,76[14,26[13,21 13,71 14,51 15,96 17,98 [19,87| 22,03| 21,88| 19,87] 0,00] 7 7,55 0,444
Lahat 16,46]15,95[15,92 16,15 16,81 17,11 [18,02 [18,02 [18,61[17,45[17,92[19,03 [20,98 23,21 [28,09] 29,57] 29,67| 28,09] 0,51] 16 11,63 0,684
Musi Rawas 13,89]13,50(13,37[13,76 14,24 14,30 [15,13[17,28[17,85 17,67 (18,25 19,38 21,40 24,27 (32,93 | 34,82| 34,49|32,93| 0,39 13 19,04 1,120
Musi Banyuasin 15,34/ 16,13[16,41[16,52 16,75 [17,27[18,35 (17,38 [18,02 18,29 18,99 20,06 [22,76 [25,45 [33,60 | 35,52| 36,28|36,39] -0,29] 15 20,55 1,209
Banyuasin 10,75|11,17(11,33[11,32[11,47 (11,72 12,45 11,88 [12,28 [11,27[11,66 [12,39 13,72 15,38 17,72 | 20,22[ 19,81|17,72| -0,42| 3 6,97 0,410
Ogan Komering Ulu Selatar] 11,12[10,85(10,53[10,64[10,98(10,95 (11,58 [11,21(11,5710,49 10,84 11,53 12,73 [14,56 [18,96| 18,42| 21,06| 18,96| 027| 4 7,84 0,461
Ogan Komering Ulu Timur | 10,6]10,43[10,43[10,57[11,00[11,29]11,24[10,13[10,28[8,98 [9,23 [0,81 [0,95 [12,12[16,0318,38|18,26]16,03] 0,17] 2 543 0,319
Ogan llir 13,82[13,36[13,31[13,19[13,58 13,80 14,43 [13,38[13,86[12,79[13,18[13,98 15,65 [17,78 [21,57| 23,75| 22,67| 21,57| 0,46] 12 7,75 0,456
Empat Lawang 13,3512,63[12,30[12,25 12,44 12,54 [13,33 [12,89[13,10[13,36[13,82[14,74 15,8018 37[23,50]- |- [2350] 072] 11 10,15 0,677
Pali 1091)12,62(1347(13 8114531431488 | |- |- | |- |- [8es | | | 029 9 3,93 -0,561
Musi Rawas Utara 2011)1947(1912[1912[1849[200011973- |- | | | | | [ | |- | 064 17 412,54 -1,791
Palembang 11,34]10,89[10,90[10,95 11,40 [12,04 [12,85 12,93 [13,36[13,59[14,1315,00[14,75 16,66 [8,98 | 9,35| 9,23| 898] 0.45] 5 2,36 -0,139
Prabumulih 12,2|11,59[11,61[11,39[11,42[11,44[12,12[10,86 (11,23 11,71 [12,19[12,94[13,93 15,39 [7,57 |11,83| 9,33 7,57 0,61] 6 463 0,272
Pagar Alam 9,4 9,07[8,90 [3,77 [3,89 [9,29 9,64 [3,90 [9,00 [9,00 [9,24 [9,81 [9,66 [10,23[0,75 |13,20|11,88 9,75 0,33] 1 0,35 0,021
Lubuk Linggau 13,23/12,71(12,95[13,02[13,12[13,99[15,16 13,90 [14,37 13,88 14,43 [15,30[15,12 17,36 14,25 | 16,11| 16,01| 14,25| 0,52] 10 1,02 0,060
Sumatera Selatan 12,84] 12,712,71]12,80[13,19[13,54 14,25 13,62 [14,06[13,48[13,95 [14,80[15,68 17,67 [19,15| 21,01] 20,99] 19,15| 0,18 6,31 0,371

Sumber : BPS, 2021. Diolah

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan
daerah dengan kondisi pandemi covid-19. Namun, Kabupaten Musi
Banyuasin tetap konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi
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Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin
masih cukup tinggi. Tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi
Banyuasin (15,84%) menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten

Muratara (20,11%) dan Kabupaten Lahat (16,46%).

Tabel 2.14

Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2021

‘ GK (Rupiah/Kapita/Bulan)

Kabupaten/Kota - -
2016 2018 2019 2020

1 Prabumulih 466.459 493.871 530.748 541.648 569.769 592.209
2 Palembang 456.225 480.735 510.994 521.489 548.563 567.517
3 Musi Banyuasin 412.591 430.771 466.822 486.476 519.797 537.774
4 Musi Rawas

Utara 401.205 417.805 456.844 470.485 504.598 532.273
S Lubuk Linggau 417.192 435.956 470.897 477.756 495.213 516.762
6 Musi Rawas 377.135 392.740 427.595 437.854 467.766 493.675
7 Ogan Ilir 367.067 386.740 416.098 433.616 469.746 492.536
] Lahat 369.359 385.525 419.658 428.309 457.569 485.141
9 Ogan Komering

Ulu 365.341 380.254 415.785 428.200 457.452 481.139
10 | Banyuasin 337.391 353.914 381.437 397.496 429.816 445.088
11 | Pali 330.907 346.448 377.160 388.208 412.236 435.379
12 | Muara Enim 316.729 331.554 353.012 367.761 390.342 405.782

13 | Ogan Komering
Iir

295.852 310.341 333.505 347.121 375.837 393.239

14 | Oku Timur 274.608 285.970 312.340 321.629 343.601 362.446
15 | Empat Lawang 269.211 280.350 306.546 315.699 341.007 360.377
16 | Oku Selatan 273.594 286.157 310.717 319.333 341.148 359.858
17 | Pagar Alam 289.493 299.982 324.025 328.745 342.738 356.287

Sumber : BPS, 2021
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Gambar 2.9

Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021
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Sumber : BPS, 2021.

2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur
capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat)
variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah,
Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil (adjusted).

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin
terus memperlihatkan perkembangan yang positif . Dalam kurun waktu
tahun 2012-2021, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meningkat sebesar
4,83 poin yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia
di Kabupaten Musi Banyuasin walaupun masih dibawah rata-rata
capaian Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tahun 2012 capaian IPM
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 63,27 dan terus meningkat menjadi

68,10 pada tahun 2021.
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Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Muba dan Sumsel Periode 2012-2021
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Sumber : BPS, 2021

Walaupun IPM Musi Banyuasin telah mengalami peningkatan
dalam waktu delapan tahun terakhir tetapi apabila dibandingkan
dengan 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin masih menempati urutan ke-8
dibawah Kota Palembang (78,72), Kota Lubuk Linggau (74,89), Kota
Prabumulih (74,67), Kabupaten OKU (69,60), Kabupaten OKU Timur
(69,58), Kabupaten Muara Enim (68,86) dan Kabupaten Pagar Alam
(68,68). Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk

meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Capaian IPM Selisih

Kabupaten/Kota _
2020 2021 22?)22(;
1 Palembang 78,33 78,72 0,39
2 Lubuk Linggau 74,78 74,89 0,11
3 Prabumulih 74,55 74,67 0,12
4 Ogan Komering Ulu 69,32 69,60 0,28
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Capaian IPM Selisih

Kabupaten/Kota _

2020 2021 22?)22(;
5 Ogan Komering Ulu Timur 69,28 69,58 0,3
6 Muara Enim 68,74 68,86 0,12
7 Pagar Alam 68,31 68,68 0,37
8 Musi Banyuasin 67,69 68,10 0,41
9 Lahat 67,44 67,58 0,14
10 Ogan Ilir 67,06 67,17 0,11
11 Ogan Komering Ilir 66,82 67,17 0,35
12 Musi Rawas 66,79 67,01 0,22
13 Banyuasin 66,74 67,13 0,39
14 Ogan Komering Ulu Selatan 65,30 65,34 0,04
15 Empat Lawang 65,25 65,39 0,14
16 PALI 64,70 64,88 0,18
17 Musi Rawas Utara 64,49 64,93 0,44
Sumatera Selatan 70,01 70,24 0,23

Sumber : BPS, 2021

2.1.5.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender
tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar
82,90%. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur
selisih antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan yang bertujuan melihat
ketidakadilan gender antara pencapaian laki-laki dan perempuan.
Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana
porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang
dan harmonis. Indikator Variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG)
yaitu 4 variabel pokok yang menggabungkan 3 aspek di bidang
kesehatan (Angka Harapan Hidup), Pendidikan (Harapan Lama Sekolah

dan Rata- rata lama sekolah) dan ekonomi (Pengeluaran perkapita).
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Gambar 2.11

Perkembangan IPG Kab.Muba Tahun 2017-2021
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Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

Tabel 2.16
Indikator Variabel Pembentuk IPG

Tahun 2021
Indikator Laki- Laki Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 82,90
1 | Angka Harapan Hidup 66,58 70,71
2 | Harapan Lama Sekolah 11,99 12,08
3 | Rata- rata lama sekolah 7,89 7,34
4 | Pengeluaran perkapita 15,8 juta/th 5,2 juta/th

Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun
2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar 66,5% terealisasi sebesar
59,84%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke
waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski
relatif lambat. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat
memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Adapun variabel pembentuk IDG yaitu Keterlibatan Perempuan di
Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan

Pendapatan Perempuan.
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Gambar 2.12
Perkembangan IDG Kab.Muba Tahun 2017-2021
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Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

Tabel 2.17
Indikator Variabel Pembentuk IDG

No Indikator 2021

Tahun

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 59,84

1 | Keterlibatan Perempuan di Parlemen 6,67
2 | Perempuan sebagai Tenaga Profesional 47,11
3 | Sumbangan Pendapatan Perempuan 35,21

Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021
2.1.5.2.4 Aspek Pendidikan

Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor
penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Pada tingkat makro,
ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis
penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan
membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis,
dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan dapat
menikmati hasil- hasil pembangunan secara wajar. Sehingga dapat
dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum

yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera.
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Gambar 2.13
Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15

Tahun ke Atas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020
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Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Pada tahun 2020 masih terdapat 0,47 persen penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa
membaca dan menulis (buta huruf). Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu tahun 2019, hal ini mengalami penurunan karena
pada tahun 2019 penduduk Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang
tidak bisa membaca maupun menulis (buta huruf) adalah sebesar 1,81
persen.

Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-rata lama
bersekolah (tahun). Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang
pendidikan yang telah dicapai olehpenduduk dewasa (15 tahun ke atas).
Semakin lama rata-rata lama bersekolah penduduk, berarti semakin
baik tingkat pendidikan penduduk tersebut.

Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Musi
Banyuasin adalah 7,59 tahun. Artinya mayoritas penduduk dewasa di

Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 (tingkat VII).
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Dalam perkembangannya, rata-rata lamanya sekolah tampak
mengalami peningkatan hingga tahun 2021, rata-rata lamanya sekolah
penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 7,63 artinya mayoritas
penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP
kelas 1 atau kelas 2.

Gambar 2.14

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021
2.1.5.2.5 Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber
daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan
kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau
seluruh lapisan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator
untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi

angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin
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baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha
peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin,
terutama pada tingkat puskesmas dan pustu diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan
meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi

Banyuasin.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Berdasarkan tabel diatas, angka harapan hidup penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 adalah 68,84 yang artinya rata-
rata penduduk Musi Banyuasin akan hidup mencapai umur 68 tahun.
Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup periode sebelumnya,
terdapat peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Musi
Banyuasin. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan derajat
kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Status kesehatan
penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan

penduduk saat waktu tertentu dimana dalam Susenas dicatat selama
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sebulan sebelum pencacahan. Status kesehatan penduduk merupakan
salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat produktivitas
penduduk. Sebagai contoh pekerja yang tidak mengalami gangguan
kesehatan (pekerja sehat) akan dapat bekerja dengan jam kerja lebih
lama dan bekerja lebih optimal.

Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat
dengan menggunakan indikator angka kesakitan. Angka kesakitan
adalah adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan,
bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Secara
umum, angka kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin selama lima
tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka kesakitan
yaitu sebesar 9,33 lalu turun hingga 9,24 di tahun 2018, kemudian
meningkat di tahun 2019 menjadi 11,07 dan akibat pandemi Covid-19
kembali meningkat hingga mencapai 12,15 di tahun 2020 dan 18,98
di tahun 2021.

Gambar 2.16
Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021
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2.1.5.2.6 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda
pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus
mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.
Oleh karena itu data mengenai perkembangan ketenagakerjaan
sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan
yang tepat sasaran. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting
bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan
dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah
ketenagakerjaan. Beberapa  indikator yang  menggambarkan
ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang

bekerja menurut lapangan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan
perbandingan antarajumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja
dengan penduduk usia kerja atautenaga kerja. Penduduk yang
termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)
yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak
bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang
masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan
lain selain kegiatan pribadi. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan

kecenderungan tenaga kerja agar aktif bekerja atau mencari kerja yang
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sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang
atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan
kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan
atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja,
kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial,
ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang memengaruhi

angka TPAK.

Tabel 2.18
Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021

Tahun

Jenis Kegiatan Utama 2017 2018 2019 2020 2021
1. Angkatan Kerja 285.123 | 298.957 | 303.317 | 333.864 | 331.326

Bekerja 269.140 | 290.745 | 290.744 | 317.868 | 318.096

Menganggur 15.983 8.212 12.573 15.986 13.230
2. Bukan Angkatan Kerja 139.425 143.045 153.811 | 138.952 | 147.576
3. Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) 67,64 65,36 66,35 70,61 69,18
4. Tingkat Pengangguran 2,75 3,29 4,15 4,79 3,99

Terbuka (TPT)

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021
Jumlah angkatan kerja di Musi Banyuasin tahun 2021 mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2021 terdapat 331.326
penduduk yang merupakan angkatan kerja, jumlah ini mengalami
kenaikan sebesar 46.203 jiwa dari jumlah angkatan kerja pada tahun
2017. Pada tahun 2021, TPAK Musi Banyuasin sebesar 70,61 persen
yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 69,18. Angka tingkat
partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021,
69,18 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang berusia 15

tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan
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30,82 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus
rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi

seperti kaum lanjut usia.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021
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Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin menurut
lapangan usaha utama masih menunjukkan dominasi persentase
tenaga kerja di sektor primer disusul sektor tersier dan kemudian sektor
sekunder. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi
Banyuasin adalah angka pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-
negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi
utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih
adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang
ditimbulkan dari tingginya angka penganggguran ini sangat kompleks,
bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di

suatu daerah.
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Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tingkat
Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 2,75
persen, lalu terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yaitu menjadi
sebesar 4,79 persen. Dan turun kembali menjadi 3,99 persen pada
tahun 2021. Tingkat pengangguran di Musi Banyuasin pada tahun 2021
sebesar 3,99 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3
sampai 4 orang yang menganggur atau dari 331.326 angkatan kerja

terdapat 13.230 orang yang menganggur.

2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.5.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan
karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar
lebih bermartabat. Sehingga keberagaman dan keunikan budaya di
Kabupaten Musi Banyuasin mendorong kebhinekaan dan ketahanan
budaya, melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Kondisi

layanan kebudayaan tercermin dari tabel data-data berikut ini.

Tabel 2.19
Kegiatan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021

Tah
Kegiatan anun
2020 2021
Jumlah Sanggar Seni Budaya Yang Aktif 48 Sanggar 68 Sanggar
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Yang Aktif 1 Festival 1 Festival
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 1 Lokasi 2 Lokasi
Persentasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 29% 33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2022
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Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan hasil yang statis
yang menunjukkan bahwa ketahanan budaya dalam melestarikan dan
melindungi aset budaya di Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal.
Hanya 33 persen situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di
Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun di Kabupaten Musi Banyuasin
diselenggarakan festival seni budaya yang aktif setiap tahunnya, yakni
Festival Randik yang merupakan ajang kesenian antar kecamatan dalam

upaya pelestarian seni budaya di Kabupaten Musi Banyuasin.
2.1.5.3.2 Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu
upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
seutuhnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan
kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan. Selain itu,
dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dengan
peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam
pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan

yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan, dan akses permodalan.

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin pada
tahun 2020-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 35
organisasi. Sedangkan organisasi olahraga di Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2020 — 2021 meningkat yaitu sebanyak 43 organisasi
menjadi 45 organisasi. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender

Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penambahan
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sebanyak 3 kegiatan dari tahun 2020 ke 2021. Untuk kegiatan olahraga,
jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan di Kabupaten Musi
Banyuasin juga mengalami penambahan sebanyak 20 kegiatan dari

tahun 2020 ke 2021.

Tabel 2.20

Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2020-2021

q Tahun
Kegiatan
2020 2021

Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif 35 organisasi | 35 organisasi
Jumlah Organisasi Olahraga Yang Aktif 43 organisasi | 45 organisasi
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender Kegiatan 5 kegiatan 8 kegiatan
Jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan 10 kegiatan 30 kegiatan
Persentase Penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda
minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi Muda 16,49 91,48
yang dibina

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Muba, 2021

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual
sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM
secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun
terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM,

dan mekanisme penerapan SPM.
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Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena
itu, baik dalam perencanaanmaupun penganggaran, wajib diperhatikan
prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas
waktu pencapaian. Berikut merupakan Capaian SPM Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.21

Capaian Standar Pelayaan Minimal Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2020 dan 2021

CAPAIAN
NO URUSAN JENIS PELAYANAN DASAR
2020 2021
1 Pendidikan A. Pendidikan Anak Usia Dini 36,71% 83,07%
B. Pendidikan Dasar 88,18% 82,33%
C. Pendidikan Kesetaraan 55,51% 90,46%
2 Kesehatan A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 96,25% 98,04%
B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 97,50% 98,54%
C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 94 .97% 100,29%
D. Pelayanan Kesehatan Balita 96,57% 95,61%
E. Pelayanan Kesehatan pada Usia 0 3
Pendidikan Dasar 96,46% 94,49%
iéoglejig?nan Kesehatan pada Usia 87.83% 98,85%
G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 88,56% 98,00%
H: Pelayar}an Kesehatan Penderita 94.25% 99.70%
Hipertensi
I. Pelayanan Kesehatan Penderita 0 9
Diabetes Melitus 92,99% 98,63%
J. Pelayanap Kesehatan Orang dengan 92.22% 97,60%
Gangguan Jiwa Berat
K. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 97,86% 94,55%
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CAPAIAN
NO URUSAN JENIS PELAYANAN DASAR
\ 2020 2021
L. Pelayanan Kesehatan Orang dengan 0 3
Risiko Terinfeksi HIV 112,16% 92,29%
Penyef:liaar.l Kebutuhan Pokok Air Minum 85.47% 87.94%
. Sehari-hari
3 Pekerjaan
Umum Penyediaan Pel Pengolahan Ai
yediaan Pelayanan Pengolahan Air o o
Limbah Domestik G2ll0 e
4 Perumahan | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang
Rakyat Layak Huni bagi Korban Bencana 0,00% 62,50%
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak
Huni bagi Masyarakat yang Terkena 19 73% 83.33%
Relokasi Program Pemerintah Daerah 1070 e
Kabupaten/ Kota
5 ’]{‘rantibum Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 100,00% 100,00%
mmas umum
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 100,00% 97.00%
Korban Kebakaran
6 Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1,46% 100,00%
Pacrah Pel P han dan Kesiapsi
elayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,42% 100,00%
terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 100,00% 100,00%
Korban Bencana
7 Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Telantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan 100,00% 100,00%
dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada
Saat Tanggap & Paska Bencana bagi 100,00% 100,00%
Korban Bencana Kab/Kota

Sumber : SPM Kab. Muba, 2021

2.1.7 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum terdapat 36 bidang urusan yang menjadi kewenangan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah, yang dibagi berdasarkan urusan wajib, pilihan dan urusan
pemerintahan fungsi penunjang. Namun tidak semua bidang urusan
berhubungan langsung dengan pelayanan umum terhadap publik.
Berikut ini urusan wajib yang memberikan kontribusi terbesar dalam

mengukur pelayanan terhadap publik.

2.1.7.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.7.1.1 Urusan Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan berbangsa dan
bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya
bisa dicapai melalui Pendidikan. Sehingga Pendidikan merupakan hak
dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban
pemerintah, Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka
peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan
mewujudkannya. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan
meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dicerminkan

dalam program pemerintah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat pastisipasi
penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan
indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk
usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan. Untuk melihat

angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK)
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menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-

2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI Kab.Muba
Tahun 2017-2021

APM  e=@==APK

116.71
112.24 112.44 112.83
'; 11i|77
99.67
99.21 99.08 98.38 100
2017 2018 2019 2020 2021
APM 99.21 99.08 98.38 99.67 100
=@==APK 112.24 116.71 112.44 112.83 110.77

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Gambar 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kab.Muba
Tahun 2017-2021

APM  e=@m= APK

100
93.28 29.76 91.73 93.28
o—o o —0 9@
83.58 82.76 85.05 85.06
2017 2018 2019 2020 2021
APM 83.58 82.76 85.05 85.06 100
e=@== APK 93.28 89.76 91.73 93.28 98.85

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021
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Gambar 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Kab.Muba
Tahun 2017-2021

77.29 78.48 79.94
67.65 62.81

59.89 59.09 60.03

54.08 55.67 ]

APV e —

2017 2018 2019 2020 2021
APM 54.08 55.67 59.89 59.09 60.03
o= APK 67.65 77.29 62.81 78.48 79.94

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kab. Muba Tahun 2016-2021

Jumlah Sekolah (unit) Jumlah Murid (jiwa)
Jenjang
Pendidikan  ,,,¢ 5017 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TK/RA N/A | N/A | 196 | 224 | 224 | 248 | N/A N/A | 8632 | 10.084 | 10.533 | 10.004
SD/MI 483 | 492 | 500 | 502 | 488 | 481 | 86.627 | 91.082 | 89.764 | 88.589 | 89.518 | 83.443
SLTP/MTs 172 | 190 | 191 | 195 | 188 | 162 | 32.283 | 33.062 | 34.220 | 34.725 | 34.609 | 31.228
SMU/SMK/MA | 86 99 99 101 | 100 | 101 | 20.808 | 20.808 | 25.308 | 26.848 | 28.084 | 27.757

Sumber : BPS Kab. Muba dan Dinas Pendidikan Kab. Muba, 2022

Pada tahun 2021 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten
Musi Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai dengan
TK/RA sebanyak 248 unit, SD/MI sebanyak 481 unit, SLTP/MTs
sebanyak 162unit, SMU/SMK/MA sebanyak 101 unit, Poltek Sekayu

sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER sebanyak 1 unit dan Sekolah
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Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima Program. Sementara
jumlah murid tahun 2021 untuk tingkat TK/RA sebanyak 10.004 orang,
SD/MI sebanyak 83.443 orang, SLTP/MTs sebanyak 31.228 orang, dan

SMU/SMK/MA sebanyak 27.757 orang.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

Tahun
Indikator
2017 2018 2019
Persentase
terlayaninya

pendidikan anak usia 79,58 70,33 72,95 55,38 55,38

dini 0-6 tahun

2 APK SD 104,31 | 108,72 | 108,29 | 115,72 | 110,77
3 APK SMP 109,18 | 109,70 | 108,30 | 97,17 98,85
4 APM SD 100 100 100 115,72 100
5 APM SMP 100 100 100 100 100
6 Jumlah Kelompok 20 19 18 18 17

Belajar Paket C
Jumlah Kelompok
belajar non formal
8 Eersent.ase g 75,00 | 83,62 | 90,32 | 91,04 | 94,50
ersertifikasi
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2021

25 24 23 18 17

2.1.7.1.2 Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan
diantaranya adalah layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan
dalam masyarakat diperlukan koordinasi yang seimbang antara
pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan adalah dengan
peningkatan tipe rumah sakit dan mulai beroperasi pada awal tahun

1999.
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Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 3
unit yang terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Bayung Lencir, dan
Kecamatan Sungai Lilin. Adapun jumlah sarana kesehatan lainnya yaitu
poliklinik sebanyak 10 unit, puskesmas sebanyak 32 unit, puskesmas
pembantu sebanyak 107 unit, dan apotek sebanyak 16 unit. Sedangkan
jumlah tenaga medis dan paramedis pada tahun 2020 sebanyak 1.384
orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat,

sanitarian dan lainnya.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

Indikator

Tahun
2019

2020

2021

1 Jumlah kematian balita (per _ ) 0/1000 150/1000 3/1000
kasus)
9 Persentase kasus gizi buruk yang 100 100 100 100 100
mendapatkan perawatan
3 Persentase stunting pada balita 21,4 10,12 9 7,67 23
Persentase fasilitas pelayanan
4 kesehatan dasar terakreditasi 43 71,4 100 100 100
bhaik
. 86/ 63/ 60/
5 Angka Kematian Ibu 9 Kasus | 94/ 100000 100000 1000 1000
6 Angka Kematian Bayi 42 Kasus 3/1000 5/1000 5/1000 2/1000
7 Angka Kematian Balita N/A N/A 0/1000 150/1000 3/1000
8 Persentase Penduduk yang 42,23 50,81 99,70 95,08 95,08
mempunyai jaminan kesehatan
9 Indeks Keluarga Sehat 0,09 0,09 0,10 0,193 0,27
10 Indeks Kepuasan Masyarakat 77 82,66 83,19 83,62 95,24
11 Rata-rata indeks kepuasan 77 82,66 83,19 83,62 95,24
pelanggan rumah sakit
12 Tlp'e kelas Rum'ah sakit rujukan Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B
regional JKN wilayah sumsel
. s o Paripurn . . Paripurna Paripurna
13 Predikat penilaian akreditasi a Paripurna Paripurna versi SNARS | versi SNARS
14 Persenta§e Indikator SPM yang ) _ 85,71 90,48 81,77
mencapai target

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021
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2.1.7.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk penanganan jalan dan pada jalur horizontal dan vertikal di
Kabupaten Musi Banyuasin termasuk menangani jalan-jalan non status
pada jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang
meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi
yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang
mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Musi Banyuasin dengan
menyelenggarakan program dan kegiatan diseluruh bidang kebina
margaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan berbasis kinerja.
Disamping penanganan jalan Kabupaten, juga telah dilakukan pula
peningkatan jalan sebagai pendukung Kawasan Industri, yaitu
peningkatan dan rehabilitasi jalan antara desa dalam kecamatan.

Total panjang jalan Kabupaten tahun 2021 sebesar 1.073,77 km
dimana berdasarkan jenis permukaannya sebesar 494,97 km adalah
jalan diaspal, 224,69 km adalah jalan beton, 305,11 km adalah jalan
kerikil dan 49,00 km masih merupakan jalan tanah. Pada tahun 2021
panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 776,21 km dibandingkan
dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang
1.073,77 km. Dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja utama
sudah menggunakan data panjang jalan terbaru, sehingga capaian

kinerjanya belum mencapai target.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum

diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.
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Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

Tahun
2017 2018 2019 | 2020 | 2021

No Indikator

Proporsi Panjang Jalan
dalam kondisi baik (%)
Persentase rumah tinggal
bersanitasi (%)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)

1 54,33 49,88 56,72 57,88 72,29

2 70,00 78,30 81,23 80 81,26

2.1.7.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk
mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah. Masalah
pokok kawasan perumahan dan permukiman adalah terjadinya
penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana.
Adanya keterbatasan proporsi penduduk yang menerima manfaat dari
fasilitas pelayanan air bersih dan air limbah, khususnya bagi
masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Sementara
perkembangan perumahan dan permukiman semakin bertambah cepat.
Disamping itu kenyataan yang ada bahwa perkembangan infrastruktur
menurun karena kemampuan keuangan pemerintah dalam pembiayaan
fasilitas perkotaan dan fasilitas pelayanan umum. Berbagai upaya
peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan telah
dilakukan dalam masalah ini. Salah satu pemecahannya adalah
peningkatan akses terhadap lingkungan pemukiman yang tidak
memadai, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas,

terutama pada penyediaan pelayanan fasilitas listrik, air bersih dan
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pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lingkungan perumahan dan
permukiman yang ada.

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah KK yang terlayani air
bersih tahun 2021 sebesar 95,11% dari target sebesar 92% terealisasi
sebesar 87,51%. Angka ini naik sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2020
dimana realisasi jumlah KK yang terlayani Air Bersih sebesar 85,54%.
Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar
100%, maka jumlah KK yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi
Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah KK yang
terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

Gambar 2.21
Presentase Penduduk Berakses Air Minum dan Capaian Akses Sanitasi

120

100 92 8751
80 783 81.23 858547 g9 81.26
80 73.14 |
56.80 59.49

60 | | |

40 | | |
20 1 1 1
0 - - -

2017 2018 2019 2020 2021
H Target Air Minum 60 80 100 85 92
Realisasi Air Minum 70 78.3 81.23 85.47 87.51
u Capaian Sanitasi 56.80 59.49 73.14 80 81.26
M Target Air Minum Realisasi Air Minum i Capaian Sanitasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2022

Capaian indikator kinerja jumlah KK yang terlayani air bersih ini
didukung oleh peningkatan dan program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah setiap tahun melakukan
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penambahan sarana prasarana distribusi air bersih di wilayah
kecamatan serta terus meningkatkan kualitas air bersih yang dipasok
kepada masyakat. Disamping pemenuhan kebutuhan air bersih yang
dilakukan melalui PDAM Tirta Randik Sekayu, Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin juga membangun sumur — sumur bor terutama untuk
wilayah perdesaan yang sulit dan sangat jauh dari jangkauan layanan
air bersih PDAM serta melakukan pembangunan sarana prasarana
PAMSIMAS baik melalui Program PAMSIMAS APBD maupun Program
HID (Hibah Insentif Desa) untuk Desa PAMSIMAS berkinerja baik yang
menggunakan dana APBN. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk
meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat
secara merata hingga ke wilayah perdesaan.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No Indikator Tahun
2017 ‘ 2018 ‘ 2019 2020 2021

L. Rumah tangga pengguna

air bersih (%) 63,46 65,47 59,91 67,93 | 87,51
2. Rumah tangga bersanitasi

(%) 57,65 58,75 73,14 83,83 | 81,26
3. Rumah layak huni (%) 84 84,32 84,39 84,45 | 84,37
4. Rumah tangga pengguna

listrik 95,78 98,3 98,9 98,55 | 98,55

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2022
2.1.7.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada

masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman akan berdampak
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positif pada proses pembangunan di berbagai sektor. Rasa aman yang
dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dari segala bentuk
kerawanan dan masalah sosial berupa berbagai penyakit sosial serta
rasa aman dari adanya bencana alam. Kerjasama harmonis dari Satpol
PP, Kesbangpol dan Linmas, Kepolisian dan PD terkait senantiasa
digalang dalam rangka meminimalisir terjadinya berbagai penyakit
masyarakat.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kab. Musi Banyuasin 2017 - 2021

Tahun

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

1. Penegakkan Perda 100 100 100 100 100

Tingkat Penyelesaian konflik sosial

masyarakat (%) 100 100 100 | 100 | 100

Persentase/angka keikutsertaan
3. penduduk dalam pemilu dan pemilukada 60,12 | 63,67 82 75 82
di Kabupaten Musi Banyuasin (%)

Jumlah Kegiatan pembinaan politik

4. daerah sesuai kalender kerja 12 4 L 1 3
5. Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial 52,85 | 100 100 100 100
6. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik 12 4 1 1 3

Daerah

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34
ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial
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terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial,
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan
perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan
Kesejahteraan Sosial. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat

sebagai berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

Tahun

Indikator

2017 2018 2019

1 | Angka PMKS yang mendapat layanan 5,49 32 85,54 71,41 76,15

2 | Persentase penyandang disabilitas yang

mendapat layanan 14 25 51 65,59 | 84,12
3 | Persentase panti sosial yang dibina 100 100 75 100 100
4 | Persentase lembaga sosial yang berdaya 100 100 100 100 100

Persentase potensi dan sumber
kesejahteraan sosial (PSKS) yang

S berperan aktif dalam meningkatkan 100 100 100 100 100
kesejahteraan hidup PMKS
Persentasi korban bencana alam sosial
hi k h
6 yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 100 100 100

pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin, 2022

Pada Tabel 2.29 berikut ini, disampaikan jumlah panti asuhan

dalam binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:
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Tabel 2.29
Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

JUMLAH ANAK ASUH

NO. JENIS PELAYANAN PANTI NAMA PANTI SOSIAL

/PENGHUNI
1. Panti Asuhan Anak Panti Asuhan At- Tagwa 41 Orang
2 Panti Asuhan Anak Panti Asuhan Hari Kurnia 40 Orang
3. Panti Asuhan Anak Panti Asuhan Nurul Huda 23 Orang
4 Panti Asuhan Anak Panti Asuhan Elnuza 42 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab. Muba

2.1.7.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

2.1.7.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama
pembangunan. Hal ini mengakibatkan pentingnya penyediaan lapangan
kerja utamanya untuk generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah
penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu tantangan terbesar
adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi
angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi
peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini
mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru
bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas
kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh
imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (decent
living).

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021
sebesar 3,99%. Capaian Kinerja Indikator Pengangguran terbuka

didapat dari perbandingan jumlah pengangguran terbuka Usia Angkatan
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Kerja sebanyak 13.230 Orang dan jumlah Penduduk Angkatan Kerja
sebanyak 331.326 Orang. Untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017-2021
cenderung fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi
Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,75% dan meningkat di tahun 2018
menjadi 3,29%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi
4,15% dan tahun 2020 menjadi 4,79%. Di tahun 2021, Tingkat

Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin menurun menjadi

3,99%.
Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel
Periode 2017-2021 (%)
6 5.51
4.79 4.98

5 4.39 a5 248 ; 3.09
4 ' 1
3
2
1
0

2017 2018 2019 2020 2021

Capaian Muba Capaian Sumsel

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Muba, 2021

Peningkatan angka pengangguran terbuka tersebut berbanding
lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di Provinsi
Sumatera Selatan pada tahun yang sama sebagai salah satu dampak
dari kondisi pandemi covid-19. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah
pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021

sebanyak 13.230 orang yang terdiri dari 7.177 laki-laki dan 6.053
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perempuan.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada
tahun 2021 sebesar 433 perusahaan dengan pekerja sebanyak 57.116
orang. Usaha-usaha pembinaan terhadap pengrajin akan terus
dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang mengingat jumlah dan
ragam kegiatan pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan
bimbingan dan penyuluhan. Pada tabel 2.30 dapat dilihat jumlah
perusahaan industri menurut tenaga kerja yang tersebar di seluruh
kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin :

Tabel 2.30
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin 2021

DI

1 Sanga Desa 2.141
2 Babat Toman 19 3.676
3 | Batanghari Leko 21 2.044
4  Plakat Tinggi 4 816
5 Lawang Wetan _ -

6  Sungai Keruh 6 1.108
7 | Sekayu 73 6.243
8 | Lais 84 7.878
9 Sungai Lilin 41 6.192
10 | Keluang 3 223
11  Babat Supat 11 1.857
12 | Bayung Lencir 132 18.082
13 Lalan 10 3.308
14 | Tungkal Jaya 17 3.483
15 | Jirak Jaya 2 65

MUSI BANYUASIN “ 57.116

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba, 2022
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Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

‘ Tahun
No Indikator ‘ 2017 ‘ 2018 2019 2020 2021
1 Rasio penduduk yang bekerja 94,80 | 94,99 83,19 67,32 68,92

2 | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
29,14 | 32,32 16,50 38,66 40,89

3 | Tingkat Pengangguran Terbuka 2,75 3,29 4,15 4,79 3,99

4 | Tingkat partisipasi angkatan kerja 67,43 | 77,03 66,35 70,61 69,18

Angka sengketa pengusaha- pekerja per

S tahun

7,3 7,1 6 12,59 11,43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.2.Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender
tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar
82,90%. Sedangkan untuk Capaian indikator kinerja Indeks
Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar
66,5% terealisasi sebesar 59,84%.

Meskipun capaian kinerja ini sudah sangat baik, namun perlu
ditingkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Tidak saja diukur
dari jumlah perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan
pengambilan keputusan, tetapi perlu didorong organisasi — organisasi
perempuan sebagai wadah penyampaian aspirasi para perempuan, serta
meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan serta

kesempatan yang sama dengan kaum laki — laki.
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Tabel 2.32

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

Tahun
Indikator
2017 2018 2019
1 | Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG - 20 30 32 35
2 | Rasio KDRT perempuan 0,01 |0,076 | 0,007 |0,0041 | 0,006
3 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) 81,97 81,97 82,68 82,85 82,90
4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 72,18 58,11 73,01 60,06 59,84
Penyelesaian pengaduan perlindungan anak . N
5 dari tindakan kekerasan ) 20 27 N/A N/A
6 | Persentase kecamatan layak anak - 26 33.33 40 54,34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin, 2021

* Tahun 2020 Tidak menghitung penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan Rasio

Kekerasan Terhadap Anak : 0,014
2.1.7.2.3 Urusan Pangan

Dalam urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta
mendukung program Sumsel Lumbung Pangan.Pembangunan
Ketahanan Pangan didasarkan kepada tiga pilar utana yaitu
ketersediaan, distribusi dan harga pangan serta konsumsi dan
keamanan pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi
masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten
Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan
sendiri. Data produksi dan konsumsi langsung masyarakat beberapa

komoditas pangan pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.33
Neraca Ketersediaan Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2021

TAHUN ANGGARAN 2023

2020 2021
Komoditi Produksi Konsumsi Surplus Produksi Konsumsi
(ton) (ton) /minus (ton) (ton)

1. Beras 173.843 54.477 106.510 130.776 54.816 75.960
2. Jagung 44.312 504 160.483 6.045 2.116 3.929
3. Ubi Kayu 30.675 12.155 7.463 110 15.804 94.196
4. Ubi Jalar 2.108 1.700 1.282 29 2.9 26.076
5. Kedelai 3 2.960 2.123 1.5 3.82 -2.32
6. | Gula Pasir 0 3.590 (3.590) 0 3.55 -3.55
7. | Minyak goreng/ 0 7.117 (7.117) 0 8.275 -8.275

Sawit
8. Sayuran 72.710 36.654 (27.388) 51.233 44.052 7.181
9. Buah 24.240 20.279 (7.927) 10.67 23.021 -12.351
10. | Daging Sapi,

Kerbau, Kambing, 1.100 2.204 (1.288) 3.17 1.493 1.677

Domba dan Babi
11. | Daging ayam 3.924 7.872 (3.595) 1.8 9.333 -7.533
12. _

Telur 502.327 8.313 (4.532) 453 7,902 7.449
13. | Susu 0 8.943 (8.943) 0 7.217 -7.217
14. | Ikan 238.080 30.167 10.122 318.58 27.937 29.094

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022
Tabel 2.34

Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020 dan 2021

Jumlah

10.438

434,93

493,1

98,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba, 2022

100,0 2.100,68
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P ‘ Tahun 2020 Tahun 2021
Bahan . .
Energi | Skor Skor Energi Skor Skor | Skor

Pangan | gqiori) #5405 | LRI riil Maks (Kalori) Bofes riil PPH | Maks

1. | Padi- 3.214 | 133,90 | 0,5 | 67,0 | 250 | 250 | 1.216,47 | 50,69 | 0,5 | 28,95 | 25 25
padian
Umbi-

2. ) 241 10,02 0,5 5,0 2,5 2,5 163,67 | 5,99 0,5 3,42 2,5 2,5
umbian

3. | Pangan 3.761 | 156,69 | 2,0 | 313,4 | 24,0 | 24,0 159,47 | 6,64 2 15,18 | 15,68 | 24
Hewani
Minyak

4. | dan 2.850 | 118,76 | 0,5 59,4 | 5,0 5,0 342,52 | 1427 | 0,5 8,15 5 5
Lemak

5. | Buah/biji 8 0,35 0,5 0,2 0,2 1,0 4.54 0,19 0,5 0,11 | 0,91 1
berminyak

6. | Kacang 121 5,05 2,0 10,1 | 10,0 | 10,0 73.2 3,05 2 6,97 | 8,18 10
kacangan

7. | Gula 68 2,82 0,5 1,4 1,4 2,5 76,14 3,17 0,5 1,81 1,8 2,5

g. | Sayuran 176 7,34 50 | 36,7 | 30,0 | 30,0 84,37 3,52 5 20,08 | 29,5 30
dan buah

9. | Lain-lain . . . . . . 0,31 0,01 0 0 0 0
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Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 untuk Tingkat
Ketersediaan Pangan sebesar 88,6 lebih rendah dibandingkan skor PPH
di tahun sebelumnya yang mencapai 98,1. Sedangkan untuk Skor PPH
Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
sebesar 88,5 meningkat dibandingkan dibandingkan skor PPH di tahun
sebelumnya yang mencapai 88,0. Skor PPH berhasil mencapai target
dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang
konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan lagi yaitu lagi yaitu dari
kelompok Padi-padian, Umbi - umbian, Pangan Hewani, Kacang -

kacangan dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

Indikator

‘ 2017

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tingkat Ketersediaan Pangan 89,1 96,8 96,9 98,1 88,6

2 S}(or Pola Pangan'Harapan (PPH) 83,5 85,4 86,9 88.0 88,5
Tingkat Konsumsi Pangan

3 Ketersediaan bahan pangan (beras) 234,22 |371,28 209,5 312,2 281,9
per 1000 penduduk

4 | Angka konsumsirumah tangga 200,4 |2004,9 |2011,6 |2059,8 |2086,2
per kapita (Rp/orang)

5 Persentase desa mandiri pangan 31,36 33,47 15,86 23,45 23,45

6 Persentas.e Pangan Aman di _ 85 76,8 84,23 96,7
Konsumsi

Jumlah pangan segar asal
7 tumbuhan PSAT yang aman - - - 5 5
dikonsumsi

S Jumlah lumbung dan sarana _ _ 1 _ _
prasarana yang dibangun (unit)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin, 2022
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2.1.7.2.4 Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur
dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus
tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Indikator persentase luas
lahan bersertifikat sebanyak 9,2 di tahun 2017, 9,63% di tahun 2018,
9,53% di tahun 2019, 9,87% di tahun 2020 dan 15,44% di tahun 2021.
Sedangkan untuk indikator penyelesaian kasus tanah negara pada
tahun 2021 menyelesaikan kasus tanah negara mencapai 81,25%. Di
Kabupaten Musi Banyuasin, untuk indikator penyelesaian izin lokasi
selama 5 tahun terakhir, izin lokasi yang dikeluarkan terselesaikan
sebanyak 100%.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

Tahun

2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase luas lahan 9,2 9,63 9,53 9,87 15,44
bersertifikat (%)
2 Penyelesaian kasus tanah | 16,00 | 33,33 | 100 6,25 81,25
negara (%)
3 Penyelesaian izin lokasi(%) 100 100 100 100 100

No Indikator

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan data ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca Sesuai dengan Pergub Sumatera Selatan Nomor

34 Tahun 2012, sejalan dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Musi
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Banyuasin sebagai dari Provinsi Sumatera Selatan merasa memiliki
peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
dan inisiatif ini juga merupakan dukungan terhadap proses
Implementasi RAD - GRK Provinsi Sumsel. Bagi Kabupaten Musi
Banyuasin, hal ini merupakan proses yang memperkuat proses
perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim
dan berwawasan keberlanjutan (sustainabilty), yang belum semua

daerah di Indonesia dapat melaksanakan proses ini.

Grafik Perubahan Luas Penggunaan Lahan (a) Luasan hutan
yang menurun (b) Luasan penggunaan lahan yang meningkat secara
signifikan
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Sumber: Analisis POKJA PTGL-EHKB Kab. Muba
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Gambar 1 dan 2 menunjukan dinamika penggunaan lahan di
Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 1990-2014.
Komoditas sawit dan karet merupakan penggunaan lahan yang sangat
dominan berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin di ikuti dengan
perkebunan akasia. Perkembangan tersebut menunjukan adanya
kegiatan pembangunan yang signifikan akan tetapi yang perlu
diperhatikan apakah kegiatan pembangunan tersebut terjadi diwilayah
yang sesuai fungsinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan
dikarenakan pada sisi lain terjadi penurunan luasan hutan yang sangat
signifikan. Gambar 3 menunjukan lokasi dimana terjadinya emisi akibat
perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Musi
Banyuasin. Emisi dari perubahan penggunaan lahan tersebut terjadi
akibat perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan dengan
cadangan karbon (C) tinggi ke penggunaan lahan dengan cadangan
karbon (C) yang lebih rendah, dimana cadangan karbon tersebut
berasosiasi dengan keterdapatan vegetasi pepohonan. Berdasarkan data
1990 - 2014 terlihat emisi CO2 banyak terjadi di bagian utara Kabupaten
Musi Banyuasin. Rerata laju emisi pada tiap periode dapat dilihat pada

uraian berikut ini.

11990-2000 19.13

2000-2005 11.60
2005-2010 7.85
2010-2014 9.51

Sumber: Analisis POKJA PTGL-EHKB Kab. Musi Banyuasin
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Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

. Satuan =~
Indikator 2017 2018

Indeks Kualitas
1 Lingkungan Hidup % 54,56 72,93 73,03 72,78 73,11
(IKLH)

o | Persentase Indeks % 61,11 | 872 87 55,56 | 56,45
Kualitas Air

3 | Persentase Indeks % 712 | 8729 | 8302 | 8552 | 8934
Kualitas Udara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan
kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif.
Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir mencapai lebih dari
90%. Kondisi demikian dikarenakan berkurangnya lama pengurusan

KTP yang hingga pada tahun 2021 mencapai 1 hari saja.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020

Tahun
Satuan

Indikator

2017 ‘ 2018 ‘ 2019 2020 ‘ 2021 ‘

Rasio Jumlah
1 Penduduk ber. KTP % 76,71 97,12 99,91 99,99 99,45

Lama Pengurusan

KTP Hari 5 5 1 1 1

3 Nilai SKM % 70,05 82,45 83,71 83,75 94,11*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin, 2022

* Data tahun 2021 merupakan data sementara (s.d Triwulan III)
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2.1.7.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam
UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi
menjadi 4 sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerja Sama Desa;
Administrasi Pemerintahan Desa; serta Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat desa pada
umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang
dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha
kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal.

Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu
selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi
masyarakat di bidang pembangunan. Di Kabupaten Musi Banyuasin,
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPMD) pada tahun 2021 mencapai sebesar 25 Kelompok. Sedangkan
Jumlah kelompok PKK aktif pada tahun 2021 mencapai sebanyak
227 kelompok.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

Tahun
Indikator Satuan

‘2017 2018 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021

Rata-rata jumlah
kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)

kelompok 68 3 11 12 25

Rata-rata jumlah

kel k -
kelompok binaan PKK clompo 76 > 15 10

3 Jumlah PKK Aktif kelompok - - - - 227

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Banyuasin, 2022
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2.1.7.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dalam wupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan sasaran
Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi
(contraceptive prevalence rate/ prevalensi peserta KB aktif). CPR
mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan
Usia Subur yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat
pencacahan. Pada tahun 2021 capaian dari indikator ini sebesar
84,96%. Memang terlihat ada penurunan dibanding selama periode
tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah

pasangan yang memasuki fase menopause dan mengalami kehamilan.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

Tahun
Indikator
2017 2018 2019 2020 2021

1 fé;‘l’;;lemi peserta KB aktif 97,94% | 84,25% | 82,08% | 84,72% | 84,96%
2 Rasio petugas KB /desa 0,17% 0,15% 0,14% 0,13% 0,13%
3 Prevalensi peserta KB pria 450 487 454 422 388
4 lljalta—rata jumlah anak per 2,49 2,25 2,01 2,1 2,1

eluarga
5 Eeiuarga gr? i?'ahtera dan 20,11% | 12,11% | 11,03% | 10,60% 8,75%

eluarga Sejahtera

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.9 Urusan Perhubungan
Sarana pengangkutan massa atau sarana transportasi merupakan

salah satu satu sarana yang penting untuk meningkatkan mobilitas
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masyarakat, baik dari daerah ke kota maupun sebaliknya. Dari data
yang ada dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, terdapat beberapa
jenis angkutan darat yang tercatat yaitu Bus Umum dengan jumlah 2
unit, Bus Tak Umum 62 unit, Truk Umum 50 unit, Truk Tak Umum
1.120 unit, Pick Up Umum 95 unit, dan Pick Up Tak Umum 443 unit.

Tabel 2.41
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2021

JUMLAH
JENIS KENDARAAN S
2019 2020 2021

Bus
Umum /Otobus 97 3650 ] 2
Bus Tak Umum 105 92 S 62
Mobil Penumpang 208 - - -
Mobil Penumpang
Otolet Tak Umum 10.316 B 1.774 B
Truk Umum 465 520 - 50
Truk Tak Umum 2.394 1.745 116 1.129
Pick Up Umum 41 900 - 95
ek Up Talk 4.429 2.017 443 | 2.008
Sepeda Motor 217.149 12.304 8.524 -
Lainnya 20 - 16 -

JUMLAH 4.327 21.228 10.878 ‘ 3.436

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2022

Selain transportasi darat, di Kabupaten Musi Banyuasin juga
mempergunakan transportasi air. Sarana transportasi air ini sangat
penting karena dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak
dapat dijangkau oleh kendaraan darat dikarenakan topografi Kabupaten
Musi Banyuasin yang sulit dan keterbatasan jumlah sarana jalan darat.

Sungai yang sebagian besar dipergunakan untuk transportasi
adalah Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai

Dawas dan Sungai Supat. Jenis alat transportasi yang dipergunakan
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untuk transportasi sungai ini adalah kapal motor dengan berbagai
kapasitas angkut dan daya mesin. Jumlah dermaga sungai yang
terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah empat lokasi yaitu
dermaga sekayu, UPLLASD Karang Agung/Lalan, UPLLASD Sungai
Lilin/Muara Tobo dan UPLLASD Kepayang.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

- Tahumn |
Indikator ‘ 2017 2018 2019 ‘ 2020 2021

1. Jumlah Sarana dan Prasarana 352 352 352 352
Transportasi Darat, Laut, Udara
dan Kereta Api

2. Persentase Fasilitas LLAJ yang 30% 30% 35% 38% 43%
direhap
Jumlah Rute Pelayanan 1 1 1 1 1

4. Persentase Penurunan Angka 3,3 4.2% 3% 3% 31,7%
Kecelakaan Lalu Lintas

5. Persentase transportasi yang 71,52%| 60,2% 60% 61% S53%
nyaman dan layak jalan

0. Persentase Prasarana 30% 30% 35% 30% 35%
Penunjang Fasilitas
Perhubungan

7. Persentase kecamatan yang 30% 30% 33% 30% 33%

terlayani angkutan

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin

2.1.7.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk
mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (realtime). Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun
2017, sebanyak 43 media komunikasi publik milik Pemda (website,

media cetak, radio, televisi, media sosial). Pada tahun 2018 media
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komunikasi publik milik Pemda bertambah menjadi 51 media dan
kembali bertambah pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 104 media

komunikasi publik milik Pemda Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi
Banyuasin pada tahun 2017 sebanyak 60% dan meningkat pada tahun
2018 sebanyak 66,15%. Di tahun 2019 dan 2020, cakupan layanan
telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat sebanyak dua
kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,5%.
2.1.7.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin selama
tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Sampai dengan tahun 2021, koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin
sebanyak 362 unit yang terdiri dari 104 unit KUD, 22 unit KPN, 21 unit
KOPKAR, 2 unit KOPPAS dan lainnya berjumlah 213 unit. Berdasarkan
data tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi belum bisa berperan
sebagai lembaga ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya
disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan wusaha
koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya
pemahaman anggota, pengurus, dan pengawas koperasi tentang
perkoperasian dan koperasi belum dikelola secara professional.
Sehingga masih diperlukan soialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan
manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus,
pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada keompok-

kelompok orang yang akan mendirikan koperasi.
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Namun demikian mekanisme sosialisasi, bimtek dan pelatihan
yang telah dilakukan pada periode terdahulu perlu dilakukan telaah dan
evaluasi, hal ini untuk mengetahui model transfer knowledge seperti apa
yang efektif, jangan sampai kegiatan sosialisasi tidak berdampak dalam
mewujudkan tujuan. Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan transfer
knowledge harus dapat merubah mindset kelompok yang akan
mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara

pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Tabel 2.43

Koperasi/KUD dan Non KUD Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1. | KOPERASI / KUD 96 o8 99 104 104
2. | NON KUD 201 216 226 239 258
JUMLAH 283 292 314 325 362

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muba, 2022

2.1.7.2.12 Urusan Penanaman Modal

Kebijakan mengundang investor adalah untuk meningkatkan
potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang
dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,
khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja urusan
penanaman modal Kab. Musi Banyuasin tahun 2017-2021 disajikan

pada tabel berikut.
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Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

Tahun
No Indikator 2017 2018 ‘ 2019 2020 2021
. Jumlah Perda yang mendukung
iklim perusahaan 3 perda 3 perda
4 Ind.elf:s Kepuasan Masyarakat bidang 82,22 88,37 88,6 88,61 98,23
perizinan

Sumber: DPM-PTSP Kab. Musi Banyuasin, 2022

Terkait dengan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu
dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam
meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Selain
mengandalkan investasi di sektor industri, pemerintah daerah dapat
mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui kerja sama
pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan istilah

public private partnership (PPP).

2.1.7.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi
Banyuasin diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana olahraga,
perolehan medali dan prestasi olahraga serta pembinaan kepemudaan
terhadap lembaga/organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan
kepedulian dan partisipasi pemuda dengan peningkatan peran serta
aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui
fasilitasi kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan,
pendampingan, dan akses permodalan. Capaian kinerja pemuda dan

olahraga sendiri mengalami perbedaan karena adanya perubahan
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indikator kinerja pada perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2017-2022.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

‘ Tahun
No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

1. [ Tingkat ketersediaan sarana dan 40 45 45 46 N/A
prasarana olahraga

2. Persentase Pemuda yang bebas 99,90 99,95 99,94 99,94 99,94
narkoba

3. | Persentase perolehan medali 22,20 19,05 19,88 8,84 62,05
emas dalam kejuaraan resmi
tingkat provinsi

4. Peringkat dalam kejuaraan 2 2 1 0 2
resmi olahraga tingkat provinsi

5. Persentase pemuda yang 17,00 17,68 21,28 32,81 29,38
berwirausaha

Sumber: Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.14 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan
Kabupaten/Kota urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kabupaten
dalam Angka selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang
ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga
kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan.
Selain itu Buku PDRB Kabupaten dan Buku Statistik Daerah selalu
tersedia setiap tahunnya. Kedua buku tersebut merupakan sumber data

dan informasi sosial ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat
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digunakan sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam

perencanaan.

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

Tahun
No. q
° Indikatox 2017 2018 ‘ 2019 2020 2021
1 | Jumlah buku Statistik Daerah 1 1 1 1 -
2 | Jumlah Buku PDRB Kabupaten 2 2 2 2 -
3 | Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka 1 1 1 1 -
4 Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi ) ) ) ) 1
Banyuasin
5 Persentase Ketersediaan Data Statistik ) ) ) ) 97%
Sektoral
6 Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar ) ) ) ) 1
Skala Kabupaten

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.2.15 Urusan Persandian

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017- 2021

Indikator

2017

Tahun

2018 2019 | 2020 2021

Rasio perangkat daerah yang menggunakan
persandian untuk mengamankan setiap
jenis informasi yang wajib diamankan

14 18 32,26 -

Rasio jenis informasi yang diamankan
dengan persandian

100 -

Rasio konten informasi dari setiap jenis
informasi yang diamankan dengan
persandian

97,80 -

Persentase Persandian Informasi pada
Perangkat Daerah dalam rangka
Pengamanan Informasi Milik Pemerintah

58,33
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Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin, 2022

Urusan Persandian ditujukan untuk pengamanan informasi pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Berdasarkan
Tabel 2.47 dapat diketahui bahwa rasio perangkat daerah yang
menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi
yang wajib diamankan pada tahun 2020 hanya 32,26 persen, rasio jenis
informasi yang diamankan dengan persandian pada tahun 2020 sebesar
100 persen dan rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang
diamankan dengan persandian 97,80 persen. Sedangkan untuk tahun
2021, indikator urusan persandian berganti menjadi Persentase
Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka
Pengamanan Informasi Milik Pemerintah yang terealisasi sebesar
58,33% dan telah melebihi dari target yang telah ditentukan yakni 40%.
2.1.7.2.16 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016
diselenggarakan dua festival seni dan budaya, kemudian di tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 diselenggarakan empat festival seni dan
budaya, capaian kinerja tesebut mencapai target setiap tahunnya. Lebih
lanjut, setiap tahun target benda dan cagar budaya yang dilestarikan
selalu tercapai. Untuk jumlah sanggar seni budaya yang aktif sejak
tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya sebanyak 8 sanggar seni
budaya, dan pada tahun 2021 sanggar seni budaya yang aktif berjumlah

106 sanggar.
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Tabel 2.48
Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

N e ‘ Tahun
o ndikator
2017 2018 2019 | 2020 | 2021
1 |Jumlah sanggar seni budaya yang aktif 8 8 8 8 106
9 Penyelenggaraan festival seni budaya 4 4 4 4 1
(kali) sesuai kalender budaya
3 Jumlah sarana penyelenggaraan seni 1 1 1 1 1
dan budaya (buah)
4 Persentase Situs dan Kawasan Cagar 2094 | 27,54 | 28,22 29 30,67

Budaya yang dilestarikan (%)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MusiBanyuasin

2.1.7.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan yang dibina di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 sebanyak 24 binaan, terbilang turun dibandingkan tahun 2018
dan tahun 2019 masing-masing sebanyak 48 binaan. Kinerja pelayanan
urusan perpustakaan diukur melalui indikator rasio jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun yang selama periode 2017-2021 memiliki
capaian yang fluktuasi dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar
0,81 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang
membatasi kunjungan ke perpustakaan. Disamping itu untuk indikator
persentase peningkatan bahan pustaka menunjukkan penurunan setiap
tahunnya.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

Tahun
No Indikator 2017 2018 ‘ 2019 2020 ‘ 2021
1 |Persentase peningkatan bahan pustaka (%) 20 23.53 7.67 7,37 9,79

2 |Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%) 6,53 10,58 11,60 2,65 0,81

Sumber: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin
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2.1.7.12.17 Urusan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 pasal 4 Kearsipan pemerintah
daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan) dalam  melaksanakan = penyelenggaran = kearsipan
dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin harus
memperhatikan 14 Asas dalam pengelolaan arsip secara Akuntabilitas.
Untuk penyimpanan arsip, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
belum melakukan penyusutan arsip, saat ini perangkat daerah
melakukan penyimpanan arsip di tempat masing-masing. Lebih lanjut,
indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 masih berada pada angka 100
persen.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

‘ Tahun

Indikator 2017 | 2018 2019 2020 | 2021

1 |Persentase perangkat daerah 100 100 100 100 100
yang telah menerapkan
kearsipan secara baku

2 |Persentase arsip statis dan in 25 40,19 53,84 53,84 -
aktif yang terdata dan tertata
dengan baik

3 |Persentase layanan arsip yang - - 3 3 -
berbasis teknologi dan informasi

4 [Peningkatan SDM pengelola - - - - 4
Kearsipan Kegiatan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin
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2.1.7.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.7.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
cukup besar baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan
budidaya. Pada periode 2021 jumlah produksi ikan tangkap mencapai
23.023,59 ribu ton dan 25.466,42 ribu ton produksi perikanan
budidaya. Pembangunan sektor perikanan di masa yang akan datang
diarahkan pada produksi budidaya, sesuai dengan paradigma
pembangunan perikanan yang mengarah kepada usaha budidaya ikan
dan membatasi eksploitasi penangkapan ikan di alam.

Tabel 2.51

Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 - 2021
Ufi‘zi‘“ 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Kinerja
Produksi
Ikan

Tangkap
(Ribu Ton)

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

22.413 | 22.229,60 | 22.637 | 23.607,17 | 22.863 22.863 23.092 | 25.101,89 | 23.323 | 23.023,59

Produksi
Ikan
Budidaya
(Ribu Ton)

18.964 | 19.003,27 | 20.861 | 19.276,07 | 22.947 | 21.886,25 | 25.242 | 23.996,02 | 27.766 | 25.466,42

Produk
Olahan
Perikanan
(Ribu Ton)

203,89 200,00 207,96 206 212,12 207,72 216,36 207,24 216,36 95,04

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

Potensi tambak dalam Kabupaten Musi Banyuasin mencapai
86.740 hektar, yang telah dimanfaatkan sekitar 84 hektar, lahan
dataran rendah 337.166 hektar yang sangat cocok untuk kegiatan
budidaya perikanan, daerah aliran sungai sekitar 650 km yang dialiri 7

(tujuh) sungai besar (sungai Musi, Batanghari leko, lalan, Bayat,
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Merang, Dawas, Tungkal) dengan anak sungai mencapai 1.057 buah, 6
(enam) buah danau dengan luas mencapai 329,5 ha yang belum

termanfaatkan untuk kegiatan produktif perikanan.

Namun, peningkatan capaian produksi ikan di Kabupaten Musi
Banyuasin tersebut tidak diikuti dengan kenaikan pada konsumsi ikan
masyarakat. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 40,73
kg/kapita/ tahun terbilang lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang

sebesar 44 kg/kapita/tahun.

Gambar 2.23
Ikan Patin

Tabel 2.52
Konsumsi Ikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

Konsumsi Ikan 2016 2017 2018 2019 2020

(kg/kapita/th) 44 42,63 35,24 40,99 40,52 40,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
2.1.7.3.2 Urusan Pariwisata
Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin
terdapat tiga jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata
sejarah. Wisata alam yang tercatat sebagai potensi lokasi wisata yang
menarik adalah danau Ulak Lia, danau Konger, danau Cala, pulau

Pandak, sungai Sembilang, sungai Kubu dan agrowisata perkebunan
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gambir. Untuk wisata budaya terdapat tambang minyak tradisional,
tambang minyak modern dan kebudayaan Suku Anak Dalam. Wisata
Sejarah meliputi Makam keramat di beberapa lokasi, Goa Jepang,

Peninggalan Sriwijaya dan Candi Sereka.

Tabel 2.53
Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin

Jarak Dari

Nama ODTW Alamat

Pusat Kota

Danau Ufak Lia Sekayu, Kab. Musi Banyuasin +7,33KM Alam
2 Sungai Musi Sekayu, Kab. Musi Banyuasin 0 Alam
3 Rumah Linmas Sekayu, Kab. Musi Banyuasin 0 Buatan
4 Danau Sidoati Ds. Bailangu, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 28 KM Alam
5 Taman Permata Muba Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 2,75 KM Buatan
6 Waterfront Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 3,94 KM Buatan
7 Gelanggang Remaja Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin 0 Buatan
8 Stabel Berkuda Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin +2 KM Buatan
9 Kolam Renang Tina Randik Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin +2 KM Buatan
10 Water Fun Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 3 KM Buatan
11 Taman Selarai Indah Sekayu, Kab. Musi Banyuasin 47,43 KM Buatan
12 Tugu Bintang Sekayu Sekayu, Kab. Musi Banyuasin 0 Buatan
13 Taman Terbuka Hjau Sekayu, Kab. Musi Banyuasin +2,75 KM Buatan
14 Taman Pertanian Terpadu Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin + 3,61 KM Buatan
15 Sircuit Sky Land Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi + 15.03 KM Buatan
Banyuasin
16 Taman Agro Inovasi Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi + 17,96 KM Buatan
Banyuasin
17 Masjid Raya Baitul Makmur Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara Kab. Musi Banyuasin + 2,74 KM Buatan
18 Pantai Bongen Tahunan Jln. Merdeka, Kel. Balai Agung Kab. Musi Banyuasin + 3,94 KM Alam
19 Taman Adipura Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara Kab. Musi + 2,52 KM Buatan
Banyuasin
20 Makam Dindi Muro Bayo Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 28 KM Budaya
21 Puyang Keramat Burung Jauh Kec. Sungai Keuh Kab. Musi Banyuasin + 37 KM Budaya
Sedekah Bumi
22 Danau Konger Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi +42 KM Alam
Banyuasin
23 Goa Bukit Benape Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh Kab. Musi + 45 KM Alam
Banyuasin
24 Bukit Pendape Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh + 70 KM Alam
25 Tebat Indah Kertajaya Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh + 42 KM Buatan
26 Makam Puyang Pekik Nyaring Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi + 49 KM Budaya
Banyuasin
27 Danau Cala Desa Danau Salak Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin + 50 KM Alam
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Jarak Dari

Nama ODTW Pusat Kota

Alamat

28 Tanampo Desa Teluk Kijing Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin + 32,9 KM Alam
29 Danau Kajang Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin + 32,9 KM Alam
30 Masjid Raya Abdul Kadim Desa Epil Kec. Lais + 28 KM Buatan
31 Makam Bujang Ranggonang Sekayu, Kab. Musi Banyuasin + 19 KM Budaya
32 Industri Pembuatan Getah Gambir Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin + 37 KM Minat
Khusus
33 Taman Toga Mangun Jaya Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi + 50 KM Buatan
Banyuasin
34 Perkebunan Gambir Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin + 38 KM Agro
35 Embung Senja Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin + 15 KM Buatan
36 Danau Ujan Mas Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin + 47 KM Buatan
37 Danau Ulak Libok Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin + 47 KM Alam
38 Kolam Renang Az-Zahra Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya + 90 KM Buatan
39 Danau Putih Ex Batu Bara Kec. Tungkal Jaya + 95 KM Alama
40 Pemancingan Rawa Kuning Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya Kab. Musi + 51,4 KM Buatan
Banyuasin
41 Manau Kuning Kec. Jirak Jaya + 53,4 KM Buatan
42 Keramat Puyang Dukun Dusun II Ds.Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. + 29 KM Budaya
Muba
43 Danau Siarak Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. + 29 KM Alam
Muba
44 Puyang Janggut Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari LekoKab. Musi + 39 KM Budaya
Banyuasin
45 Danau Panjang Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi + 39 KM Alam
Banyuasin
46 Keramat Puyang Apul Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko Kab. + 39 KM Budaya
Muba
47 Situs Ran Putri Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko Kab. + 49 KM Budaya
Muba
48 Keramat Selerang Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko Kab. + 60 KM Budaya
Muba
49 Assalam Water Fun & Family Park Sri Gunug Kec. Sungai Lilin +75 KM Buatan
50 Water Boom Gunung Sari Jos Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin + 80 KM Buatan
51 Sungai BB Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin + 83 KM Alam
52 Objek Wisata Alam Rawa Hijau Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin + 78 KM Buatan
53 Guci Purbakala Bayung Lencir Kes. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin + 160 KM Budaya
54 Perkampungan Suku Anak Dalam Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin + 200 KM Budaya
55 Rumah Rakit Bayung Lencir Kes. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin + 312 KM Budaya
56 Embung Desa Cinta Bumi Desa Mendis Kec. Bayung Lencir + 312 KM Buatan
57 Danau Kodok Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin + 143,8 KM Alam
58 Water Boom Lalan Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin +143,8 KM Buatan
59 Rain Bow Garden Karang Tirta Kec. Lalan Kab. Mus1 Banyuasin +143,4 KM Buatan
60 Embung Tegal Mulyo Kec. Keluang + 43 KM Buatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Musi Banyuasin

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

2015
2016
2017
2018
2019

2020
2021

2.1.7.3.3 Urusan Pertanian

Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB.
Dalam kurun waktu 2017-2021 kontribusi PDRB sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB 11,69 persen pada
tahun 2021 dan terbesar kedua di Kabupaten Musi Banyuasin.
Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan
lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut,
cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan
terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya
industri pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan tabel 2.65, luas total
lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021
sebesar 1.153.307 ha yang dididominasi oleh lahan perkebunan dan

lahan hutan negara.

Tabel 2.54
Luas Lahan Pertanian (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2021

Lahan
Pertanian Lahan Pertanian Bukan Sawah
Sawah

Lainnya
Ladang/ Perke- Hutan Padang Hutan
Huma bunan Rakyat | Rumput Negara
456 =

(Tambah,
Sementara Kolam,

tidak Empang,

diusahakan Hutan

Negara,

67.029 29.999 29.029 439.902 60.281 95.471 276.282
63.011 31.029 27.176 442.884 60.020 438 257.040 95.216 18.272
60.650 26.234 21.213 431.375 154.854 453 236.950 86.411 18.233
40.823 24.675 17.324 506.793 100.475 498 410.815 67.210 19.718
41.627 43.468 19.897 498.173 100.376 554 410.815 59.495 17.977

47.704 43.368 19.908 449.157 100.797 543 410.815 58.416 17.983
41.339 55.161 23.709 444.925 100.797 564 409.836 57.902 19.074

Sumber : Dinas TPHP Kab. Musi Banyuasin
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O 00 NO U H W N+

— =
= O
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Babat Toman 1.470
Plakat Tinggi 915
Batanghari Leko 2.025
Sanga Desa 991
Sungai Keruh 416
Sekayu 760
Lais 91
Sungai Lilin 1.716
Keluang 409
Bayung Lencir 4.745
Lalan 33.683
Lawang Wetan 1.442
Babat Supat 725
Tungkal Jaya 2.059
Jirak Jaya -
Jumlah 31.256

Tabel 2.55
Luas Panen (Ha) Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

m KECAMATAN m 2017 2018 2019 m 2021

226
287
4.003

1.481
4.009
3.754
2.146
144
3.343
53.729
2.094
1.480
820

78.164

3.781

616
3.758
3.936
1.258
2.119

71.812
1.942
2.126

104

91.989

3.781

616
3.758
3.936
1.258
2.119

71.812
1.942
2.126

104

91.989

2.355

2.971
4.681
1.368
1.188
58.442
958
1.820
99

644
74.840

Sumber: Muba Dalam Angka 2017-2021, Dinas TPHP Kab. Musi Banyuasin, 2022

O 00 NO Ul WN

—
= O

=
A W N

Babat Toman

Plakat Tinggi 130
Batanghari Leko 288
Sanga Desa 141
Sungai Keruh 60
Sekayu 108
Lais 13
Sungai Lilin 244
Keluang 58
Bayung Lencir 675
Lalan 4.792
Lawang Wetan 205
Babat Supat 103
Tungkal Jaya 293
Jirak Jaya

Tabel 2.56
Luas Panen (Ha) Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2021

ro reomuntan | aots | aoin Laoss [ aoss | 2020  aomi

92
24
126
95
320
135
19

33
208
7.178
59
86
217

49
90
13
180
527

2.339

57
385
3.049
8
49
494

49
90
13
180
527

2.339

57
385
3.049
8
49
494

10
293
5.436
35
72

3.432

2.971
4.684
1.246

584
61.689
958
576

647
77.151

14

75
6.570
6
237
39

Sumber : Muba Dalam Angka 2017- 2021
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Luas panen padi sawah di Kabupaten Musi Banyuasin
tahun 2021 adalah 77.151 hektar bertambah 2.311 hektar
dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 74.840 hektar.
Sedangkan luas panen jagung di tahun 2021 sebesar 7.524 hektar atau
bertambah 1.477 hektar dari luas panen jagung tahun 2020. Produksi
padi dan jagung Kabupaten Musi Banyuasin tidak mencapai target yang
ditetapkan, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Muba
akan terus berupaya meningkatkan produksi padi dan jagung,
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berupaya meningkatkan
capaian produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas

pertanian dengan cara :

1. Intensifikasi lahan sawah melalui kegiatan peningkatan produksi
dan produktivitas padi dan palawija dan dari kegiatan pengaaan

sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat
guna.

2. Pengembangan bibit padi unggul inhibrida melalui kegiatan

pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan.

3. Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) pasca panen dari
kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasi

pertanian.

2.1.7.3.4 Urusan Perdagangan
Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di

Kabupaten Musi Banyuasin melebihi target yang telah ditetapkan.
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Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari
tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama S5 tahun terakhir, sektor
perdagangan menyumbang lebih dari 4 persen terhadap perekonomian
Musi Banyuasin. Pada tahun 2021, kontribusi kategori ini mencapai
3,61 triliun rupiah atau sekitar 4,97 persen. Secara umum, laju
pertumbuhan sektor perdagangan berfluktuasi selama periode 2017-
2021. Laju pertumbuhannya sebesar 5,30 persen di tahun 2017 lalu
melambat hingga menjadi sebesar 4,50 persen di tahun 2019. Pada
tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya kegiatan jual
beli, terutama akibat pembatasan eskpor dan impor demi mencegahnya
penyebaran Virus Covid19, menjadikan sektor ini terkontraksi sebesar
0,37 persen. Pada tahun 2021, kegiatan perdagangan kembali tumbuh

dengan laju pertumbuhan sebesar 7,75 persen.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

Tahun

Indikator

2017 2018 | 2019 2020 2021

% Kontribusi sektor
1 Perdagangan terhadap PDRB 4,57 4,68 4,81 5,03 4,97

9 ﬁakps)por Bersih Perdagangan ) 31,4T 33,68 T| N/A N/A

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.3.5 Urusan Perindustrian
Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kabupaten
Musi Banyuasin, yang pertama yaitu persentase kontribusi sektor

industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari
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tahun 2017 hingga 2021 meningkat setiap tahunnya. Meski demikian,
pada realisasinya, selama S5 tahun kenaikan kontribusi pada sektor
industri belum cukup signifikan yaitu hanya meningkat sebesar 2,65
persen. Pada pelaksanaannya, pada sektor perindustrian lebih fokus
pada penyiapan pelaku usaha/IKM pada sentra industri. Untuk
membentuk sebuah sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah
IKM yang mumpuni dan memenuhi standar.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri
secara keseluruhan. Realisasi persentase pertumbuhan industri secara
keseluruhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami
penurunan. Dalam realisasi tahun 2017 pertumbuhan industri secara
keseluruhan sebesar 2,93%. Pertumbuhan industri dalam realisasi
tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,5% dan di tahun 2020
realisasi mengalami penurunan kembali menjadi 0,71%. Pada tahun
2021, pertumbuhan industri secara keseluruhan kembali meningkat
menjadi 1%.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

‘ Tahun

Indikator

‘ 2017 2018 2019 2020 2021

% Kontribusi sektor Industri

1 | terhadap PDRB 9,19 9,93 10,17 10,95 10,69

Pertumbuhan Industri secara

2 | keseluruhan (%) 2,93 2,5 2,5 0,71 1

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2022
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2.1.7.3.6 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan
wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari
Pusat, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim
transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pola
Transmigrasi Umum dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar
100%. Artinya pelaksanaan telah mencapai target yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Adapun unit permukiman transmigrasi (UPT) yang terbina di
Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
sebanyak 1 UPT dengan jumlah transmigran yang terbina
sebanyak 185 KK. Unit permukiman transmigrasi (UPT) tersebut berupa
UPT Air Balui yang terletak di Kecamatan Sanga Desa.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

Tahun

Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Transmigrasi Umum

(%) 100 100 100 100 100

Presentase pembinaan warga

transmigran (%) 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
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Tabel 2.59a
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Jumlah UPT Yang Jumlah UPT Yang
Tahun %
Ada Dibina
2017 1 UPT 1 UPT 100
2018 1 UPT 1 UPT 100
2019 1 UPT 1 UPT 100
2020 1 UPT 1 UPT 100
2021 1 UPT 1 UPT 100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.59b
Jumlah Transmigran yang Terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Tahun Jumlah UPT Yang Jumlah UPT Yang

Ada Dibina
2017 185 KK 1 UPT
2018 185 KK 1 UPT
2019 185 KK 1 UPT
2020 185 KK 1 UPT
2021 185 KK 1 UPT

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang
2.1.7.4.1 Urusan Perencanaan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku
kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai
pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus
sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Sumatera Selatan

dan Nasional.
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Kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara rinci capaian indikator
fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017-2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Urusan Perencanaan Kab. Muba Tahun 2017-2021

Tahun
Indikator

2018 2019 2020

Persentase kelarasan program
RKPD dalam RPJMD

Persentase keselarasan
2 program kabupaten dengan 80% 80% 86% 91,56% 95%
program nasional

76% 84,97% | 95,71% | 92,78% 100%

Program usulan Renja PD yang

g | e et 91% | 9545% | 96,3% | 97% 100%
Persentase keselarasan
4 | Program prioritas tahunan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

dengan program prioritas 5
tahunan

Persentase keselarasan
S program Renstra PD ke dalam 75% 75% 70% 100% 100%
Program Renja PD

Persentase usulan masyarakat
melalui Musrenbang yang
mendukung program prioritas
dan terakomodir di RKPD

70% 75% 80% 83,42% 100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan ini diperlukan untuk
menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan
pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat. Sampai tahun 2021, kinerja kelitbangan di
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Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan kegunaannya dalam
memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang diambil masih belum
optimal. Dari tahun 2017-2021 tiap tahunnya dokumen hasil penelitian
yang rekomendasinya menjadi input dalam pengambilan kebijakan
daerah. Adapun capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan
tersaji secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Urusan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muba Tahun 2017-2021
Tahun

Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Pendayagunaan

(0] (0] o, - =
hasil Kelitbangan A4% s | SRt

9 P?rsentase has.ll inovasi yang _ : _ 90% 90%
diimplementasikan

Persentase rekomendasi hasil
3 | penelitian yang = - - 75% 75%
ditindaklanijuti
Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.3 Urusan Keuangan

Persentase laporan keuangan OPD sesuai Standar Akutansi
Pemerintahan (SAP), Persentase OPD yang menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK), dan Persentase Pencairan dana on schedule
mencapai 100 persen yang artinya 48 OPD telah menyusun laporan
keuangan yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab
hingga triwulan IV sesuai dengan target, memenuhi prinsip-prinsip
anggaran berbasis kinerja, serta melakukan pencairan maksimal 2 hari
sejak SPM diterima. Adapun untuk persentase data aset yang akurat
masih 99,96% atau 0,04% belum akurat berdasarkan penelusuran

melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik dilapangan. Pengelolaan
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aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran,
pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan,
pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja,
terutama dalam hal registrasi aset, pengamanan aset baik dari sisi
administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset. Secara rinci

capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Urusan Keuangan Kab. Muba Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator
2017 2018 2019 2020
1 gz;siggi‘;l:lfgan OPDbenar| ;o0 | 700, | 75% | 78% N/A
Persentase Laporan keuangan
2 OPD sesuai Standar Akutansi 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan (SAP)
Persentase OPD yang
3 menerapkan Anggaran 100% 100% 100% 100% 100%
Berbasis Kinerja (ABK)
4 | Persentase Pencairan dana 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I e 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96%
Persentase tingkat o o _ B B
6 pertumbuhan PAD (e [
7 Jumlah regulasi terkait r;t : I?&(l)t _ : . B
peningkatan PAD peratu- ) peratu
ran ran
8 g:‘ig’ag‘:ggegjfa? . - | 7,58% | 9,99% | 10,75%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

2.1.7.4.4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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Dalam pelaksanaanya perlu difikirkan untuk memanfaatkan peluang-

peluang peningkatan kompetensi pegawai (diklat/tugas belajar, dst)

menggunakan anggaran APBN. Dalam kerangka mempersiapkan

perampingan organisasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo

bahwa struktur organisasi instansi pemerintah perlu disederhanakan

(tepat struktur kaya fungsi).

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Muba

Tabel 2.63

Tahun 2017-2021

Tahun

No Indikator 2017 | 2018 2019 2020 2021
Persentase pejabat yang telah o o o o

1 mengikuti Diklat struktural 1200% | LAY | T208% | 1208 WY

2 zg;srzrtﬁse pelanggaran disiplin 4 550, | 1 199, | 0,3% 0,2% N/A

3 | Persentase Penempatan ASN | g50, | 970, | 99,99% | 98,02% | 98,12%
sesuai dengan standar Jabatan
Persentase JPT yang

4 | mempunyai Kompetensisesuai| 750, | 76 050, | 78,26% | 78,79% | 84,85%
dengan Standar Kompetensi ’ ’ ’ ’
Jabatan
Persentase Capaian Kinerja

5 ASN yang memiliki Capaian 99,17% | 99,23% | 99,25% | 99,81% | 99,80%
Kinerja Baik

B || SCEESELER MRS LGRS 0,63% | 0,74% | 0,75% | 1,07% | 1,52%
pelanggaran disiplin ASN

7 Survey Kepuasan ASN 83,45% | 85,21% | 85,56% | 85,82% | 87,00%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Pengawasan

Kualitas pengawasan

internal akan memberikan gambaran

tentang jaminan kualitas atas proses pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung

terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik
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Governance). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata
kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hasil penilaian terhadap
Maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin sampai pada tahun 2020
masih di skor 3,016 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut
kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah
diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan
tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu
pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP
pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP
unsur pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin pada level 2+ pada
tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.64
Urusan Pengawasan Kab. Muba Tahun 2017-2021

Tahun
Indikator

2017 2018 2019

Persentase perangkat daerah
1 | yang memperoleh nilai SAKIP| 60% 54% | 81,25% | 100% 125%
minimal B

Opini terhadap Laporan

2 WTP WTP WTP WTP WDP
Keuangan Pemda
Skor Penilaian Mandiri (Self

3 Assesmept) atag pelakgangan C C cc cc cc
reformasi dan birokrasi di
Perangkat Daerah

4 Leveling Kapabilitas APIP 1 2 3 2+ 2+
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Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020

Persentase rekomendasi hasil
5 pemeriksaan BPK yang 39,64% | 81,86% | 54,82% | 77,37% 78%
ditindaklanjuti

Persentase PD yang telah

o) (o) o) () _
6 e S 18,65% | 20,83% | 85,13% | 87,24%
7 Skor Maturitas SPIP 1 3 3 3,016 3,016
8 Indeks Persepsi Anti Korupsi B _ B 3,75 3,43

(IPAK)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Administrasi Pemerintahan

Capaian kinerja wurusan Administrasi Pemerintahan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Urusan Administrasi Pemerintahan Kab. Muba Tahun 2017-2021

Indikator

2017 2018

Nilai LPPD (Laporan

Pertanggungjawaban Pemda) o 2,93 o 3,40 3,3998

Nilai LKjIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)

3 Indeks Kepuasan Masyarakat | 80,05 83,66 85,21 85,35 87,05*

4 Indeks Reformasi Birokrasi - - CC B B*

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

Keterangan :

* . Nilai Sementara
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2.1.8 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.8.1 Fokus Kemampuan Ekonomi daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Pada tabel
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten
Musi Banyuasin tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi
rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp 804.338 yang terdiri dari
Rp 435.228 konsumsi makanan dan Rp 369.110 konsumsi non
makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat
menjadi Rpl1.130.115 di tahun 2021 yang terdiri dari Rp 590.466
pengeluaran konsumsi makanan dan Rp 539.649 pengeluaran non
makanan.

Tabel 2.66
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba

Tahun 2017 - 2021
\ Tahun

Indikator

‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 2020 2021

1 [Konsumsi Makanan 435.228 | 505.232 | 471.468 544.878 590.466

2 |Konsumsi Non Makanan | 369.110 | 454.663 | 383.909 533.715 539.649

Total 804.338 | 959.895 | 855.377 | 1.078.593 | 1.130.115

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan

maupun non makan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup fluktuatif.
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Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih
rendah atau kurang dari 50 persen. Rasio konsumsi makanan per kapita
sebulan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebesar 54,11
persen dan menurun menjadi 52,25 persen di tahun 2021. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan proporsi konsumsi non pangan di
Kabupaten Musi Banyuasin meskipun sempat turun menjadi 44,88
persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 47,75 persen di tahun
2021.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam
pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu
2017-2021 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam
nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah
penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk
mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada
secara

gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi

keseluruhan.

Tabel 2.67
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba
Tahun 2017 - 2021

Tahun
Indikator
No 2017 2018 2019 2020 2021
1 ADHB (Ribu Rp) 64.342,29| 68.621,03 |71.352,44 | 74.921,12 | 77.065,58
2 ADHK (Ribu Rp) 41.791,33|43.036,28 | 43.742,57 | 45.037,56 | 45.516,34
Proposi terhadap PDRB
3 (% ADHB) 72,34 72,00 70,37 70,54 66,53

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin
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2.1.8.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan  infrastruktur  sangat  diperlukan  untuk
pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar
daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan,
memfasilitasi pertumbuhan disektor industri dan usaha kecil menengah,
pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan

kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.1.8.2.1 Perhubungan

Pergerakan orang melalui angkutan umum mengalami penurunan
di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2017 jumlah orang
terangkut melalui angkutan umum sebesar 1.145 orang/bulan dan
menurun pada tahun 2019 mencapai 1.124 orang/bulan. Sedangkan
pergerakan orang melalui terminal, pada tahun 2017 mencapai 7.020
orang/bulan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi

190.061 orang/bulan.

Tabel 2.68
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

dan Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/
Terminal Per Tahun

‘ Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Orang/Barang yang

Teranglkut Angkutan Umum 1.145 1.135 1.124 1.045 =

Jumlah Orang/Barang
2 melalui Dermaga/Bandara/ 7.020 | 79.568 | 106.873| 62.265 | 429.720
Terminal Per Tahun

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
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2.1.8.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2021, sebagian besar luasan wilayah budidaya di
Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu
sebesar 1.320.332 Ha. Sedangkan luas wilayah perkotaan adalah
sebesar 32.517,39 Ha dari keseluruhan kawasan budidaya di Kabupaten
Musi Banyuasin. Adapun di setiap wilayah Kabupaten/Kota wajib
menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota dan Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun

Perda RTRW dan dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi

Banyuasin.
Tabel 2.69
Penataan Ruang Kab. Muba Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator
2017 | 2018 2019 2020 2021
1 Keberadaan Perda RTRW 1 1 1 1 1
9 Jumlah Dokumen Rencana 1 1 1 1 6
Tata Ruang
3 Luas Wilayah Produktif 68 % 68 % 68 % 68 % 68 %
4 Luas Wilayah Perkotaan 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.3 Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk di Kabupaten Musi
Banyuasin dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan dan
jasa sebagai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
sehari-hari. Dukungan terhadap keberadaan sarana perdagangan dan
jasa ini sangat penting dan perlu terus ditingkatkan terutama untuk
meningkatkan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin sehingga

aktivitas perdagangan semakin dinamis.
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Tabel 2.70
Perekonomian Kab. Muba Tahun 2017 - 2021

‘ Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

Jenis, kelas, dan jumlah

157 157 229 235 235
restoran

Jenis, kelas, dan jumlah

penginapan/ hotel 2 = e & 2

Sumber: Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja
peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus
perizinan usaha dan peraturan daerah yang mendukung iklim usaha.
Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang
dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran izin di
Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih
4 hari.

Tabel 2.71
Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung Iklim

Usaha di Kab. Muba Tahun 2017 - 2021

Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

1 Lama Proses Perizinan 4 Hari 4 Hari - - -

Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha 3 Perda | 3 Perda ) ) )

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
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2.1.8.2.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah
adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin
tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat
semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga
kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kabupaten Musi
Banyuasin. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya
ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin
baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah
dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Dilihat dari
proporsinya, penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar dan
dibawahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan
SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3

terhadap total penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.72
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertiggi Kab. Muba
Tahun 2017 - 2021

Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020 2021
1 | > Sekolah Dasar (SD) 150.050|150.164 | 159.074 | 149.906 | 150.751
2 (Ssel\l/‘[(f})ah Menengah Pertama | 5o 156 | 51 876 | 50.022 | 64.152 | 64.020
g (| SckolaliMenengah Atas 100.449 | 74.015 | 74.231 | 94.997 | 91.674

(SMA)

4 Perguruan Tinggi 15.373 | 16.448 | 19.990 | 24.799 | 24.881

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin
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Tabel 2.73
Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk Kab. Muba

Tahun 2017 - 2021

Tahun
Indikator

2017 2018 2019 2020 2021

Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-

3 terhadap total penduduk 2ol 2 2240 Eht )

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kabupaten
Musi Banyuasin dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan.
Dari 51,78% pada tahun 2016 menjadi 50,39% di tahun 2020. Dengan
demikian Angka Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin
termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya
angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka
ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan

sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).

Tabel 2.74
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (%)
Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2016 - 2020

Kelompok Umur (%)

Rasio

0-14 Tahun 15-64 Tahun 65+ Tahun Ketergantungan (%)
2016 30,28 65,88 3,84 51,78
2017 30,03 66,01 3,95 51,49
2018 29,80 66,11 4,09 51,25
2019 29,55 66,21 4,24 51,04
2020 28,97 66,49 4,53 50,39

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2021
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2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RKPD TAHUN 2022 TRIWULAN I DAN REALISASI RPJMD

Untuk melihat gambaran kinerja pelaksanaan program/kegiatan
Triwulan I 2022, dapat dilihat dari realisasi program atau kegiatan baik
yang memenuhi target, tidak memenuhi target maupun yang dibawah
target yang telah direncanakan, sesuai sasaran pembangunan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Kesesuaian antara
perencanaan dalam dokumen RKPD 2022 dengan pelaksanaan
pembangunan merupakan kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan
pembangunan.

Prioritas - prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin berdasarkan penyelenggaran urusan kewenangan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya
dirumuskan dalam program-program pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2022 sebanyak 127 program.

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar

adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.75
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

JUMLAH
NO. BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
1 Pendidikan Dinas Pendidikan dan 1
Kebudayaan
1. Dinas Kesehatan
2. | Kesehatan 2. RSUD Sekayu 4
Pekerjaan Umum 1. Dinas Pekerjaan Umum dan 4
3. Penataan Ruang
dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat 1. Dinas Perumahan dan 8
4. dan Kawasan Kawasan Permukiman
Permukiman
Ketent.raman dan 1. Badan Penanggulangan 3
Ketertiban Umum
S. . Bencana Daerah
serta Perlindungan . .
2. Satuan Polisi Pamong Praja
Masyarakat
6. Sosial Dinas Sosial 4

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022
Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang termasuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- JUMLAH
BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM

1. | Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan 2
Kearsipan Daerah

2. | Koperasi, Usaha Kecil dan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 6

Menengah Menengah

3. | Perhubungan 1. Dinas Perhubungan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan 3
Penataan Ruang
4. | Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 6
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’TO. BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH Pi%ngll?AI-;ﬂ
S. | Administrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan 4
Kependudukan dan | Sipil
Pencatatan Sipil
6. | Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan 6
dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak
7. | Pengendalian Penduduk dan | Dinas Pengendalian Penduduk 3
Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana
8. | Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 4
Transmigrasi
9. | Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 5
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga dan 3
Pariwisata
11. | Pemberdayaan Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2
dan Desa dan Desa
12. | Komunikasi dan Informatika | 1. Dinas Komunikasi dan
Informatika
2. Dinas Perpustakaan dan 2
Kearsipan Daerah
13. | Pangan Dinas Ketahanan Pangan 3
14. | Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan 2
Permukiman
15. | Statistik 1. Dinas Komunikasi dan
quormatika 1
2. Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Peternakan
3. Dinas Perkebunan
16. | Persandian Dinas Komunikasi dan 1
Informatika
17. | Kebudayaan Dinas Pendidikan dan 4
Kebudayaan

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten

Musi Banyuasin yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.77
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

~ JUMLAH
’TO. BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH O

1. | Pertanian 1. Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura dan
Peternakan 7
2. Dinas Perkebunan
2. | Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan 4
3. | Perdagangan Dinas Perdagangan dan 4
Perindustrian
4. | Perindustrian Dinas Perdagangan dan 3
Perindustrian
S. | Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga 3
dan Pariwisata
6. | Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan 2
Transmigrasi

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Adapun distribusi program-program pembangunan daerah

Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam Unsur Pendukung

Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

JUMLAH
BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
1. | Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 2
2. | Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1
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Selanjutnya distribusi program-program pembangunan daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam Unsur Penunjang

Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.79
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. | Perencanaan Bappeda 2

2. | Keuangan 1. Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah
2. Badan Pengelola 2
Pajak dan Retribusi
Daerah
3. | Kepegawaian Badan Kepegawaian dan 1

Diklat Daerah

4. | Penelitian dan | 1. Bappeda

Pengembangan 2. Dinas Perkebunan

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Distribusi program-program pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang termasuk dalam Unsur Pengawasan Unsur

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

PERANGKAT JUMLAH
DAERAH PROGRAM

1. | Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 2

NO. BIDANG URUSAN

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022
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Adapun distribusi program-program pembangunan daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam Unsur Kewilayahan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Kewilayahan

PERANGKAT UMLAH
F BIDANG URUSAN DAERAH PROG

Kecamatan Kecamatan dalam Kab.

Muba

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Selanjutnya distribusi program-program pembangunan daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk dalam Unsur Pemerintahan

Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

JUMLAH
NO. BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
1. | Kesatuan Bangsa dan | Badan Kesatuan 5
Politik Bangsa dan Politik

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Secara grafis, perbandingan 3 (tiga) Urusan dan Unsur

Penunjang diatas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :
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Gambar 2.24
Distribusi Program-program Pembangunan Daerah
berdasarkan Urusan dan Program
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Wajib Berkaitan Wajib Tidak Pemerintahan Unsur Lainnya
dengan Pelayanan Berkaitan dengan Pilihan
Dasar Pelayanan Dasar
m Urusan ® Program

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, untuk mengukur predikat kinerja masing-
masing program dengan metode gradiasi nilai (skala intensitas)
berdasarkan kinerja yang dicapai dengan skala peringkat kinerja

sebagai berikut :

Tabel 2.83

Tabel Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO. INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1. 91% < 100% Sangat tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
S < 50% Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD, 2022
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Berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan

Triwulan I Tahun Anggaran 2022, dari 127 program yang

dilaksanakan diperoleh peringkat kinerja fisik sebagai berikut :

VvV V V V V

O (nol) program berpredikat kinerja sangat tinggi (0,00%);

0 (nol) program berpredikat kinerja tinggi (0,00%);

O (nol) program berpredikat kinerja sedang (0,00%);

O (nol) program berpredikat kinerja rendah (0,00%).

127 (seratus dua puluh tujuh) program berpredikat kinerja

sangat rendah (100,00%).

Dari 127 program tersebut, ada 24 program yang pencapaian kinerja dan

penyerapan keuangannya masih 0,00%, yakni :

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator v Rasio jaringan irigasi
Kinerja v Rasio tersedianya air baku dan bangunan
Program penampung air
Anggaran Rp. 26.198.606.140,-
Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Embung dan Penampung Air
Lainnya
2. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali
Banjir
3. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
4. Normalisasi/Restorasi Sungai
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen
Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan
Rawa
7. Operasional Unit Pengelola Irigasi
Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
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Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator : ¥ Jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang
Kinerja terkoneksi dalam kondisi mantap
Program v Rasio jembatan kondisi mantap

v Rasio drainase jalan kondisi mantap

v' Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin
per tahun

v Rasio panjang jalan rusak akibat bencana yang
direhabilitasi

v' Rasio jumlah jembatan rusak akibat bencana yang
direhabilitasi

v Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan

jembatan
v' Tercukupinya sarana dan prasarana
kebinamargaan
Anggaran : Rp. 251.508.106.961,-
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Pembangunan Jalan

Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi Jembatan

® N o gk Db

Pemeliharaan Rutin Jembatan
Perangkat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator : ¥ Penerbitan sertifikasi SKT
Kinerja v" Rekomendasi SIUJK
Program

Anggaran : Rp. 588.535.000,-
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Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi
Perangkat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum
Indikator : ¥ Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
Kinerja aman
Program v' Penduduk berakses air minum
v' Desa yang memiliki BPSPAM
Anggaran : Rp. 15.433.714.900,-
Sub Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
2. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator :  Satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 8.111.636.000,-

Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Terpusat Skala Permukiman
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah

Program Pengembangan Permukiman

Indikator : Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik
Kinerja

Program

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH




T ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran : Rp. 36.933.956.000,-

Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Kawasan Permukiman

Indikator : Persentase Kawasan kumuh yang tertangani

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 200.000.000,-

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator :  Rasio rumah layak huni

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 23.292.955.000,-

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan

terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator : Bangunan gedung yang tertata
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 78.025.691.576,-
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Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator : Ketersediaan tempat pemakaman umum

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 14.545.498.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di

Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator : Fasilitasi kasus pertanahan

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 199.987.000,-

Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara

Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan

Indikator : Luas lahan bersertifikat / persentase lahan tanah aset
Kinerja daerah yang disertifikatkan

Program

Anggaran : Rp. 6.349.977.000,-

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan

Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah

Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Perangkat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daerah

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Indikator :  Potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) yang

Kinerja berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan

Program hidup PMKS

Anggaran : Rp. 919.087.500,-

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Sosial

Daerah

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan

Kemandirian Pangan

Indikator : Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari
Kinerja tindakan kekerasan

Program

Anggaran : Rp. 150.000.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian

Pangan Lainnya
Perangkat : Dinas Ketahanan Pangan

Daerah

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator : Koperasi sehat
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 449.914.000,-
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Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Daerah

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator : Jumlah koperasi baru

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 390.881.000,-

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Daerah

Program Pengembangan UMKM

Indikator :  UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 3.845.799.700,-

Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam

Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
Perangkat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Daerah

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator : Cakupan organisasi pemuda yang aktif

Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 5.807.667.826,-

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan

Tingkat Daerah
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2. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
Tingkat Daerah
3. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat
Daerah
Perangkat : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Daerah

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator : Peningkatan jumlah objek wisata

Kinerja

Program

Anggaran : Rp.1.383.749.000,-

Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Perangkat : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Daerah

Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator : Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kinerja

Program

Anggaran : Rp.4.749.113.160,-

Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan

Pranata Kebudayaan

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Tradisional

3. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai
dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan
Kebudayaan

Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah
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Program Pembinaan Sejarah

Indikator : ¥ Grup kesenian aktif

Kinerja v' Jumlah seni budaya yang dilestarikan

Program

Anggaran : Rp. 449.840.000,-

Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan
Informasi Sejarah

Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator : Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
Kinerja

Program

Anggaran : Rp. 1.923.534.000,-

Sub Kegiatan : Pemanfaatan Cagar Budaya

Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah

Program Pengelolaan Permuseuman

Indikator : 1. Pembangunan gedung museum

Kinerja 2. Arsip benda/warisan budaya yang terdata dan

Program tertata dengan baik di museum

Anggaran : Rp. 3.700.585.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Museum

Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : 1. Fasilitasi pembangunan sarana prasarana
Kinerja kelurahan

Program 2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
Anggaran : Rp.4.170.943.651,-
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Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Perangkat :  Kelurahan dalam Kab. Muba
Daerah
Untuk Tahun Anggaran 2022, ada penambahan 8 (delapan) program
baru untuk menunjang pencapaian visi misi Bupati Musi Banyuasin seperti
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), yakni :
1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
S. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sementara itu ada 1 (satu) program yang tidak lagi dilaksanakan di
Tahun Anggaran 2022 yakni Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini
dikarenakan karena target pada program ini telah tercapai yakni pembinaan
warga transmigrasi. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah
“Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka
Kemandirian Satuan Pemukiman” dengan output peserta pelatihan produk
unggulan di ex UPT Air Balui. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan

Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

PER TRIWULAN I

Realisasi Capaian Kinerja dan

Target Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun ot Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Tingkat Capaian Kinerja
RPIMD pada 2021 Target K::.”? da$ Angg_a ran RKP.D ahun dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
No. Kode 9! iatan/Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 - falan Yang . RKPD Tahun Ini Pe“an:gung vean | Ket:
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 12 16
Pemenuhan layanan o
administrasi perkantoran B00.0080
Sarana dan prasarana aparatur 100.00%
dalam kondisi baik .
Pengelolaan kepegawaian yang ®
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diiaksanakanitepat wakty B
1 o1 Kabupaten/Kota Pelaporan capaian Kinerja dan 99.70|  1,428,958,347,707 1,533,601,556,778| 22.31| 170,660,719,384| 2231  11.13
keuangan dilaksanakan sangat | 100.00%
tepat
Kunjungan kepala daerah/wakil o
kepala daerah yang terfasilitasi 000000
Permasalahan hukum yang 90.00%
dapat ditangani 0070
___________ 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah | e e e e
01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;:I:jzdézr;y_ar;;pk?r:an keuangan, 100.00 947,314,298 45 OPD 1,479,978,877 25.00 93,141,687 25.00 6.29
01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya laporan LAKIP, LKPJ dli 100.00 1,122,903,512| 47 OPD 1,459,607,846|  21.65 170,052,445 21.65 11.65
Realisasi Kinerja SKPD

01.2.0

o1 .02 Adm/h/'sl’ras/ Keuangan Rerangkal’ Daerah
01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100.00 794,760,928,355 48 OPD 817,079,328,580 23.43 57,352,810,623 23.43 7.02
01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya gaji TKS 100.00 11,296,400,000
01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Zﬁ‘)’;:bk:”a"ga” akhir tahun Setda 100.00 74,435,744 89,678,066|  10.00 0 10.00 0.00| Sekretariat Daerah
- Laporan keuangan bulanan/ .
01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan triwulanan/semesteran Setda Kab. 100.00 59,462,796 20PD 112,900,581 7.82 0 7.82 0.00| Sekretariat Daerah
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Muba dan Dinas PMD
,,,,,,,,,,, 01.2.03 | Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Deerah |\ oo el
01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Z‘E(Zi‘i)';‘)ya asuransi kendaraan roda 97.12 1,934,354,768| 23 OPD 2,519,026,347|  11.52 26,542,000 11.52 1.05
. " L Dinas Perumahan
01.2.03.04 gﬁg‘g'”aa"' Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada | v ianya dokumen inventaris aset 100.00 154,572,248 149,999,924|  0.00 0 0.00 0.00|  dan Kawasan
Permukiman
Jasa konsultansi updating aplikasi
01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD manajemen asset BMD Setda Kab. 100.00 50,501,300 199,092,700 0.00 0 0.00 0.00( Sekretariat Daerah

Muba

01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- ) PSH (8 stel); PSL (25 stel); PDH (236
01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut stel); PSR (32 stel); batik (167 stel); 23.15 37,520,000  150PD 2,094,665,400|  19.55 370,510,225 19.55 17.69
Kelengkapannya .
pakaian olahraga (53 stel)
01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 119,580,000 0.00 0 0.00 0.00( Sekretariat Daerah




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan ?:::a:alclzsa:j\':l:lg:er?:
g i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;zgi::::i”e’;iﬁ?d'd'ka" dan 78.07 1,683,396,503| 42 OPD 5,427,643,060|  17.16 792,970,400 17.16 14.61
ASN yang mengikuti sosialisasi
01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan peraturan perundang- undangan 100.00 106,080,648 105,674,951| 0.0 0 0.00 0.00| Sekretariat Daerah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kab. Muba
01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan ASN yang mengikuti bimtek 71.60 465,052,759 3 OPD 283,440,000 0.00 0 0.00 0.00
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik 99.85 2,529,178,092 44 OPD 2,924,533,529 16.91 413,509,811 16.91 14.14
01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan 99.50 18,516,535,389| 45 OPD 19,141,794,938|  9.57 1,091,196,405 9.57 5.70
perlengkapan kantor
01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat rumah tangga 99.92 4,720,392,098| 46 OPD 2,947,311,156|  12.98 281,265,427 12.98 9.54
kantor dan kebersihan
_________ 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor . [|Tersedianyaalattuliskantor | | 100.00f 9,590647,044) 420PD | 10,702,339,838 17.96| 1,363822475|  17.96| 1274 |
01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;:f::;’;g:e'ama cetak dan 99.83 6,445,513,808| 46 OPD 7,257,630,055|  11.00 439,405,898 11.00 6.05
01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan majalah 99.84 1,517,924,997 45 OPD 1,798,292,000 20.55 217,983,409 20.55 12.12




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan ?::;a:aﬁzziiz:ig:i?:
g i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan dan minum rapat 99.91 10,721,074,119 45 OPD 12,205,083,780 15.69 1,558,569,882 15.69 12.77
01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I:ff:;f’;feg?a'a"a" dinas dalam 99.20 24,711,885,775| 48 OPD 29,157,959,800|  18.75 3,989,513,510 18.75 13.68
01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 43,992,200 25.00 7,425,000 25.00 16.88 Dinas PMD
01.2.06.11 | Jefungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironi pada | pengembangan website OPD 100.00 1,041,465,650| 4 0OPD 1,251,638,908) 0.0 0 0.00 0.00
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 OPD 1,495,400,000 4.34 10,865,100 4.34 0.73
01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya kendaraan dinas 83.63 4,648,494,050 20 OPD 16,204,754,370|  24.03 391,607,900 24.03 242
operasional/lapangan
01.2.07.05 | Pengadaan Mebel Tersedianya mebel untuk 100.00 8,467,235,035 39 OPD 13,818,256,046 139 167,493,700 139 121
kenyamanan kantor
01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 113,368,420 0.00 0 0.00 0.00( Badan Kesbangpol
01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2,035,420,475 0.00 0 0.00 0.00( Dinas Kesehatan
01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 7 OPD 13,766,819,300 0.00 0 0.00 0.00
01.2.07.10 Pe_ngadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan AC_ (18 unit); I_aptop (12 unit); 100.00 168,686,900 6 OPD 298,790,000 0.00 0 0.00 0.00
Lainnya printer (13 unit)

01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Ring basket; tenis meja @ (1 unit); 100.00 98,569,990 98,240,000 100.00 98,120,000 100.00 99.88|  Dinas Dukcapil

Bangunan Lainnya

gordyn (100m2)

01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,500,000|  17.00 0 17.00 0.0 Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;if:ride'f';‘l’la biaya telepon, air, lstrik, 100.00 33,811,487,616| 48 OPD 35,259,289,881|  25.12 3,867,730,604 25.12 10.97
01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan AC, pemelinaraan 100.00 22,810,000
genset dan bahan bakar genset
01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya honorarium dan gaji 100.00 188,087,222,370| 48 OPD 189,349,193,088|  25.44 31,208,022,951 25.44 16.48

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

non PNS

01.2.09 Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan mobil jabatan;
01.2.09.01 Y " , Blaya ) pemeliharaan dan perizinan 100.00 232,787,132 11 OPD 373,360,000 23.86 40,753,639 23.86 10.92
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .
kendaraan dinas
01.2.09.02 Penyediaan J'asa Pemellharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Tersedianya bla}la pajak kendaraan, 99.79 16,746,305,284 43 OPD 18,288,245,000 16.62 2,188,519,358 16.62 11.97
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BBM dan pemeliharaan
01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya mebel Bagian Umum 100.00 99,782,000 49,450,000  0.00 0 0.00 0.00| Sekretariat Daerah
Setda Kab. Muba
Pertalite (840 Itr); solar non subsidi
(90.000 Itr); pemeliharaan genset
(11 unit); pemeliharaan alat kantor Badan Kesbangpol
01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan rumah tangga; pemeliharaan AS 95.75 1,903,366,642 2 OPD 426,090,000 30.16 124,795,000 30.16 29.29| dan Sekretariat

(339 unit); pemeliharaan sound
system; pemeliharaan listri bangunan

(1.100m2)

Daerah




Realisasi Capaian Kinerja dan

Target Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun ot Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Tingkat Capaian Kinerja
. L . RPIMD pada 2021 Target KIBZT-;L?L‘,\:;QSP ran RKP.D ahun dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
No. Kode /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya biaya pemeliharaan dan 99.61 37,824,824,036| 26 OPD 22,870,820,230|  0.59 75,000,000 0.59 0.33
rehab gedung kantor
01.2.09.010 Pemel|haraan'/Rehab|I|ta5| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Tersedianya biaya pemeliharaan 99.54 943,107,172 28 OPD 2,771,411,980 19.73 369,043,400 19.73 13.32
Bangunan Lainnya sarana dan prasarana gedung kantor
" o Tersedianya biaya pemeliharaan
01.2.09.011 | Femeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung sarana dan prasarana pendukung 97.05 2,098,732,184 9 0PD 3,189,144,020 1.25 10,400,000 125 0.33
Kantor atau Bangunan Lainnya
gedung kantor
___________ 01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD e e e e e
01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya pelayanan BLUD 99.37 183,332,817,482| 3 RSUD; 28 Pkm 226,232,910,000 24.09 50,013,952,625 24.09 22.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
01.2.11
Daerah
01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 350,000,000 16.67 23,242,560 16.67 6.64
01.2.11.02 Penyedlaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan PSL .(10 s:tel); PDH (14 stel); PSR (10 99.37 317,572,000 350,000,000 0.00 0 0.00 0.00| Sekretariat Daerah
Wakil Kepala Daerah stel); batik (15 stel)
01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 600,000,000 24.10 145,000,000 24.10 24.17
Kepala Daerah
01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Kue'(500 paket); minuman (1.500 ||
paket); natura dan pakan natura
01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (191 jenis); pakan ternak rusa (365 100.00 5,493,712,366 5,471,974,850 10.00 370,170,550 10.00 6.76
paket); VIP prasmanan (1.806
porsi): makan dan snack @ (2.000.
Natura dan pakan natura (167 jenis);
01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah makan tamu (2.800 porsi); 100.00 1,480,416,687 1,469,876,300 0.00 0 0.00 0.00| Sekretariat Daerah
prasmanan (800 porsi); snack VIP
(700 kotak)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Makanan dan minuman (1883jenis); | || e
snack (3.250 ktk); nasi (925 ktk)'
01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah parcel buah (770 paket); prasmanan 100.00 1,423,020,891 1,683,717,995 10.00 113,882,600 10.00 6.76
(400 porsi); prasmanan VIP (396
_porsi): snack VIP (400 ktk)
01.2.13 Penataan Organisasi
Dokumen LKjIP (50 buku); naskah
01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan akademis (22 buku); perjanjian 95.00 882,919,197 706,501,518 20.00 20,728,400 20.00 2.93| Sekretariat Daerah
kinerja (55 buku)
01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan publik; SMM ISO 9001 : 95.00 439,994,835 718,078,579  34.77 60,734,786 34.77 g.4| Sekretariat Daerah
2008 dan Kec. Lalan
Evaluasi kinerja kecamatan (3
01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi kecamatan terbaik); reformasi 95.95 390,579,467 1,245,133,570|  34.18 83,861,511 34.18 6.74
birokrasi (34 OPD); dokumen
laporan (4 dokumen) Sekretariat Daerah
01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen LKPJ; LPPD dan laporan 100.00 288,530,582 359,999,858  14.00 49,549,800 14.00 13.76
kinerja instansi pemerintah
01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Acara kepala daerah/wakil kepala
01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan daerah (24 kal); pelayanan 100.00 1,851,350,000 2,680,940,000  2.53 62,500,000 253 233
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah (108 kali)




No.

Kode

01.2.14.02

g i /Sub

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penerimaan kungker pejabat
negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri

Target
RPIMD pada
Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun
2021

v

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

Berjalan Yang Di

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun Ini

3,058,601,024

3,056,024,800

69,998,698

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Ket.

01.2.14.03

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Terdokumentasinya kegiatan
peringatan hari besar (2 kali);
tersusunnya laporan harian dan
laporan triwulan bupati (2 laporan)

100.00 234,995,024

286,569,000

22.36 63,564,700

22.36 22.18

01.2.15

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

01.2.15.01

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Gaji dan tunjangan DPRD

100.00 34,196,582,515

39,366,842,462

27.99 11,019,896,479

27.99

01.2.15.02

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

PSH (90 stel); PSR; PDH; pakaian
adat; pakaian olahraga @ (45 stel);
pin emas (45 bh)

100.00 1,187,752,500

776,250,000

0.00 0

0.00

01.2.15.03

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Jasa pemeriksaan kesehatan
pimpinan dan anggota DPRD

108,680,000

157,500,000

0.00

01.2.16.01

Layanan Administrasi DPRD

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Rapat : Badan Kehormatan; Badan
Legislasi; Badan Anggaran; Badan
Musyawarah; Fraksi; Komisi;
Paripurna; Pimpinan

4,048,708,823

6,554,603,000

1,422,019,390

01.2.16.02

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Bahan pangan Ketua dan Wakil
Ketua DPRD; buah-buahan (240
paket)

100.00 2,514,053,000

2,520,000,000

25.00 418,926,436

25.00 16.62

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

PREDIKAT KINERJA

1.01.02

Program Pengelolaan Pendidikan

Terlayaninya pendidikan anak
usia dini 0 - 6 tahun di PAUD

90.81%

100.00%

101.48%

Angka putus sekolah SD

0.01%

Angka (AL) SD/MI

100.00%

Angka melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs

99.90%

APM SMP

APK SMP

100.00%

104.42%

Angka putus sekolah SMP

(AL) SMP/MTs

0.02%

100.00%

Angka melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

99.70%

Jumlah kelompok belajar paket
C (kelompok)

36

Jumlah kelompok belajar non
formal

20

Guru bersertifikasi

SD dengan kual
pendidikan S1/D4 dan
bersertifikat pendidik

90.00%

90.00%

Pendidik SMP dengan kualifikasi
pendidikan S1/D4 dan

bersertifikat pendidik

100.00%

98.94 243,536,137,732

199,402,611,714

10.43 2,438,000,000

10.43 1.22




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;ZS{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E::ll(::alcizsaiij\':l:ig:er?:
i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Kompetensi tenaga pendidik
dan kependidikan yang sesuai 78.00%
standar kualifikasi
Sekolah yang sudah mencapai
standar pelayanan minimal 70.50%
(sPM)
"""" 1.01.02.2.01| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
10192201 permbangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan gedung SDN 100.00 6,361,961,600] 4 paket 5,042,635,780  0.00 0 0.00 0.00
Dinas Pendidikan
Pembangunan ruang kelas (11 dan Kebudayaan
1.01.022.01| 5o mbahan Ruang Kelas baru paket), penambahan ruang kelas (3 99.33 6,561,831,000 21,194,847,480|  0.00 0 0.00 0.00
.02 paket), pembangunan ruang pusat
pendidikan inklusif (4 paket)
1.01.02.2.01 Pembangunan kantor dan WC SDN 2
03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Bangun Sari Kec. Babat Toman 99.56 494,600,000 1,951,735,000 0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.01 "
04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan ruang UKS 88.58 321,896,900
1'01‘%25'2'01 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan ruang perpustakaan 95.07 837,471,900 957,169,990 0.00 0 0.00 0.00
Pembangunan pagar (4 paket);
1.01.02.2.01) b angunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah penataan halaman (3 paket); 97.71 1,618,508,000 11,328,651,720|  0.00 0 0.00 0.00| Dinas Pendidikan
.06 pembangunan mushola, toilet dan Kebudayaan
(jamban) @ 1 paket
10192 20| Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehab ruang kelas 95.27 18,707,173,400 12,085,645120|  0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.01 _—
09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehab ruang guru 97.76 2,110,096,900
1.01.02.2.01 —
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehab ruang perpustakaan 95.46 1,007,325,500
1.01.02.2.01 I L L
12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehab toilet (jamban) SD 80.81 150,050,700
101022011 pengadaan Mebel sekolah Kursi dan meja siswa SD 100.00 15,842,064,560 1,394,090,800] 0.0 0 0.00 0.00
Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01 Buku tulis (148.500 buku), seragam dan Kebudayaan
. 17‘ ’ Pengadaan Perlengkapan Siswa siswa (6.325 stel); meja dan kursi 93.23 1,924,000,000 1,983,872,000 0.00 0 0.00 0.00
: siswa (Bangub)
1.01.022.01| b gadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TIK(38 paket) dan media pendidikan 100.00 9,797,684,000
.22 (31 paket)
1'01'223'2'01 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Terlaksananya UN dan US SMP/MTs 100.00 100,000,000 140,241,000 0.00 0 0.00 0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Seleksi olimpiade saint nasional 100.00 450,000,000 399,808,000]  0.00 0 0.00 0.00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan '
pendidikan Sekolah Dasar gf’& Pengawas SD (7 org), SMP (5 100.00 166,577,600 199,999,940 0.00 0 0.00 0.00
T Merakreditasinya SD (100 SD), || | T Dinas Pendidikan |
1.01.02.2.01 terjalinnya kerjasama Putera dan Kebudayaan
. .28. : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sampoerna Faoundation -School 100.00 2,457,876,472 4,581,662,132 0.00 0 0.00 0.00
i Development Outreach, belanja jasa
__________________________________________________________________________________________________________________ konsultan pendataan SD |l e ]
101 02%)'2'01 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Tersalurnya BOS 100.00 55,660,634,000 82,771,512,300 25.00 2,438,000,000 25.00 2.95




Realisasi Capaian Kinerja dan

Target Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun ot Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Tingkat Capaian Kinerja
X . L . RPIMD pada 2021 Target KIBZT-;L?L‘,\:;QSP ran RKP.D ahun dan Realisasi Angg_aran Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
1'01'03%)'2'01 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pelatihan dan Monitoring Dana BOS 100.00 391,838,800 422,371,800 25.00 0 25.00 0.00
________ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
101.92202] permbangunan Unit Sekolah Baru (USB) 959,196,900  0.00 0.00 0.00 0.00
Penambahan RKB (16 paket),
1.01.02.2.02 penataan halaman; rehab pagar dan
. '02' . Penambahan Ruang Kelas Baru pembangunan gapura dan 98.58 19,429,742,100 7,148,260,000 0.00 0.00 0.00 0.00
: pematangan lahan @ (1 paket) dan
pembangunan pagar (2 paket)
1.01.02.2.02 Dinas Pendidikan
Py R Kepal kolah, 77,7. . X . .
03 'embangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 577,735,000 0.00 0.00 0.00 0.00 dan Kebudayaan
101922021 pembangunan Perpustakaan Sekolah 622,139,790  0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.02.2.02| b o angunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan musholla (4 paket); 72.90 1,272,460,500 2,430,644,150|  0.00 0 0.00 0.00
12 pagar (2 paket)
1.01.02.2.02 ¢ ehapjitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehab jamban (1 paket), rehab 99.41 17,007,542,100 3,634,779,970|  0.00 0 0.00 0.00
.14 ruang kelas (16 paket)
1.01.02.2.02 _—
15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Rehab ruang guru 89.82 854,745,600
1.01.02.2.02 —
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehab ruang perpustakaan SMP 96.55 2,745,758,400
1.01.02.2.02 I . .
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehab laboratorium IPA 84.91 547,387,000
1.01.02.2.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehab‘tmlet/]amban (4 paket), rehab 82.67 453,945,700
.24 ruang ibadah (1 paket)
1.01.02.2.02 . o
25 Pengadaan Mebel Sekolah Kursi dan meja siswa SMP 100.00 11,059,645,000 844,091,000 0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.02| b2 daan Perlengkapan Siswa Buku tulis (148.500 buku), seragam 100.00 1,924,059,400 2,183,384,780|  0.00 0 0.00 0.00
.28 siswa (5.544 stel)
Peralatan LAB IPA Fisika dan Biologi
1.01.02.2.02 ) ) @ (3 paket), TIK (10 paket) dan
35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa media pendidikan (12 paket); 98.73 3,739,434,000 808,905,000 0.00 0 0.00 0.00
pengadaan alat kesenian (1 paket)
1'01'22'2'02 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Terlaksananya UN dan US SMP/MTs 100.00 1,988,730,000 1,988,729,540 0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.02 Seleksi olimpiade saint nasional Dinas Pendidikan
T g | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa ti‘;:k:'t‘;mp'a @ saint nasiona 100.00 300,000,000 308,239,740|  0.00 0 0.00 0.00| dan Kebudayaan
. - - Diklat calon : Kepsek SD (35 org),
1.01.02.2.02 Peng_er_nbangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Kepsek SMP (30 org), Pengawas SD 100.00 176,914,800 115,373,072 0.00 0 0.00 0.00
40 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(10 org), Pengawas SMP (1 org)
1'01'321'2'02 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah iﬁz d’i'fans? memenuhi kriteria 100.00 271,585,850 610,227,110  0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.02
P Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Tersalurnya BOS 100.00 33,708,200,000 28,805,487,700 0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.02 | Peningkatan Kapasitas Pengeloloan Dana BOS Sekolah Menengah Monitoring dana BOS 100.00 139,988,400 143,514,200 0.00 0 0.00 0.00
1.01.02.2.02| ¢ ehabiitasi Sedang/ Berat Ruang TU Rehabiltasi ruang tata usaha SMPN 1 67.97 199,692,700
44 Sungai Keruh
1'01'325'2'02 Rehab ruang Kepala Sekolah 68.10 188,855,700
1.01.02.2.03




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;;{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E::ll(!aetalci?a’saiij\::ig:er?:
g i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Pembangunan gedung : TPA (5
paket), PAUD (2 paket), TK (3 paket),
1.01.02.2.03 pembangunan ruang kelas dan
o1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD kantor PAUD (1 paket), penataan 93.97 2,899,420,850 707,999,910 0.00 0 0.00 0.00 4 -
halaman TK (1 paket), pembangunan Dinas Pendidikan
ruang guru dan Kepsek TK (4 paket) dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 - Pembangunan : area bermain TK (6
02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD paket), toilet/jamban TK (3 paket) 96.98 1,002,443,900 249,999,890 0.00 0 0.00 0.00
Rehab : atap TK, ruang kelompok
1.01.02.2.03 I bermain @ (1 paket), ruang kelas TK
03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (9 paket), ruang guru dan Kepsek TK 98.78 2,833,703,000
(7 paket)
1.01.02.2.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Rehab jamban TK 83.38 167,377,000
.04 PAUD
1.01.02.2.03 " y . .
12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Alat permainan edukatif 100.00 80,000,000
1:01:02. 2031 penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Terselenggaranya POCIL 100.00 150,000,000 100,000,000 0.0 0 0.00 0.00
1.01.02.2.03 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Terlaksananya Kompetensi Tenaga
16 Pendidikan PAUD Pendidik TK, KB & PKBM 100.00 183,770,000 183,770,000 0.00 0 0.00 0.00 Dinas Pendidikan
""""" LOL02.2.03| e e T ] dan Kebudayaan |
: '17' ’ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Akreditasi PAUD 100.00 83,415,400 83,415,400 0.00 0 0.00 0.00
1'01'228'2'03 Pengelolaan Dana BOP PAUD Tersalurnya BOP 100.00 11,519,629,000 453,829,000 0.00 0 0.00 0.00
________ 1.01:02.2.04| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
1.01.02.2.04 X Bantuan operasional paket B (298 Dinas Pendidikan
12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan siswa), paket C (688 siswa) 100.00 3,646,100,000 1,988,646,500 0.00 0 0.00 0.00 dan Kebudayaan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
PREDIKAT KINERJA
Kasus gizi buruk yang 100.00%
mendapatkan perawatan
Rstintglpacalbalit e
Angka kematian ibu 7 12“'““
|4 i
Ang|
Penduduk yang punyai o
jaminan kesehatan 000020
Program P han Upaya Kesek Perorangan dan Upaya | pasio rumah sakit /satuan
3 1.02.02 Kesehatan Masyarakat penduduk 1.12% 96.44 387,398,204,255 117,284,270,002| 24.64 27,944,236,495 24.64 23.83
Indikator SPM yang mencapai 80.00%
target
AReSlolokLerataanp end U U 350N
Indeks Kepuasan Masyarakat 80.00%
Tipe kelas rumah sakit rujukan .
regional JKN wilay EESE
. i S Paripurna
Predikat penilaian akreditasi dan 3CI
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
e Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota




Realisasi Capaian Kinerja dan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Ket.

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD Sekayu

Dinas Kesehatan
dan RSUD Sekayu

Dinas Kesehatan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E:::a:aﬁzziiz:ig':?:
No. Kode g! i /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ Berjalan Yang Di I RKPD Tahun Ini
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Konsultan perencanaan dan reviuw
1.02.02.2.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana master plan DED pembangunan
.01 Pendukungnya gedung IGD @ (2 paket); 100.00 129,229,869,650
pembangunan RSUD Sekayu
1'02'%22'2'01 Pembangunan Puskesmas 2,400,000,000 2.00 0 2.00 0.00
1.02.02.2.01 Pembangunan rumah dinas PKM (3
. ‘04' : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan paket); rehab rumah dinas PKM (2 100.00 1,633,974,000 420,000,000 2.00 0 2.00 0.00
: paket)
1.02.02.2.01] b embangan Rumah Sakit Pembangunan ruang bersalin RS 100.00 7,827,247,500
.05 Bayung Lencir
1.02.02.2.01] b embangan Puskesmas Penambahan ruang PKM; penataan 100.00 2,435,107,000 7,931,000,000 2.00 0 2.00 0.00
.06 halaman PKM
Rehab poskesdes (1 paket); rehab
1.02.02.2.01 | p ot apilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pustu (4 paket); pemasangangan 96.17 1,294,945,000
.09 listrik 6 pustu dan 4 rumah dinas
PKM
1.02.02.2.01 Pengadaan alat kesehatan dalam
. '13' : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan rangka pencegahan dan 73.76 18,799,370,255 2,825,000,000 0.71 0 0.71 0.00
: I COVID-19
1.02.02.2.01 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Penlgadaan alat kesehatan rumah 100.00 39,344,968,548 1,497,211,280 0 0 0.00 0.00
.14 Kesehatan sakit
Distribusi obat dan perbekalan
1.02.02.2.01 kesehatan dan BMHP ke Unit
“le " | Pengadaan Obat, Vaksin Pelayanan Kesehatan (29 PKM); 5.60 8,625,100 4,999,870,230 5.60 8,625,100 5.60 0.17
' terpenuhnya kebutuhan obat-obatan
dan vaksin (80 item)
BMHP : BTI DBD, covid 19, RDT
combo DBD, RO BMHP dan BPH
1.02.02.2.01 . . screening, test narkoba multi drug @
17 Pengadaan Bahan Habis Pakai (1 jenis); cadridge TCM (4.050 100.00 4,606,576,945 999,963,712 5.00 0 5.00 0.00
pieces); IVA test (3 item); mouth
piece (2 item); PKM (55 item)
1.02.02.2.01 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Kalibrasi alat kesehatan PKM; 100.00 428.675.800
.20 Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemeliharaan hepafilter (10 unit) : e
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
e Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan pelayanan kesehatan ibu
1.02.02.2.02| b selolaan Pelayanan Kesehatan Tbu Hamil hamil; penyeliaan fasiitatif kesehatan 100.00 571,000,592 100,000,000|  48.00 34,917,590 48.00 34.92
.01 ibu dan bayi baru lahir; pembinaan
pelayanan ibu dan bayi baru lahir
1.02.02.2.02| b elolaan Pelayanan Kesehatan Tbu Bersalin Pelayanan bersalin normal (2.457 100.00 1,215,621,194 70,000,000/  20.00 0 20.00 0.00
.02 kasus); resiko tinggi (428 kasus)
1'02'%23'2'02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100.00 33,450,000 49,999,954 15.00 0 15.00 0.00
102.02.2.02 b elolaan Pelayanan Kesehatan Balita Imunisasi lanjut balita, imunisasi 100.00 404,633,611 279,927,530  20.00 o 2000 0.00
.04 lengkap, imunisasi bumil dan WUS




Realisasi Capaian Kinerja dan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Ket.

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E:::a:aﬁzziiz:ig':?:
No. Kode g! i /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ Berjalan Yang Di I RKPD Tahun Ini
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Pembinaan penerapan pelayanan
1.02.02.2.02 kesehatan anak usia sekolah melalui
. '05' : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar penjaringan kesehatan dan 100.00 504,577,762 50,000,000 34.00 3,550,000 34.00 7.10
: pemeriksaan berkala; pembinaan
pelayanan kesehatan peduli remaja
1.02.02.2.02| b elolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pembinaan pelayanan usia 100.00 47,710,252 60,000,000  50.00 0 50.00 0.00
.06 reproduksi dan KB
1.02.02.2.02| b elolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Peserta yang mengikuti seminar 100.00 616,588,220 50,000,000  20.00 0 20.00 0.00
07 careGiver
1.02.02.2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50,000,000 3.00 0 3.00 0.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 49,986,000 4.00 0 4.00 0.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Pelayanan kesehatan pada ODGJ 100.00 10,800,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada orang 100.00 107,988,240 49,999,810/  20.00 7,660,000 20.00 15.32
terduga tuberkulosis
Mobile VCT HIV-AIDS; kunjungan ke
rumah ODHA dalam rangka
1.02.02.2.02 pemantauan kepatuhan pengobatan
: '12' : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV ARV (Anti Retro Viral); monitoring 100.00 119,123,300 99,740,000 27.00 15,690,000 27.00 15.73
! dan evaluasi program serta
pembinaan pada Pkm yang memiliki
capaian SPM HIV rendah
. A Pelayanan kesehatan pada penduduk
1.02.02.2.02 Pengel.olaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 100.00 2,981,531,656
13 Luar Biasa (KLB)
(KLB)
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
} . pemantauan dan penanggulangan
102.02.2.02| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis | a4 kesehatan Tkutan pasca 88.53 19,271,066,632 4,459,686,160|  0.00 0 0.00 0.00
.14 Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana HA
vaksinasi; jasa pelayanan kesehatan
paramedis
Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk;
Rembuk Stunting; pembinaan kader
pembangunan manusia; pengukuran
1.02.02.2.02 | b elolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan publikasi stunting; pencatatan 99.17 1,579,598,328 149,999,958|  0.00 0 0.00 0.00
15 dan pelaporan intervensi dan hasil;
orientasi tatalaksana asuhan gizi
buruk petugas di Pkm; pembinaan
manajemen suplementasi gizi
1.02.02.2.02| b elolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pembentukan dan pembinaan pos 100.00 163,056,440 55,000,000  5.00 0 5.00 0.00
.16 UKK; pengukuran jamaah haji
Verifikasi Kec. SBS; pemeriksaan
sampel air di BTKL Palembang (31
1.02.02.2.02 . sampel); pemantauan dan
17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan pengawasan IPAL di Pkm; inspeksi 86.56 852,313,340 70,000,000 5.00 0 5.00 0.00
penyehatan udara tanah dan
kawasan
1.02.02.2.02 ) e o e e
18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pelayanan promosi kesehatan 100.00 787,618,128
1.02.02.2.02 Pengglglaan Pelaylapan Keslehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Pem‘bllnaan usaha kesehatan 100.00 59,180,000 70,000,000 0.00 0 0.00 0.00
19 Mandiri, dan Tradisional Lainnya tradisional

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan




No.

Kode

/Sub

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target
RPIMD pada
Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun
2021

v

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

Berjalan Yang Di

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun Ini

1.02.02.2.02
.20

21

1.02.02.2.02
.23

1.02.02.2.02
.25

1.02.02.2.02
.26

1.02.02.2.02
.28

1.02.02.2.02
.29

1.02.02.2.02
.30

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan

Jiwa (ODMK)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke

Laboratorium Rujukan/Nasional

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bimtek Surveilance Aktif ke RSUD;
mengantar spesimen suspek campak,
AFP dan keracunan pangan ke Kab;
P.E penyakit berpotensial KLB Pkm
ke desa; SKD KLB Kab ke Pkm;
verifikasi rumors penyakit potensial
KLB dan penyakit PD31

Orientasi dan implementasi Perda
KTR ke Kec dan PKM; pembentukan
Posbindu; peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan program INDRA;
OJT program Iva ke PKM

Pelayanan jesehatan jiwa dan NAPZA

Penyuntikan vaksin haji; pembinaan
kesehatan CHJ; intervensi PIS-PK
petugas Kab; pembinaan manajemen
PKM

Edukasi dan motivasi pasien TB MDR
untuk memulai pengobatan atau
mangkir pengobatan; fogging
nyamuk; supervisi sistem pelaporan
TB-HIV dan bimbingan teknis
program triple eliminasi Pkm dan
RSUD Kab. Muba; bimtek layanan
PDP, HIV-AIDS; penjaringan kasus
HIV-AIDS dan PIMS pada klinik
swasta/DPM yang merupakan
wilayah persinggahan; supervisi
layanan alat TCM pada 4 Faskes
layanan TCM; bimtek deteksi dini
kasus kusta pada Pkm tidak ada
kasus kusta; PE dan verifikasi rumors
penyakit menular; PE dan verifikasi
rumors penyakit potensial KLB dan
keracunan pangan Kab ke Pkm dan
desa; bimtek untuk peningkatan
kapasitas petugas Pkm dalam
pengendalian DBD

Premi PBU & BP Pemda Kelas III (7
bln); klaim jaminan kesehatan
penunjang program JKN

Pengambilan dan pengiriman
spesimen penyakit potensial KLB ke
laboratorium rujukan/nasional

Pembinaan pada forum komunikasi
di tingkat Kec

Headset, webcam, EKG dan laptop
@ (2 unit); USG (1 unit)

K

43.92 129,814,055

100.00 74,984,904

29,843,600

K Rp.

100,000,000

75,000,000

100,000,000

20.00

2.00

Rp.

1,620,000

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

20.00 0.00

2.00 2.16

100.00 3,427,469,440

128,795,693,146

1 OPD, 1 Pkm

279,698,400

70,337,283,949

20.00

24,927,986,145

20.00 0.00

35.44

14,350,000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
dan Puskesmas Air
Balui

Dinas Kesehatan

Ket.




No.

Kode

g i /Sub

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target
RPIMD pada
Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun
2021

v

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

Berjalan Yang Di

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun Ini

1.02.02.2.02
.32

1.02.02.2.02
.33

1.02.02.2.02
.34

1.02.02.2.02
.35

.36

.37

.38

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Operasional Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

Belanja jasa tenaga perawat, bidan,
petugas radiologi, petugas farmasi,
petugas kamar jenazah, penata
anastesi, tenaga fisiotrerap, tenaga
elektro medik, perekam medik,
petugas sanitarian, dokter umum,
dokter spesialis part time, dokter
PGDS, tenaga lab, tenaga adm,
tenaga akuntansi

Advokasi penguatan gerakan
masyarakat hidup sehat; pembinaan
GERMAS Tk. Desa; sosialisasi lintas
sektor eliminasi malaria; sosialisasi
kovergensi, koordinasi dan
konsolidasi LP/LS untuk penurunan
stunting; sosialisasi kecacingan pada
lintas sektor; pembentukan dan
pemantauan Posyandu Remaja,
Posyandu Jiwa, dan Poskestren;
orientasi tumbuh kembang/stimulasi
deteksi dini intevensi dini tumbuh
kembang; penyuluhan dampak
Napza di desa; pemeriksaan
kesehatan kebugaran olahraga desa;
survei anak sekolah dalam rangka
pencegahan dan pengendalian
penyakit peserta didik; deteksi dini
faktor resiko PTM di Posbindu;
screening jiwa pada anak sekolah;
pemberian obat cacing ke sekolah

DED gedung Bank Darah PMI Bayung
Lencir; alkes UPTD PMI; DED IPAL
PMI; SPAL PMI; mobiler PMI;
penataan halaman PMI; belanja
modal tanah untuk bangunan
tempat kerja Bank Darah PMI Kec
Bayung Lencir

Survei akreditasi Pkm; workshop
kapasitas tata kelola manajemen
mutu; pengukuran indikator
mutu/TPMDK ; perencanaan
perbaikan strategis/PPS Pkm
reakreditasi/TPMDK; penyusunan
indikator keselamatan pasien/PIKP
Pkm reakreditasi; penilaian pra survei
Pkm reakreditasi; workshop
pemahaman standar dan instrumen
akreditasi

Terlaksananya investigasi awal
Pemantauan kasus penyakit
emerging

Ambulance PSC 119; pengadaan
aplikasi PSC 119 integrasi ke NCC;

K

100.00 9,409,098,899

100.00 4,652,532,855

2 RSUD 13,343,324,085

10,000,000

12.40

0.50

Rp.

1,655,407,460

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

12.40 12.41

0.50 0.00

100.00 2,355,933,749

5,199,999,874

26.63

1,261,100,000

26.63 24.25

82.66 231,132,188

441,579,060

5.00

1.02.02.2.03
.01

Implementasi costing SPM tingkat
Pkm, monitoring evaluasi dan
pelaporan BOK

5.00 0.00

RSUD Sungai Lilin
dan RSUD Bayung
Lencir

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Ket.




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E:::a:aﬁzziiz:ig':?:
g i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Pengembangan aplikasi SDMK;
upgrede Sistem Informasi Kesehatan
(SELUANG); monitoring, evaluasi dan
1.02.02.2.03 bimtek kesmas, GERMAS dan
. '02' : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan program P2P; laptop (12 unit); PC 100.00 1,553,961,818 250,000,000 5.00 0 5.00 0.00| Dinas Kesehatan
! (15 unit); printer scan (25 unit);
scanner (10 unit); smart tablet (5
unit); TV interaktif (2 unit); infocus
proyektor (3 unit)
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas G D dan Fasilitas Pelayanan
e Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Monitoring dan evaluasi tenaga
dokter internship, PGDS, Nusantara
1.02.02.2.04 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sehat di Pkr_n dan RS; monitoring 100.00 44,401,680 100,000,000 5.00 0 5.00 0.00| Dinas Kesehatan
.03 dan evaluasi dalam pemenuhan
standar dan persyaratan sarana
pelayanan kefarmasian di Pkm
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
PREDIKAT KINERJA
ingkatan K i b
4 1.02.03 ;(s‘-;hata; L Rave Angka kesakitan 24.50% | 100.00 2,063,546,023 350,000,000| 21.43 0 21.43 0.00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
e Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02| b oniihan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | |¢/Penuhinya kebutuhan SDM 100.00 1,726,466,441
.02 kesehatan sesuai standar
1'02'%33'2'02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penilaian tenaga kesehata teladan 100.00 48,079,894.00 100,000,000 25.00 0.00 25.00 0.00| Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
e Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelatihan petugas pengawas pangan
(PKP dan DFI); sosialisasi kelas balita;
1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya | pertemuan review petugas "
.01 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota penyuluhan Pkm; bimtek kepada 100.00 288,999,688.00 250,000,000 20.00 0.00 2000 0.00] Dinas Kesehatan
petugas pengelola fasilitas
kefarmasian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
PREDIKAT KINERJA
R ot plmaran esean | 300,000
5 | 10204 | progdram Sediaan Farmasy, Alat Kesehatan dan 88.53 205,098,000 57,500,000/ 30.00 o 3000 o000
inuman Fasilitas pelayanan kesehatan R
rujukan terakreditasi baik e
1.02.04.2.01 Pemberian 1zin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
e Usaha Mikro Obat Tradlisional (UMOT)
1.02.04.2.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan ::lg bc"niﬁ: :s;aﬁ’;ggav::i?n?ar:na
e Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha ptik; P! 100.00 22,850,000
.01 " L pengawasan terhadap pelaku usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) toko optik




Realisasi Capaian Kinerja dan

RP;I:ng:tada Anggaran RPJI;I;zs{d RKPD Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan E:::a:aﬁzziiz:ig':?:
i i ap: i Berjalan Yang Di i 5 Perangkat Daerah
No. Kode g! /Sub Indikator Kinerja Program/Kegiatan |Tahun 2022 o~ I RKPD Tahun Ini Penanggung Jawab Ket.
K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
1.02.04.2.03| Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Bimtek keamanan pangan; sosialisasi
1.02.04.2.03 | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT penerbitan sertifikat laik Aygiene 100.00 97,745,000
.01 Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang | keamanan pangan; penerbitan : e
dapat Diproduksi oleh Industri sertifikat PIRT